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Sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
maka dengan penyertaan Tuhan Pemerintah Kota Tomohon dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023.
Hal ini juga merupakan amanat Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akunrtabilitas Instansi Pemerintah/SAKIP, bahwa setiap Instansi Pemerintah
diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang
merupakan bagian dari SAKIPyang bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabillitas
kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang
baik dan dipercaya oleh masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja
pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Pementah Kota Tomohon tahun 2021-2026. Pada dasarnya laporan
kinerja ini menyajikan tentang gambaran kinerja Pemerintah Kota Tomohon di tahun
kedua RPJMD Kota Tomohon, capaiarcapaian target kinerja yang telah ditetapkan baik
yang terealisasi 100% maupun yang belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan,
faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun yang menghambat pencapaian
target-target kinerja yang diukur berdasarkan indikator input, output serta outcomes dari

setiap sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon telah disusun dan
semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, evaluasi dan perbaikan
pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya untuk peningkatan kinerja Pemerintah
Kota Tomohon di tahun yang akan datang.

Terima kasih.
Pakatuanwo Pakalawiren

Tomohon, Maret 2024




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kota Tomohon Tahun 2023

merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Pembangunan
Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2022026 dan
Rencana Kinerja Pemerintah aerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui
Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKjIPTahun 2023 ini merupakan kewajiban
dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang
telah dilakukan selama Tahun 2023. Penyusunan LKjIP Daerah Kota Tomohon Tahun
2023 merupakan hasil kinerja Tahun 2023 atau tahun kedua dalam pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD Kota Tomohon Tahun 20242026, disamping menyajikan faktor-
faktor keberhasilan, juga memaparkan faktor-faktor yang menjadi kendala dan
hambatan. Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikatorindikator
sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Walikota dan Wakil
Walikota Tomohon sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021
2026, meskipun masih ada beberapa indikator sasaran yang masih belum optimal.
Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan
perjanjian kinerja 2023 ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh
tiga) indikator kinerja sasaran yaitu: 1. Meningkatnya toleransi antar umat beragama
dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta
terlaksanya kehidupan berdemokrasi, Pencapaian indikator sasaran dengan ratarata
capaian kinerja sasaran 86,51 predikat i t i n g 8. M@éningkatnya perekonomian Kota
Tomohon, Pencapaianindikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 83.67
predikat i t i n g 8. Méningkatnya Kualitas dan daya saing SDM, Pencapaianindikator
sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 99,11 predikat i s a n gtaitngg u o0
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon, Pencapaian indikator
sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 113,02 predikat i s a n gtaitnggi 0

5. Meningkatkan dan pembangunan Kota terpadu, berkualitas berwawasan Lingkungan



dan berkelanjutan, Pencapaian indikator sasaran dengan ratarata capaian kinerja
sasaran79,52 predikatfi t i n g 6. Mé&ningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan
budaya lokal, Pencapaian indikator sasaran dengan ratarata capaian kinerja sasaran
63,96 predikat i r e n d a7 Keningkatnya produksi komoditas pertanian, Pencapaian
indikator sasaran dengan rata-rata capaian Kkinerja sasaran 95,24 predikat
A sm@gat t i n g .gBi Meningkatnya ketahanan pangan, Pencapaian indikator sasaran
dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 68,14 predikat i s e d a n @ Belaksanakan
Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, Pencapaian
indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 93,14 predikat
Asangtaitng.gi 0O

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kota Tomohon
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 632.808.516.000 dengan realisasi sebesar
Rp. 616.085.641.555,93 tercapai sebesar 97,36%. Dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi APBD maka seluruh Perangkat Daerah berupaya untuk
memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui pelaksanaan seluruh program dan indikator
kinerja yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan
memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana
dan prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja
dan masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu
menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa

mendatang.



Capaian Indikator

Tabel i.1

Tahun 2023

Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon

Meningkatnya
toleransi
antar umat
beragama
dan
terpeliharany Indeks
a keamanan
dan Kerukunan
. Umat beragama Skor 6,3 5,45 86,51
ketertiban
/ Indeks Kota
SELET Toleran
kehidupan
bermasyaraka
t serta
terlaksanya
kehidupan
berdemokrasi
Laju
pertumbuhan Persentase | 6,11-6,18 5,32 87,07
Meningkatnya ekonomi
PR e Indeks Gini Poin 0,33 0,339 97,27
n Kota ’ ’ '
Tomohon Angka
. Persentase 4,2 5,60 66,67
kemiskinan
Indeks
Pembangunan Angka 76,81 78,10 101,68
Meningkatnya hlid
Kualitags dar)ll Tingkat
; Pengangguran | Persentase| 6,55-7,05 8,52 79,15
daya saing terbuka
SDM
Indeks
Pembangunan Angka 77,25 90 116,50
Gender (IPG)
Meningkatkan Turunnya
derajat angka stunting Persentase 16 12 125
kesehatan
E‘;Zyarakat H:j"u”; harapan | ropun 72.1 72,84 101,03
Tomohon




Indeks

(I;/Ienlngkatkan infrastruktur Indeks 87,5 77,87 88,99
:gman una Indeks kualitas
P 9 Lingkungan Indeks 82 63,12 76,98
n Kota :
Hidup
terpadu,
. Persentase
berkualitas rumah tinaaal
berwawasan . gg Persentase 98 96,26 98,22
. bersanitasi
Lingkungan
layak
3 . Akses air
berkelanjutan minum layak Persentase 93 50,10 53,87
Meningkatnya Peningkatan Juta
kunjungan PADdari sektor Rupiah 1.155 322,515 27,92
wisatawan pariwisata P
dan Lama tinggal
pemajuan wisatawan Hari 3 3 100
budaya lokal (length of stay)
Meningkatnya
produksi Produktivitas
komoditas bahan pangan Kwa/ha 63 60 95,24
pertanian
Cadangan
S Ton 37 11,8 31,89
. Pemerintah
Meningkatnya Kota
ketahanan
pangan Pola Pan
gan
Harapan Skor 87,6 91,45 104,39
Ketersediaan
Indeks
Reformasi Nilai 64-67 64,58 100,91
Birokrasi
Opiniterhadap
Melaksanakan laporan WTP WTP WTP 100
Reformasi keuangan
Birokrasi dan
Mewujudkan Indeks SPBE Nilai 3 3,00 100
tata kelola —
pemerintah Skor }Tlnerja
yang baik benyelenggaraa | - g 3,8 2,5406 73,649
n Pemerintah
Daerah
MIEIEAIN = nilai 71-74 64,71 91,14
Kota

vi




Namun sangat disadari capaiancapaian tersebut bukan tanpa halangan yang
dihadapi dan masih diperlukan banyak pembenahan permasalahan yang membentang
dan harus dikerjakan ini menjadi Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah Kota Tomohon

kedepan.
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Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undangundang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini
diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undangundang
Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azasazas Umum
Penyelenggaraan Negra, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib
Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan,
Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, danAzas Akuntabilitas. Azas
akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan umum dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan
daya saing daerah. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); telah memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas Instansi Pemerintah
dalam menjalankan kinerja Pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada perecanaan kinerja
yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam

perjanjian kinerja.

Sebagai upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja instansi
pemerintah yang dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas, sudah
dimulai sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1999 melalui Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Berdasarkan instruksi tersebut, pemerintah mulai mendorong
setiap instansi pemerintah untuk mengubah orientasi kinerja output ke
orientasi outcome (hasil) atau lebih sering disebut dengan akuntabilitas
kinerja (performance accountability), dalam mendukung terselenggaranya

tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governancs.

Pemerintah Kota Tomohondalam menegakkan prinsipprinsip good
governance, telah berupaya melaksanakan aspekaspek reformasi birokrasi
dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
yangmenyangkut aspek manajemen perubahan, penataan perundang
undangan sebagai produk hukum daerah,kelembagaan, sistem
ketatalaksanaan,penngkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan

publik, penguatan pengawasan internal, dan pelaporan akuntabilitas.



Pelaksanaan tugas- tugas untuk pencapaian kinerja Pemerintah Kota
Tomohon didukung oleh Perangkat Daerah sebagai penyelenggara
administrasi, penyusunan dan pengambilan kebijakan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kemasyarakatan.

Dalam kurun waktu lima tahun sesuai rencana stratejik, maka tahun
2023 ini  merupakan tahun Kketigadalam penyampaian Laporan
Kinerjalnstansi Pemerintah, sebagai kelanjutan pelaksanaan pengukuran

dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Tomohon.

B. Kondisi Kota Tomohon

Letak Dan Kondisi Geografis

Letak astronomis Kota Tomohon berada pada 01° 18' 51" Lintang
Utara dan 124° 49' 40" Bujur Timur.Kota Tomohon memiliki suhu udara
sejuk sebab berada pada kawasan pegunungan dan diapit oleh dua gunung
berapi aktif, yaitu Gunung Lokon dan Mahawu.
Jarak Kota Tomohon dengan beberapa kabupaten/kota dan daerah
lainnya di Sulawesi Uara adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1
Jarak Kota Tomohon dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara

Manadc
+22km

Langowan
+33km
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am oo



Posisi kota Tomohon sangatstrategis dalam konteks regional Sulawesi
dari aspek perekonomian bahkan transportasi. Berdasarkan data dalam
Perpres Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional, bahwa Kota Tomohon merupakan salah satu Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) yang secara langsung berkaitan dengan Kota Manado
sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dari segi bangkitan
perekonomian regional, terdapat Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang di
dalamnya terintegrasi dengan Pelabuhan International Bitung dan Jalan Tol
Manado Bitung. Menjadi ekspektasi dari Kota Tomohon dengan adanya
berbagai infrastruktur dan kebijakan Nasional di Sulwesi Utara akan

memberi dampak bagi perekonomian masyarakat.

2. Geologi

Secarageologis, Kota Tomohon memiliki kawasan cagar alam geologi
yang terdapat di Kelurahan Lahendong sebagaimana dalam Perda Sulut
Nomor 1 Tahun 2004 tentang RTRW Tahun 20142034, bahwa lokasi
dimaksud memiliki keunikan proses geologi, yakni dengan kemunculan
solfatara dan fumarola, air atau uap panas (fluida). Fenomena ini
merupakan alami dari daerah yang berada pada kawasan
vulkanis.Kenampakanvulkanis tersebut secaralangsung adalah terdapatnya
Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Lahendong yang menghasilkan panas
bumi sebagai sumber energi listrik berupa Energi Baru Terbarukan (EBT).

Selain Kawasan Lahendong yang merupakan penghasil panas bumi
untuk sumber energi listrik.Pada lokasi dimaksud telah menjadi tempat
wisata dengan aktivitas lainnya baik bagi penduduk lokal maupun luar

daerah, dimana hampir setiap harinya dijadikan lokasi pemandian air panas.



3.  Pemerintahan

Kota Tomohon diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Harry Sabarno
atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2003.
Kegiatan pemerintahan Kota Tomohon telah dimulai tahun 2005,
sebelumnya Tomohon merupakan ibu Kota kecamatan dan bagian dari
Wilayah Kabupaten Minahasa. Pada tahun 2008 pemerintah Kota Tomohon
meliputi 5 Kecamatan dan 40 Desa/Kelurahan kemudian pemekaran wilayah
pada tahun 2009 menjadi 44 desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk
tahun 2023 sebesar 102.724 jiwa serta memiliki luas wilayah 169,10 kmz.

Tabel 1.1
Kecamatan di Kota Tomohon

Tomohon Utara Kel. KakaskasenTiga 10 67 42,28 28,72
Tomohon Selatan Kel. Walian 12 84 32,95 22,38
Tomohon Tengah Kel. Talete Dua 9 51 9,41 6,39
Tomohon Barat Kel. Woloan Satu 8 65 40,69 27,64
Tomohon Timur  Kel. Paslaten Satu 5 32 21,88 14,86

Sumber: Kota Tomohon dalam Angka Tahun 2023

Batas-batas wilayah Kota Tomohon secararinci adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara: Wilayah Kecamatan Tomohon Utara yang berbatasan
dengan Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombulu Kabupaten
Minahasa;

b. Sebelah Timur: Wilayah Kecamatan Tomohon Timur yang berbatasan
dengan Kecamatan Tombulu dan Kecamatan Tondano Utara

Kabupaten Minahasa;



c. Sebelah Selatan: wilayah Kecamatan Tomohon Selatan yang
berbatasan dengan Kecamatan Sonder dan Kecamatan Remboken
Kabupaten Minahasa; dan

d. Sebelah Barat: Wilayah Kecamatan Tomohon Barat yang berbatasan
dengan Kecamatan Tombariri dan Kecamatan Mandolang Kabupaten

Minahasa.

C. Kelembagaan

Menyadari  betapa  pentingnya  pengelolaan  pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Tomohon yang beragam
tersebut maka Kepala Daerah dalam hal ini Walikota memegang amanat
yang sangat penting dalam pengaturan dan pemanfaatan sumber-sumber
daya tersebut. Dalam menjabarkan tugas dan fungsinya Walikota Tomohon
selaku Kepala Daerah mempunyai tugas sebagaimana Paragraf kedua pasal
25 dan pasal 27, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Tugas Dan Fungsi Walikota
a. Tugas :

1) Memimpin  penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

2) Mengajukan rancangan Peraturan daerah.

3) Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan
bersama DPRD.

4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD
kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

5) Mengupayakanterlaksananya kewajiban daerah.



6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang i undangan.

7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

b. Fungsi :
Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut diatas, maka Walikota
Tomohon selaku Kepala Daerah memiliki fungsi antara lain :
1. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Memimpin pelaksanaan  pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di Kota Tomohon.
3. Mengawasi pelaksanaan  pemerintahan, pembangunan  dan

kemasyarakatan di Kota Tomohon.

2. Tugas Dan Fungsi Sekretaris Daerah
a. Tugas
Membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan

dinas daerah dan badan penunjang.

b. Fungsi

a) penyusunan kebijakan daerah;

b) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan Badan
penunjang;

c) pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah;

d) pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerabh;

e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.



3. Tugas Dan Fungsi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a. Tugas
Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta menyediakan dan
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

b. Fungsi
a) menyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b) menyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c) memfasilitasi penyelenggaraanrapat DPRD;

d) menyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.

4. Tugas Dan Fungsi Dinas -Dinas

a. Tugas
Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

b. Fungsi
a) perumusan kebijakan sesuaidengan lingkup tugasnya,
b) pelaksanaankebijakan sesuaidengan lingkup tugasnya;
c) pelaksanaanevaluasidan pelaporan sesuaidengan lingkup tugasnya,;
d) pelaksanaanadministrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e) Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.



5. Tugas Dan Fungsi Badan
a. Tugas
Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
b. Fungsi
a) Penyusunankebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya,;
b) Pelaksanaantugas dukungan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya;
c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
e) Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

6. Tugas Kecamatan

a) Menyelenggarakanurusan Pemerintahan umum;

b) Mengkoordinasikankegiatan pemberdayaan masyarakat;

c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman  dan
ketertiban umum;

d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan
Walikota;

e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan,;

g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan

lain dan / atau kelurahan;



h) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota
yang tidak dilaksanakanoleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kota yang
ada di kecamatan;

i) Melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan oleh Peraturan

Perundang-undangan.

7. Struktur Organisasi

Bentuk dan susunan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.

2. Pemerintah daerah adalah kepala Daerah sebagaiunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut walikota dibantuoleh
Organisasi Perangkat Daerah. Adapun struktur Organisasi Pemerintah Kota
Tomohon berdasarkan PP. N 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
terdiri dari :

Walikota dan Wakil Walikota

=a

1 Sekretaris Daerah
3 Asisten

3 Staff Ahli

1 Sekretariat Dewan
21 Dinas

6 Badan

5 Kecamatan

44 Kelurahan

= =4 4 A A4 -4 A4 A -

2 PerusahaanDaerah
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Dalam implementasi otonomi daerah, salah satu aspek yang cukup strategis

adalah aspek kelembagaan perangkat daerah. Kelembagaan perangkat daerah

berdasarkan pasal 120 dan 128 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dengan

menyebutkan perangkat daerah Kabupaten Kota adalah sebagai pembantu kepala

daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang terdiri dari :

Tabel 1.2

Kelembaiaan Peraniat Daerah Kota Tomohon

1. | Sekretariat Daerah Kota 1
2. | Sekretariat DPRD 1
3. | Dinas-dinas Daerah 21
4. | Badan-badan 6
5. | Kecamatan 5
6. | PerusahaanDaerah 2

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2018
tentang Perubahanatas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukandan dan SusunanPerangkatDaerah Kota Tomohon

1.

Adapun perangkat daerah tersebut adalah

Dinas-dinas Daerah terdiri dari :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

Dinas Kesehatan Daerah.

Dinas PU dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman
Dinas sosial

Dinas Tenaga Kerja

Dinas PemberdayaanPerempuandan Perlindungan Anak
Dinas Pangan

Dinas Lingkungan Hidup
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10) Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil

11) Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana
12) Dinas Perhubungan

13) Dinas Komunikasidan Informatika

14) Dinas KoperasiUsahaKecildan Menengah

15) Dinas PenanamanModal dan PelayananTerpadu Satu Pintu
16) Dinas Kepemudaandan Olahraga

17) Dinas Kearsipandan Perpustakaan

18) Dinas Pariwisata

19) Dinas pertanian Dan Perikanan

20) Dinas Perdagangandan Perindustrian

21) Satuan PolisiPamong Praja

2. Badan-badan daerah terdiri dari :
1) Inspektorat;
2) BadanPerencanaan,Penelitian dan PengembanganDaerah
3) BadanPengelolaanKeuangan Dan Pendapatan Daerah
4) BadanKepegawaiandan PengembanganSDM
5) BadanPenanggulanganBencanaDaerah
6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. PerusahaanDaerah, terdiri dari :
1) PD.PasarTomohon;
2) PDAMTomohon.
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8. Sumberdaya Aparat Pemerintah Kota Tomohon
Sumberdayaaparatur pemerintah kota tomohon untuk Tahun 2023

sebagaimana berikut ini:

1. Jumlah pegawai . 2.450 orang
2. Keadaanmenurut kepangkatan :
Gol IV : 567 orang
Gol 1l : 1712 orang
Gol 1l : 291 orang
Gol | 1 orang
Tabel 1.3

Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon
Berdasarkan Golongan/Ruan

1. v 1 55 228 283 567
2. 0 711 315 | 339 347 1712
3. Il 105 147 15 24 2901
4, I 1 0 0 0 1
JUML AH 2450

Sumber; BKPSDMDaerah Kota Tomohon Tahun 2023

D. Analisis Perkembangan Stratejik

Sebagai suatu organisasi yang dinamis, Pemerintah Kota Tomohon
dituntut untuk mampu mengikuti perubahan dan dinamika tuntutan
masyarakat serta perubahan lingkungan, maupun kebijakan strategik dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
mampu menjadi suatu kebutuhan ketika organisasi sudah tidak lagi sesuai

dengan kebutuhan lingkungannya. Pemerintah Kota Tomohon sebagai
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organisasi publik harus mampu menyesuaikan dengan perubahan

lingkungan yang terjadi.

Faktor eksternal yang mempengaruhi Pemerintah Kota Tomohon

diperhadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis antara lain:

1. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan
tata kelola pemerintahan yang baik

2. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi mempengaruhi
bidang sosial budaya, kehidupan beragama

3. Pertumbuhan penduduk yang signifikan, peluang tenaga kerja dari
luar yang terbuka,

4. Tantangan dalam bidang ekonomi vyaitu terbukanya peluang
perdagangan bebas, masuknya barang impor pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, perikanan dan bahan industry, serta
rendahnya kualitas pariwisata serta perdagangan.

5. Aspek partisipasi masyarakat yang rendah mempengaruhi
terwujudnya pencapaian pelayanan prima, dimana hal ini dipengaruhi
oleh rendahnya
kontrol masyarakat dalam ragam pelayanan baik dari segi biaya,
waktu, maupun persyaratan penyelenggaraan pelayanan, tanggung
jawab terhadap produk layanan, sehingga praktek pelayanan diluar
sistem masih sulit dikendalikan.

6. Masih kurangnya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor
pendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah.
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Faktor internal yang mempengaruhi lingkungan Pemerintah Kota
Tomohon yang sekaligus mempengaruhi perilaku administrasi dalam
kerangka upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Tomohon yang

dikaitkan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Peranan kepemimpinan yang tangguh yang berfokus kepada
peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia
Pemerintah Kota Tomohon.

2. Perubahan perilaku dan budaya kerja baru, melalui komunikasi yang
profesional, hubungan kerja yang sinergis serta pemanfaatan teknologi

3. informasi (e-government) yang dimotivasi oleh komitmen yang tinggi
kepada keberhasilan pelaksanaan tugas.

4. Penataan dan pengelolaan administrasi keuangan yang harus tetap
ditingkatkan dan dipertahankan dan telah menempatkan Pemerintah
Kota Tomohondalam release BPK mendapatkan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) di tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun
2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun
2021.

5. Adanya pemetaan permasalahan kendala dan tantangan yang dihadapi
serta disain metodologi yang cermat dan rencana kerja yang terinci

untuk melakukan perbaikan dan perubahan.

6. Penghayatan yang kuat terhadap visi, sebagai yang membangkitkan
semangat dan menumbuhkan komitmen yang kuat.
7. Adanya pelatihan teknis dan fungsional, yang berorientasi kepada

adanya kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan secara bersama.

8. Keseimbangan yang harmonis dalam upaya memberikan penghargaan

kepada perbaikan pemberian kesejahteraan bagi pegawai.
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Dari faktor-faktor di atas yang mempengaruhi kondisi Rencana
Strategis Pemerintah Kota Tomohon, maka perlu dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis manajemen SWOT yang uraiannya sebagai
berikut:

a. Analisa Lingkungan Internal

1. Strenghts (S)

1 Visidan Misi Pemerintah Kota Tomohon

9 Cakupan tupoksi yang dapat mengkoordinasikan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

91 Dukungan kesejahteraan PNScukup memadai.

1 Memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung

koordinasi,  sikronisasi, pengendalian dan  pengawasan

pelaksanaan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan.

Memiliki RPJPD RPJMDsebagai acuan sasaran prioritas.

Memiliki dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Memiliki dukungan dana yang memadai.

= =42 4 4

Komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Weaknesses (W)

1 Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum memenuhi
kebutuhan organisasi serta penyebarannya yang belum merata.

1 Belum optimalnya kualitas pelayanan administratif dan publik

1 Belum optimalnya penggunaan sistim data base berbasis teknologi

1 Rendahyasinkronisasiantara perencanaandan kinerja PD
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b. Analisa Lingkungan Eksternal

3. Opportunities  (O)
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

1 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah.

1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman
PenyusunanRoad Map Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga
dan Pemerintah Daerah

1 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon tahun
2021-2026

1 Terbukanya Peluang investasi yang luas di Kota Tomohon seiring
keberhasilan pelaksanaan eventTomolon Internasional Flower
Festival.

1 Terbentuknya kerjasama yang baik antara pemerintah kota

dengan stakeholder (pemangku kepentingan)
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1 Adanya stabilitas keamanan yang dapat menjamin stabilitas
penyelenggaraan manajemen pemerintahan di daerah

b

1 Visin T o mo MaunBerdaya SaingdanS e j aht er a. o0.

4. Threaths (T)

1 Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang
professional

1 Laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

1 Tuntutan reformasi birokrasi dan good governance

1 Kecenderungan egosektoral PD dibawah kementerian pembina
teknis

i Eforia reformasi yang berlebihan serta interpretasi yang sempit

dalam menyikapi otonomi daerah

Hasil analisis SWOT menghasilkan strategi dalam pencapaian

indikator kinerja yang dijabarkan dalam Program sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Pemberdayaan

Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
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Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Pengembangan Perumahan

Program Kawasan Permukiman

Program Perumahan Dan

Kawasan Permukiman Kumuh

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
Program Peningkatan

Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program Penanggulangan Bencana

Program Pemberdayaan Sosial

Program Rehabilitasi Sosial

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program Penanganan Bencana

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Hubungan Industrial

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Program Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)

Program Perlindungan Khusus Anak

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
Masyarakat

Program Pengawasan Keamanan Pangan
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Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan
Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Pengelolaan Persampahan

Program Pendaftaran Penduduk

Program Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program Pengendalian Penduduk

Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program Pemberdayaan Usaha

Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)

Program Pengembangan Umkm

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman
Modal

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
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Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program pembinaan sejarah

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program Pembinaan Perpustakaan

Program Pengelolaan Arsip

Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Program Pengembangan Ekspor

Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
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Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Kepegawaian Daerah

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter

Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Dan Budaya

Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi

Penanganan Konflik Sosial
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E. Isu Strategis
Isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Tomohon di
tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:
1. Kemandirian ekonomi yang maju, berkualitas  dan
berkeadilan.

2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing

3. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
4. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang.

5. Lingkungan hidup berkualitas, peningkatan ketahanan
bencana, optimalisasi pengelolaan persampahan dan
penyediaan air bersih.

6. Peningkatan sistem dan produktivitas hasil pertanian.

7. Peningkatan Kota Tomohon sebagaikota wisata dunia.
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A. RENCANA STRATEJIK

Perencanaan Kinerja merupakan janji rencana kerja Pemerintah Kota
Tomohon. Perjanjian Kinerja itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik, mewujudkan manajemen pemerintahan yang lebih
efektif, transparan dan akuntabel.

Penyusunan Peencanaan Kinerja Pemerintah Kota Tomohon tahun
2023 adalah sasaran dan target kinerja yang mengacu pada Perda tentang
RPJMD melalui Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Tomohon Tahun 2021-2026. Yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang mengacu pada RPJMD tersebut serta hasil pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan tersebut memuat visi dan
misi serta tujuan dan sasaran yang hendak di capai.

Rincian RPJMDRersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
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Pernyataan VISI

«“TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING
DAN SEJAHTERA”

Penjelasan Visi

Pernyataan Visi dia atas memiliki makna filosofi yang akan dijabarkan

berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan

perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentinagan (stakeholders) dalam

setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

TOMOHON
MAJU

TOMOHON
BERDAYA
22 SAING

Mempunyai maksud bahwa
pembangunan di kota Tomohon
harus lebih baik dari pembangunan
VLR FELNCHELCELEL ELICTIET P
periode pembangunan sebelumnya

L ELGE berdaya saing dalam
pembangunan di kota Tomohon
menekankan pada kemampuan
wilayah menciptakan nilai tambah
dan nilai jual secara kompetitif
dalam rangka mewujudkan harapan
masyarakat dengan memperhatikan
standar minimal kesejahteraan yang
berkelanjutan, transparan, sehingga
mampu kompetitif dengan pada
persaingan antar daerah, nasional
dan regional.
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Makna sejahtera visi pembangunan
Kota Tomohon ini yakni menjadikan
masyarakat kota Tomohon memiliki
tata kehidupan dan penghidupan
dengan penuh rasa aman, damai dan
TOMOHON tenteram secara lahir dan batin, serta

3 SEJAHTERA .
mampu memenuhi kebutuhan

pokok/dasar secara jasmani dan sosial
yang sebaik- baiknya bagi diri dan

lingkunganya dengan menjunjung

tinggi hak asasi serta kewajiban

manusia.

Untuk merealisasikan Visi dan memberikan arahan tentang tujuan yang
akan diwujudkan dan untuk memberikan fokus terhadap program yang akan
dilaksanakan serta untuk memberikan gambaran strategis Pemerintah Kota

Tomohon, ditetapkan misi sebagai berikut :

Pernyataan MISI
Guna mewujudkan Visi masa depan masyarakat Kota Tomohon,

maka misi yang harus diemban oleh Pemerintah Kota Tomohon adalah :

/ Menjaga dan melestarikan Tomohon
-sebagai kota Religius.

Peningkatan kesejahteraan
masyarakat di berbagai sektor.
Menjadikan Tomohon sebagai kota
Wisata Dunia.

Memajukan Sistem Pertanian dalam
- rangka mewujudkan kedaulatan

pangan.

Mewujudkan pelayanan pemerintah

yang bersih, efektif dan berintegritas. 26




Pernyataan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Tomohon
sebagaimana yang diuraikan terdahulu, maka visi dan misi tersebut
dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa

penetapan tujuan :

27



Pernyataan Sasaran

Sasaran Pemerintah Kota Tomohon merupakan penjabaran dari masing
masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 periode secara
bulanan, semesteran atau tahunan melalui serangkaian program . Penetapan
program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan
pengalokasian sumber daya organisasi.

SasaranPemerintah Kota Tomohon terdiri dari :

Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan
terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi,
yang diukur dari pencapaian Indeks Kerukunan Umat
Beragama / Indeks Kota Toleran, Tingkat penyelesaian
pelanggaranK3 (ketertiban, keamanan, dan ketentraman)
dan Tingkat Partisipasi Pemilu.

Sasaran
Misi 1

Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon,
meningkatnya kualitas dan daya saing SDM,
meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas,
dan meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan, yang diukur dari pencapaian laju
Srearen pertumbuhan ekonomi,Indeks gini, Angka kemiskinan,
. | IPM. Tingkat Pegangguran Terbuka, Indeks Pembangunan
Misi 2 Gender, Menurunnya Angka Stunting dan Umur Harapan
Hidup, Ketaatan terhadap RTRW, Rasio bangunan ber-
IMB per satuan bangunan, Indeks infrastruktur, Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup,Persentase RTH, Persentase
rumah tinggal bersanitasi dan Akses air layak

Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan
budaya local, yang diukur dari pencapaian
Sasaran Pcpingkalal? PAD dari SCklO'T pariwisata, Ju'mlah
Misi 3 kumungan wisatawan domestic, .!um]ah k}mjungan
wisatawan mancanegara, Lama tinggal wisatawan
(length of stay), dan Indeks Pembangunan
Kebudayaan
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Meningkatnya produksi komoditas pertanian dan
Meningkatnya ketahanan pangan, yang diukur
dari pencapaian Kontribusi scktor pertanian
terhadap PDRB, Nilai Tukar Petani, Produktivitas
padi per hektar, Produktivitas bahan pangan
Misi 4 utama lokal lainnya per hektar (Jagung, Kacang
Tanah, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar) dan
Cadangan Beras Pemerintah Kota dan Pola
Pangan Harapan.

Sasaran

melaksanakan reformasi birokrasi dan wewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik, yang diukur dari
Sasaran pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK
Misi 5 terhadap LaporanKeuangan, Indeks SPBE, Persentase

perangkat daerah dengan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat baik, dan Nilai SAKIP Kota.

B. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik
Tahun 2021 sampai Tahun 2026, Pemerintah Kota Tomohon telah
menetapkan Perencanaan Kinerja Tahun 2023 mencakup sasarapsasaran

strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut :
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1. Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Pemerintah Kota TomohonTahun 20212026, selengkapnya

diurai dalam tabel sebagai berikut :

Misi | :

Menjaga dan melestarikan Kota Tomohon sebagai Kota Religius

Tabel 2.1

Perencanaan Kinerja dari Misi |
TUJUAN ‘ SASARAN

1.1 | Terwujudnya masyarakat religius | 1. | Meningkatnyatoleransi antar
umat beragama dan
terpeliharany a keamanan dan
memiliki karakter kebangsaan ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat serta
terlaksananyakehidupan
berdemokrasi

yang saling menghargai dan

Sumber: RPJMDKota Tomohon tahun 2021-2026

Misi 2:
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Berbagai Sektor
Tabel 2.2
Perencanaan Kinerja dari Misi 2
2.1 | Terwujudnya kesejahteraa n| 1. Meningkatnyaperekonomia n Kota
masyarakat yang Tomohon
berkualitas, adil dan merata | 2. Meningkatnya kualitas dan daya
saing SDM




Meningkatnyaderajat kesehatan
masyarakat Kota
Tomohon

4 Meningkatnyalnfrastruktur dan
PembangunanKota Terpadu,
Berkualitas, Berwawasan
Lingkungan dan Berkelanjutan

Sumber: RPJMDKota Tomohon tahun 2021-2026

Misi 3 :

Menjadikan Tomohon sebagai kotawisata dunia

Tabel 2.3
Perencanaan Kinerja dari Misi 3
TUJUAN ‘ SASARAN ‘
3.1 | Terwujudnya Kota Tomohon 1 | Meningkatnya kunjungan

sebagai tujuan wisatadunia
melaluipengelolaan
pariwisata dan kebudayaan lokal
yang produktif dan
profesional

Sumber: RPJMDKota Tomohon tahun 2021-2026

wisatawan dan pemajuanbudaya
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Misi 4 :
Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan
pangan

Tabel 2.4

Perencanaan Kinerja dari Misi 4
TUJUAN SASARAN

4.1 | Terwujudnya peningkatan | 1 | Meningkatnyaproduksi
komoditas
pertanian

produksi komoditas pertanian

untuk mewujudkan kedaulatan

pangan 2 | Meningkatnyaketahanan pangan

Sumber: RPJMDKota Tomohon tahun 2021-2026

Misi5 :
Mewujudkan Pelayanan Pemerintah Yang Bersih, Efektif, Dan
Berintegritas

Tabel 2.5
Perencanaan Kinerja dari Misi 5
TUJUAN ‘ SASARAN
5.1 Terlaksananya Reformasi 1. Melaksanakarreformasi
Birokrasi yang Efektif dan birokrasi dan mewujudkan
Efisien tata kelola pemerintahan
yang baik

Sumber: RPJMDKota Tomohon tahun 2021-2026



2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen
pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat
sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.
Penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 dilakukan dengan mengacu kepada
RPJMD, RKPD 2022, IKU dan APBD. Pemerintah Kota Tomohon telah
menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tomohon
Tahun 2023

Meningkatnyatoleransi
antar umat beragama
dan terpeliharanya Indeks Kerukunan
AEEIETEWCEN Umat beragama /
1 ketertiban dalam 1 g Skor 6,3
. Indeks Kota
kehidupan
Toleran
bermasyarakat serta
terlaksanya kehidupan
berdemokrasi
. 1 Laju per_tumbuhan Persentase 6.11-6.18
Meningkatnya ekonomi
2 perekonomian Kota 2 | Indeks Gini Poin 0,33
Tomohon —
3 | Angka kemiskinan Persentase 472
Indeks
1| Pembangunan Angak 76,81
manusia
. . Tingkat
3 Menmgkatnya S 2 | Pengangguran Persentase 6,55-7,05
dan daya saing SDM
terbuka
Indeks
3 | Pembangunan Angak 77,25
Gender (IPG)
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Meningkatkan derajat 1 Itlljjrrl:t?nnya angka Persentase 16
kesehatan masyarakat um rr? ra0an
Kota Tomohon 2| . urharapa Tahun 72,1
hidup
Indeks
. 87,5
1 infrastruktur ez
Meningkatkan :
infrastruktur dan 2 :_r;getjnku;rl]'ﬁ%u Indeks 82
pembangunan Kota gkung P
terpadu, berkualitas Persentaserumah
berwawasan Lingkungan | 3 ' tinggal bersanitasi Persentase 98
dan berkelanjutan layak
Aksesair minum
4 layak Persentase 93
Peningkatan PAD
Meningkatnya 1 | dari sektor Juta rupiah 1155
kunjungan wisatawan pariwisata
dan pemajuan budaya Lama tinggal
lokal 2 | wisatawan (length Hari 3
of stay)
Menlngkatnya pro.duk5| 1 Produktivitas kwa/ha 63
komoditas pertanian bahan pangan
1 Cadangan beras Ton 37
: Pemerintah Kota
Meningkatnya
ketahanan pangan Pola Pangan
2 | Harapan Skor 87,6
Ketersediaan
Indeks Reformasi I
L Birokrasi Mt 64-67
5 Opini terhadap WTP WTP
laporan keuangan
MelaksanakanReformasi .
Mewujudkan tata kelola .
. . Skor Kinerja
pemerintah yang baik
penyelenggaraan
4 . Skor 3.8
Pemerintah
Daerah
5| Nilai SAKIPKota nilai 71-74

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah Kota Tomohon tahun 2023
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3. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.7
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon
Tahun 2023







Sumber : LK]jIP Perangkat Daerah Tahun 2023
(*Data tahun 2023)
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Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja

Pemerintah Kota Tomohon kepada masyarakat selama satu tahun. Akuntabilitas
Kinerja juga merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LK]jIP) yang disusun secara periodik.

Pemerintah Kota Tomohon selaku pengemban amanah masyarakat
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Tomohon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian
target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen
RPJMD Tahun 20212026, RKPD Tahun 2023, dan PK Perubahan Tahun 2023.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk
mewujudkan visi dan misi pemerintah. Untuk mempermudah interpretasi atas
pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang
diberlakukan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai
berikut:
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Tabel 3.1
Skala Nilai Perinikat Kiner"a
1 91 > Sangat Tinggi
2 76 < 90 Tinggi
3 66 < 75 Sedang
4 51 < 65 Rendah
5 < 50 Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian
indikator sasaran menggunakan asumsi

a. Jika semakin tinggi realisasi, menunjukan pencapaian kinerja yang semakin
baik, atau sebaliknya realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin
rendah/ jelek adalah:

Presentase Pencapaian Realisasi

Rencana Tingkat = - X100
. Rencana

Capaian

b. Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian sasaran
kinerja semakin rendah/jelek, atau sebaliknya realisasi semakin rendah
pencapaian kinerjasemakin baik menggunakan perumusan:

Presentase Pencapaian

Rencana Tingkat = Rencana | {Realisasi -Rencana). S:ggzi: Rencana, X 100
Capaian

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pencapain sasaran strategis Pemerintah Kota Tomohon.
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon telah tercantum dalam
Keputusan Walikota Tomohon Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023. Dengan demikian kinerja
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utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga
IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan
dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tomohon melakukan reviu terhadap Indikator
Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,
permasalahan dan iswisu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon

tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon
Tahun 2023
Meningkatnya
toleransi
antar umat
beragama
dan
terpeliharany Indeks
a keamanan
dan Kerukunan
1 : 1 | Umat beragama Skor 6,3 5,45 86,51
ketertiban
/ Indeks Kota
dalam Toleran
kehidupan
bermasyaraka
t serta
terlaksanya
kehidupan
berdemokrasi
Laju
. 1 | pertumbuhan Persentase | 6,11-6,18 5,32 87,07
Meningkatnya ekonomi
perekonomia " i
2 n Kota 2 | Indeks Gini Poin 0,33 0,339 97,27
Tomohon Angka
3 " Persentase 4.2 5,60 66,67
kemiskinan
g | Meningkatnya | , | Indeks Angka 76,81 78,10 101,68
Kualitas dan Pembangunan
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daya saing manusia
SDM Tingkat
Pengangguran | Persentase| 6,55-7,05 8,52 79,15
terbuka
Indeks
Pembangunan Angka 77,25 90 116,50
Gender (IPG)
Menl_ngkatkan Turunnya : Persentase 16 12 125
derajat angka stunting
kesehatan
masyarakat Umur harapan
Kota hidup Tahun 72,1 72,84 101,03
Tomohon
Indeks
Meningkatkan infrastruktur Indeks 87,5 77,87 88,99
dan Indeks kualitas
pembanguna Lingkungan Indeks 82 63,12 76,98
n Kota :
Hidup
terpadu,
: Persentase
berkualitas rumah tinaaal
berwawasan Ingg Persentase| 98 96,26 98,22
Lingkungan bersanitasi
dan layak
berkelanjutan | , | Aksesalr Persentase| 93 50,10 53,87
minum layak : ’
Meningkatnya Peningkatan Juta
kunjungan PADQari sektor Rupiah 1.155 322,515 27,92
dan Lama tinggal
pemajuan wisatawan Hari 3 3 100
budaya lokal (length of stay)
Meningkatnya
produksi Produktivitas kwa/ha 63 60 9524
komoditas bahan pangan ’
pertanian
Cadangan
beras Ton 37 11,8 31,89
: Pemerintah
Meningkatnya
Kota
ketahanan
pangan
PolaPangan Skor 87,6 91,45 104,39
Harapan
Ketersediaan
Melaksanakan| , | Indeks Nilai 64-67 64,58 100,91
Reformasi Reformasi ' :
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Birokrasidan Birokrasi
Mewujudkan
tata kelola Opini terhadap
pemerintah 2 | laporan WTP WTP WTP 100
yang baik keuangan
3 | Indeks SPBE Nilai 3 3,00 100

Skor Kinerja
penyelenggaraa

4 . Skor 3.8 2 5406 73,64
n Pemerintah
Daerah

5 | DIEDEANE nilai 71-74 64,71 91,14
Kota

Sumber: Dari berbagai sumber
YMemakaitarget, realisasitahun 2022.

AT a B38|
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Tomohon

Tahun 2023

Rata-rafta % Jumah Indikator
Capaian

1 | Sangat Tinggi i 90% 11
2 | Tinggi 7571 89.99 8
3 | Sedang 6571 74.99 2
4 | Rendah 507 64.99 2
5 | Sangat Rendah 07 49.99 0
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Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Tomohon
Tahun 2023

Meningkatnya
toleransi antar
umat beragama
dan
terpeliharanya
keamanan dan

1 ketertiban 1 86,51
dalam
kehidupan
bermasyarakat
serta
terlaksanya
kehidupan
berdemokrasi
Meningkatnya
2 perekonomian 3 83,67
Kota Tomohon
Meningkatnya
3 Kualitas. dan 3 99,11
daya saing
SDM
Meningkatkan
derajat

4 | kesehatan 2 113,02
masyarakat
Kota Tomohon

an

an

an

an

Meningkatkan
infrastruktur
dan
pembangunan
Kota terpadu,
5 | berkualitas
berwawasan
Lingkungan
dan
berkelanjutan

an

4 79,52

Meningkatnya
kunjungan

6 | wisatawan dan 2 63,96
pemajuan
budaya lokal

an
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Meningkatnya
produksi
komoditas
pertanian

1 95,24 a

Meningkatnya
8 | ketahanan 2 68,14 a
pangan

Melaksanakan
Reformasi
Birokrasi dan
9 | Mewujudkan 5 93,14 a
tata kelola
pemerintah
yang baik

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama
(IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan
sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Untuk
mengukur keberhasilan visi dan misi pembangunan di Kota Tomohonselang periode
lima tahun sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJMD)Kota Tomohon tahun 2021-2026 telah ditetapkan tolok ukur beserta
target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Sesuai
RPJMD Kota Tomohon tahun 20232026, diambil sasaran, indikator, sartuan, dan
target bersesuaian yaitu target untuk tahun 2023 (Lihat Tabel 3.2). Dalam upaya
untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tomohon melakukan
reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam melakukan reviu dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan iswisu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tomohon tahun 2023 menunjukan hasil

sebagai berikut:
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SASARAN “MENINGKATNYA TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA
STRATEGIS 1: DAN TERPELIHARANYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT SERTA
TERLAKSANANYA KEHIDUPAN BERDEMOKRASI”

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran i Me n i n g k tlerangi aantar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan
ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksanya ke

Indeks
Kerukunan

Umat
beragama/
Indeks Kota
Toleran

Skor 6,183 6,2 6,183 99,73 6,3 6,133 97,35 6,3 5,45 86,5 6,6 94,52

Sumber: YIndeks Kota Toleran Tahun 2023, www.setara-institute.org
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1. Indeks Kerukunan Umat Beragama / Indeks Kota Toleran

Indeks Kota Toleran adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah
kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi
sosial. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai
jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan
tata kelola pemerintahan yang inklusif. Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023
merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk
mempromosikan praktik-praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. Indeks Kota
Toleran 2023 merupakan publikasi ke-7 SETARA Institute sejak dipublikasikan
pertama kali pada tahun 2015. Indeks Kerukunan Umat Beragama ini mengukur
tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia. Menurut Lembaga
SETARA Institusi ditetapkan 4 variabel dengan 8 indikator yang menjadi penilaian,
yaitu:

1. RegulasiPemerintah Kota
Indikator 1: Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hokum
pendukung lainnya.
Indikator 2: Adatidaknya kebijakan diskriminatif.
2. RegulasiSosial
Indikator 3: Peristiwa intoleransi.
Indikator 4: Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi.
3. Tindakan Pemerintah
Indikator 5: Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi.
Indikator 6: Tindakan nyata terkait isu toleransi.
4. Demografi Sosio-Keagamaan
Indikator 7: Heterogenitas keagamaan penduduk.
Indikator 8: Inklusi sosial keagamaan.

Terkait dengan indikator Indeks Kerukunan Umat beragama/Indeks Kota
Toleran, setiap tahunnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tomohon melalui Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon. Sesuai Tabel 3.6 Tahun 2023,
berdasarkan Laporan IKT Tahun 2023, Pemerintah Kota Tomohon memperoleh skor

5,45. IKT Kota Tomohon tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun
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2022 dan menjadi urutan ke-17. Berdasarkan Skor IKT tersebut maka capaian Indeks
Kota Toleran Kota Tomohon Tahun 2023 sebesar 86,5% dengan predikat kriteria

penilaian realisasi kin e r finggi M .

Tabel 3.6
Skor Lengkap 18 Kota pada Indeks Kota Toleran 2023

Regulasi Pemerintah Regulasi Sosial Tindakan Pemerintah Demografi Agama
INDI  10% IND2 20% IND3 20% IND4 10% IND5  10% IND6 I5% IND7 5% INDS  10%
30% 30% 5% 15%
1 Singkawang 6,50 [0,650 (7,00 |1,400 (6,50 |1,300 |6,00 |0,600 |6,00 |0,600 |7,00 (1,050 (6,00 |0,300 (6,00 |0,600 | 6,500
2 Bekasi 6,00 (0,600 (6,55 |1,310 (7,00 |1,400 |6,00 |0,600 |6,00 |0,600 |7,00 (1,050 (6,00 |0,300 (6,00 |0,600 | 6,460
3 Salatiga 6,50 (0,650 (7,00 |1,400 (6,50 |1,300 |6,00 |0,600 |6,00 |0,600 |7,00 (1,050 (5,00 [0,250 (6,00 |0,600 | 6,450
4 Manado 6,00 0,600 7,00 |1,400 (7,00 |[1,400 {6,00 (0,600 (6,00 |0,600 |6,00 (0,900 |6,00 |0,300 [6,00 |0,600| 6,400
5 Semarang 6,00 [0,600(6,90 |1,380 6,50 |1,300 |6,00 |0,600 |6,00 |0,600 |6,00 (0,900 (5,00 [0,250 (6,00 |0,600 | 6,230
6 Magelang 6,00 (0,600 (6,85 |1,370 (7,00 |1,400 |5,00 |0,500 |6,00 |0,600 |6,00 (0,900 (5,00 |0,250 (6,00 |0,600 | 6,220
7 Kediri 583 0,583 (6,70 |1,340 |7,00 |[1,400 |5,00 (0,500 |6,00 |0,600 |6,00 |0,900 |5,00 |0,250 5,00 |0,500 | 6,073
8 Sukabumi 517 |0,517 (6,65 |1,330 |6,50 |[1,300 |5,00 (0,500 |6,00 |0,600 |6,00 |0,900 |5,00 |0,250 6,00 |0,600| 5,997
9 Kupang 533 0,533 (6,85 [1,370 |7,00 |[1,400 |6,00 (0,600 |5,00 [0,500 |[5,00 |0,750 |6,00 |0,300 |5,00 |0,500 | 5,953
10 |Surakarta 5,50 0,550 (7,00 |1,400 |6,00 |[1,200 |5,00 (0,500 |5,00 |0,500 [5,00 |0,750 |6,00 |0,300 6,00 |0,600 | 5,800
11 | Pematang Siantar 4,50 |0,450 (7,00 |1,400 (6,50 |1,300 |4,00 |0,400 |5,00 |0,500 |6,00 (0,900 (6,00 |0,300 (5,00 |0,500 | 5,750
12 | Bogor 4,50 |0,450 (5,40 |1,080 |6,50 |1,300 |6,00 |0,600 |6,00 |0,600 |7,00 (1,050 (5,00 |0,250 (4,00 |0,400 | 5,730
13 | Banjarmasin 483 |0483 (565 |1,130 (6,50 |1,300 |6,00 |0,600 |6,00 |0,600 |6,00 (0,900 (4,00 [0,200 (4,00 |0,400| 5,613
14 | Ambon 4,50 (0,450 (7,00 |1,400 (7,00 |1,400 |5,00 |0,500 |5,00 |0,500 |4,00 (0,600 (5,00 |0,250 (5,00 |0,500 | 5,600
15 |Bandung 517 |0,517 (6,65 [1,330 |6,00 |[1,200 |5,00 (0,500 |5,00 |0,500 |[5,00 |0,750 |5,00 |0,250 |5,00 |0,500 | 5,547
16 |Surabaya 483 (0483|555 |1,110 (5,50 |1,100 |6,00 |0,600 |5,00 |0,500 |6,00 (0,900 (5,00 [0,250 (6,00 |0,600 | 5,543
17 | Tomohon 5,00 |0,500 (7,00 |1,400 |7,00 |[1,400 |3,00 (0,300 [4,00 |0,400 |[5,00 |0,750 |4,00 |0,200 |5,00 |0,500 | 5,450
18 | Pontianak 4,00 0,400 7,00 |1,400 (7,00 |1,400 |5,00 (0,500 (5,00 |0,500 |4,00 (0,600 |5,00 |0,250 (4,00 |0,400 | 5,450

Sumber: Indeks Kota Toleran Tahun 2023, www.setara-institute.org

U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator
1) Terselenggaranya kegiatan dan pembentukan kerjasama dengan mitra
kerja / Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
2) Pemerintah Kota Tomohon telah menyalurkan bantuan operasional.
3) Pemerintah Kota Tomohon telah menyalurkan bantuan rumah ibadah.
4) Pemerintah Kota Tomohon telah menyediakan dukungan layanan

keagamaan.

U Hambatan/Permasalahan  yang dihadapi
Dalam pelaksanaanindikator Indeks Kerukunan Umat beragama/ Indeks Kota
Toleran masih terdapat Politik sektarian yang sengaja menggunakan simbok

simbol keagamaan untuk menjustifikasi atas kebenaran manuver politik
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tertentu sehingga menggiring masyarakat ke arah konservatisme radikal

secara pemikiran.

U Strategi/solusi pemecahan masalah
1) Meningkatkan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang melibatkan tokoh-tokoh
agama dalam rangka meningkatkan sinergitas kerukunan umat beragama.
2) Meningkatkan pemahaman masyarakat untuk dapat menerima perbedaan
di Kota Tomohon.
3) Menumbuhkan sifat saling percaya dan saling memahami antar masyarakat
4) Memberikan pemahaman bahwa realitas keberagaman dalam kehidupan

masyarakat merupakan keniscayaan sosial.

U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam melaksanakan tugastugas dan fungsi yang berkaitan Indeks
Kerukunan Umat Beragama dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang
berkompetensi. Sumber daya manusia dalam hal ini berasal dari unsur
Pemerintah Kota Tomohon sebagai pelaksana program dan kegatan dan
Badan Kesatuan Bangsa dan Polittk Daerah Kota Tomohon sebagai

penyelenggara seluruh program dan kegiatan.

U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

dengan kegiatan Sosialisasi Tokoh i Tokoh Agama se Kota Tomohon.
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SASARAN

STRATEGIS 2:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran i Me ni n g k petekogoaian
Tahun 2023

“MENINGKATNYA PEREKONOMIAN
KOTA TOMOHON”

Kota Tomohono

Laju
1 | pertumbuhan % -0,41 4,8-5 1,95 40,63 2HEL 5,17 92,16 Ball 5,329 87,07 Tisl 68,91
: 6,61 6,18 8,11
ekonomi
2 | Indeks Gini Poin 0,360 0,35 0,354 |98,86| 0,34 0,374 90,00 | 0,33 0,339? | 97,27 | 0,295 85,08
Angka 5 46-
3 | kemiskinan % 5,6 5,4 5,69 94,63 | 7 on 5,26 103,66 | 4,2 5,60 66,67 3,36 33,33

Sumber: PKota Tomohon dalam Angka 2024, BPSKota Tomohon

2BPSProvinsi SulawesiUtara 2024
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1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
. _______________________________________________________________________________________________|]

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah
tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan
pertumbuhan yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula,
yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli
masyarakat sehingga pertumbuhan yang tinggi tersebut diharapkan
dapat meningkatkan kemakmuran penduduk.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon terus bertambah dari
tahun 2021 sampai tahun 2023, walaupun kenaikan dari tahun 2022
sampai tahun 2023 tidak melonjak drastis, tetapi secara umum kegiatan
ekonomi di Kota Tomohon terus bertumbuh dibandingkan kegiatan
ekonomi pada tahun 2021 (masa pandemi covid-19). Bangkitnya
kegiatan ekonomi di Kota Tomohon diharapkan akan terjadi pada
beberapa tahun ke depan dengan catatan tidak adanya kejadian global
yang menekan kegiatan ekonomi Indonesia yang berdampak juga di
Kota Tomohon. Jika dibandingkan dengan target dan realisasi, maka
capaian untuk indikator kinerja pertumbuhan ekonomi sebesar 87,07%
dan dikategorikanft i nggi O.

Secara khusus, laju pertumbuhan ekonomi merujuk kepada Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mana merupakan jumlah nilai
tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah.
PDRB dapat disajikan dalam dua versi penilaian yaitu atas dasar harga
konstan dan atas dasar hagar berlaku. Untuk harga berlaku, seluruh
agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun Dberjalan,
sedangkan untuk harga konstan penilaiannya didasarkan pada harga satu

tahun dasar tertentu, dalam hal ini pada tahun 2010.
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Tabel 3.8
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kota Tomohon (miliar rupiah), 2019 - 2023

m (2 6) @ e (6)

A Pertanian, Kehutanan, dan 601,4 614,5 636,0 700,4 763,8
Perikanan/Agriculture, Forestry,
and fishing

B Pertambangan dan 366,4 3913 420,1 4953 4991
Penggalian/Mining and
Quarrying

C Industri Pengolahan/ 2584 267,1 297,0 315 3558
Manufacturing

D Pengadaan Listrik dan Gas/ 9,0 99 103 13 120
Flectricity and Gas

E  Pengadaan Air; Pengelolaan 179 183 18,7 19,6 19,6
Sampah, Limbah, dan Daur
Ulang/Water Supply; Sewerage,
Waste Management, and
Remediation Activities
Konstruksi/Construction 9704 949,0 986,1 1.0333 1.109,3

G Perdagangan Besar dan Eceran; 4544 476,5 498,6 559,3 627,2
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor/Wholesale and Retail
Trade; Repair of Motor Vehicles
and Motorcycles

H Transportasi dan Pergudangan/ 2528 2332 2403 2754 3220
Transportation and Storage

| Penyediaan Akomodasi dan 94,7 80,6 84,5 95,5 108,6
Makan Minum/Accommodation
and Food Service Activities

J Informasi dan Komunikasi/ 1551 167,6 1741 193,7 210,2
Information and
Communication

U] @ @ w e 0]

K Jasa Keuangan dan Asuransi/ 85,5 91,2 99,6 100,4 99,0
Financial and Insurance
Activities

L Real Estat/Real Estate Activities 176,5 1773 1770 188,6 199,7
MN  Jasa Perusahaan/Business 24 24 25 26 29
Activities
0 Administrasi Pemerintahan, 2992 3144 3147 328,0 3450
Pertahanan, dan Jaminan
Sosial Wajib/Public
Administration and Defence;
Compulsory Social Security
P Jasa Pendidikan/Education 1198 1244 130,7 1481 166,3
Q  JasaKesehatan dan Kegiatan 3208 3558 3932 4336 472,6
Sosial/Human Health and Social
Work Activities
RS,TU  Jasa Lainnya/Other Services 1054 97,8 1033 17,6 1345
Activities
Produk Domestik Regional 4.290,1 437,2 4.586,6 5.0343 5.447,7
Bruto/Gross Regional
Domestic Product

Sumber: Tomohon dalam Angka 2024, BPSKota Tomohon
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Tabel 3.9
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
di Kota Tomohon (miliar rupiah), 2019 - 2023

m 2 3) (U] Lot (6)

A Pertanian, Kehutanan, dan 4199 4193 4208 4528 4815
Perikanan/Agriculture, Forestry,
and Fishing

B Pertambangan dan 303,0 316,0 3003 314,6 3268
Penggalian/Mining and
Quarrying

C Industri Pengolahan/ 1954 194,8 2044 216,6 2284
Manufacturing

D Pengadaan Listrik dan Gas/ 89 9.5 99 108 13
Flectricity and Gas

E Pengadaan Air; Pengelolaan 15,0 154 157 16,0 16,0
Sampah, Limbah, dan Daur
Ulang/Water Supply; Sewerage,
Waste Management, and
Remediation Activities

F Konstruksi/Construction 44 71,6 7268 7383 768,1

G Perdagangan Besar dan Eceran; 3420 3385 3485 3758 406,3
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor/Wholesale and Retail
Trade; Repair of Motor Vehicles
and Motorcycles

H  Transportasi dan Pergudangan/ 147,6 1324 134,6 1429 153,2
Transportation and Storage

| Penyediaan Akomodasi dan 65,4 56,7 59,2 65,5 729
Makan Minum/Accommodation
and Food Service Activities

J Informasi dan Komunikasi/ 128,0 136,9 1415 153,7 162,3
Information and
Communication

m @ 6 w . ©
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ 63,9 68,5 714 67,5 65,8
Financial and Insurance
Activities
L Real Estat/Real Estate Activities 1384 136,8 133,6 1382 41,7

MN  Jasa Perusahaan/Business 15 14 14 15 16
Activities
0 Administrasi Pemerintahan, 1786 1834 183,1 186,9 1924
Pertahanan, dan Jaminan
Sosial Wajib/Public
Administration and Defence;
Compulsory Social Security
P Jasa Pendidikan/Education 81,1 823 85,6 93,0 100,3
Q  JasaKesehatan dan Kegiatan 2559 2769 302,6 335 3393
Sosial/Human Health and Social
Work Activities
RS,TU  Jasa Lainnya/Other Services 775 70,0 723 80,5 90,0
Activities
Produk Domestik Regional 31635 315055 32119 33780 35577
Bruto/Gross Regional
Domestic Product

Sumber: Tomohon dalam Angka 2024, BPSKota Tomohon

53



Sesuai Tabel 3.8 dan Tabel 3.9, dapat dilihat bahwa sektor
konstruksi merupakan sektor dengan kontribusi terbesar pada PDRB,
untuk harga berlaku sektor ini menyumbang 20,36% dari total PDRB.
Sedangkan jika melihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga
konstan, dua sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu sektor jasa
lainnya (11,88%) dan penyediaan jasa akomodasi makan dan minum
(11,25%). Gambaran makro kegiatan ekonomi Kota Tomohon
memperlihatkan wajah kota yang tidak lagi bertumpuh pada sektor
pertanian. Konstruksi, jasa dan akomodasi makan minum nampaknya

berperan penting dalam peningkatan perekonomian kota.

U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Tersedianya sumber daya manusia yang berkompetensi memadai untuk
melaksanakan proses pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber
daya alam;

2) Tersedianya teknologi yang memadai untuk percepatan pembangunan
ekonomi kerja agar lebih efisien, berkualitas dan berkuantitas yang
berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian;

3) Adanya kerja keras, kerja cerdas, jujur dan sebagainya yang mendorong
proses pembangunan ekonomidi Kota Tomohon;

4) Faktor produksi, investasi, perdagangan luar negeri;

5) Adanya kebijakan moneter dan inflasi serta keuangan negara;

6) Tersedianya anggaran yang memadai dalam kelancaran pembangunan
ekonomi di Kota Tomohon;

7) Meningkatnya teknologi tepat guna;

8) Terkendalinya pertumbuhan penduduk;

9) Berakhirnyapandemicovid-19.

U Hambatan/Permasalahan  yang dihadapi

1) Meningkatnya angka kemiskinan dari tahun sebelumnya;

2) Masihterbatasnya jumlah produksi barang dan jasa,;
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3) Melonjaknya harga beberapa komoditas barang dan jasa,

terutama beberapa jenis bahan pokok.

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Tomohon yang
akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial;

2) Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai
sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah;

3) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan
vokasi dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan
Menengah (IKM) di Kota Tomohon;

4) Meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian;

5) Pengembangan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi,
akses, dan amenitas (3A) sebagai quick wins melalui pengembangan
destinasi unggulan pariwisata tematik yakni wisata agrowisata, wisata
sejarah, religi, dan tradisi-seni budaya;

6) Menurunkan angka kemiskinan;

7) Mengadakan operasi pasar terutama harga bahan pokok untuk
menstabilkan harga;

8) Meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa dengan berbagai
intervensi pemerintah menyangkut kebijakan dan implementasinya;

9) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan peningkatan laju pertumbuhan

ekonomi Kota Tomohon.

U Analisis atas Efisiensi Sumberdaya
Dalam melaksanakan tugastugas dan fungsi yang berkaitan dengan
laju pertumbuhan ekonomi dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang
berkompetensi. Sumber daya manusia dalam hal ini berasal dari unsur
Pemerintah Kota Tomohon sebagai pelaksana program dan keiatan dan
Badan Pusat Statistik Kota Tomohon sebagai pengolah dan publikasi data-data

pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon.
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U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator

1) Program Perekonomian dan Pembangunan
PelaksanaanKebijakan Perekonomian;
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;
PengelolaanPengadaanBarang dan Jasa;
Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah;

PelaksanaanAdministrasi Pembangunan;

-~ ® o 0 T p

Kegiatan Bimtek Monitoring dan EvaluasiKegiatan Pembangunan;
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
di Bidang PERKIM, PUPR, Pertanahan dan Perhubungan;

Q@

h. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaandi Bidang
PERKIM, PUPR, Pertanahan dan Perhubungan;

i. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi dalam rangka Pengendalian
Pembangunan;

j.  Kegiatan koordinasi pelaksanaan Sulut Expo;

k. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan BUMD dan BLUD;

.  Pengendaliandan Distribusi Perekonomian;

m. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, dan

Perikanan.

2. Indeks Gini

Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi
pendapatan adalah Indeks Gini. Ini merupakan ukuran yang memenuhi
empat kriteria, yaitu prinsip anonimitas (tidak memandang siapa yang
dihitung apakah kaya atau miskin), prinsip indenpendensi skala (tidak
bergantung pada perekonimian suatu daerah yang diukur), prinsip
independensi populasi (tidak bergantung jumlah penduduk) dan prinsip
transfer (mengasumsikan semua pendapatan lainnya konstan). Indeks
Gini sama dengan 0 menunjukkan kesenjangan sebaran pendapatan yang

rendah (pemerataan sempurna) sedangkan nilai 1 menunjukkan tingkat
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kesenjangan sebaran yang tinggi (kesenjangan sempurna). Tafsiran dari
nilai Indeks Gini sebagai berikut:
a. terletak antara 0,50 7 0,70 menandakan pemerataan sangat
timpang;
b. terletak antar 0,36 T 0,49 menunjukkan kesenjangan sedang; dan
c. terletak antara 0,20 1 0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi
(merata).

Sesuai capaan tahun 2023, Indeks Gini Kota Tomohon sebesar
0,339. Angka ini hampir sama dengan target sebesar 0,33 dan turun jika
dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022. Tafsirannya sampai
pada tahun 2023, di Kota Tomohon pendapatan masyarakat relatif
tersebar merata. Jika dibandingkan dengan target dan realisasi, maka
capaian untuk indikator kinerja Indeks Gini sebesar 97,27% dan

dikategorikan i s a n gtaitn gg i 0O .

U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Upah minimum di Kota Tomohon yang ditetapkan pada tingkat wajar
membantu meningkatkan pendapatan pekerja dan mengurangi kesenjangan
pendapatan antara pekerja dengan upah tinggi dan rendah;

2) IPM Kota Tomohon yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya mengartikan
fokus pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota menempatkan
pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif sehingga memiliki potensi
untuk mengurangi ketimpangan pendapatan; dan

3) Pengeluaan Pemerintah Kota Tomohon yang merata pada sektor i sektor
yang dibutuhkan seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan dapat
meningkatkan akses terhadap layanan tersebut yang berdampak pada

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata.

U Hambatan/Permasalahan yang dihadapi
1) Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tahun 2023 tidak serta merta
mengurangi ketimpangan karena masih adanya ketimpangan nyata dalam
hal pembangunan ekonomi, tertutama fokus pada sektor industri yang masih

kurang di Kota Tomohon;
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2) Masih kurangnya investasi mempengaruhi ketimpangan
pendapatan. Harapannya dengan adanya peningkatan investasi di

sektor ekonomi tertentu dapat menciptakan lapangan kerja baru.

U Strategi/solusi pemecahan masalah
1) Pemerintah Kota Tomohon mengulirkan Program Keluarga Harapan (PKH),
beras sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan subsidi listrik serta gas yang
sangat mempengaruhi akan sangat mempengaruhi penurunan gini ratio;

2) Peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar, pendidikan dasar dan
Kesehatan;

3) Penekanan kemiskinan melalui pemerataan kesempatan, penciptaan
lapangan pekerjaan yang layak dan bantuan untuk masyarakat miskin;

4) Penetapan kebijakan upah minimum proporsional dengan memperhatikan
Kebutuhan Hidup Layak (KLH), pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan
produktivitas tenaga kerja dengan ketrampilan yang dibutuhkan oleh pasar
kerja,;

5) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk
mempersiapkan angkatan kerja dengan ketrampilan yang dibutuhkan pasar
kerja;

6) Pertumbuhan ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja baru yang dapat
meningkatkan pendapatan Masyarakat; dan

7) Perluasankses ke fasilitas dan layanan kesehatan dan pendidikan.

U Analisis atas Efisiensi Sumberdaya
Dalam melaksanakan tugastugas dan fungsi yang berkaitan dengan
laju pertumbuhan ekonomi dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang
berkompetensi. Sumber daya manusia dalam hal ini berasal dari unsur
Pemerintah Kota Tomohon sebagai pelaksana program dan keiatan dan
Badan Pusat Statistik Kota Tomohon sebagai pengolah dan publikasi data-data

pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon.
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U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan
Kesehatan Masayarakat

Penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat, usia produktif, usia lanjut, ibu
hamil, ibu bersalin, penderita penyakit kronis, gangguan jiwa, dan lainnya.
2) Program Pengelolaan Pendidikan
Pembangunan, rehabilitasi sarana parasarana pendidikan dan peningkatan akses
pendidikan ke semua lapisan masyarakat.
3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pendataan fakir miskin, penjangkauan anak terlantar, dan fasilitas bantuan sosial
kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomo masyarakat.
4) Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan Lembaga pelatihan
kerja swasta, konsultsai produktivitas pada perusahaan kecil, dan pengukuran
produktivitas tingkat daerah.
5) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Pembuatan peta potensi investasi Kota, dan penetapan pemberian fasilitas/ insentif

di bidang penanaman modal.

3. Angka Kemiskinan
. _______________________________________________________________________________________________|]

Sebagaimanaamanat Sustainable Development Goals (SDGs)yang
salah satunya untuk kelangsungan pembangunan manusia dan
pemberantasan kemiskinan, dan juga arahan RPJMN, masalah
kemiskinan dan pengangguran menjadi urusan prioritas. Penduduk
miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita
per bulan di bawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenubhi
kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipanndang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar
makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Angka kemiskinan di Kota Tomohon pada tahun 2023 naik

dibandingkan dengan tahun 2022 yang sama dengan angka kemiskinan

59



pada tahun 2020. Jadi, walaupun pendapatan masyarakat relatif tersebar
merata (Lihat nilai Indeks Gini), tetapi terjadi penambahan jumlah
penduduk miskin. Kenaikan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah
untuk menurunkan kembali angka kemiskinan pada tahun mendatang.
Sesuai Tabel 3.10, memang terjadi peningkatan garis kemiskinan dari
tahun 2022 sampai tahun 2023 sebesar 46.827 jika dibandingkan dengan
peningkatannya dari tahun 2021 sampai tahun 2022 sebesar 20.744.
Beberapa masyarakat atau kelompok masyarakat dengan pekerjan
tertentu dari sebelumnya tidak miskin mungki n akan tergolong miskin.
Jika dibandingkan dengan target dan realisasi, maka capaian untuk
indikator kinerja Tingkat Kemiskinan sebesar 66,67% dan dikategorikan

hsedango.

Tabel 3.10
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentasi Penduduk Miskin di Kota
Tomohon, Tahun 2016 T 2023
W | s e
s (mpi::/?é%f/"n:mm) N"m"::n:fu':::;)mm fercntage of foor Feopie
m @ (3) ) @)
2016 336.266 6,63 6,56
2017 354.635 6,69 6,47
2018 363.856 6,25 5,95
2019 394.584 5,99 5,62
2020 422.746 6,06 5,60
2021 440.680 6,18 5,69
200 461424 579 5,26

2023 508.251 6,24 560

Sumber: Tomohon dalam Angka Tahun 2024, BPSKota Tomohon

Pembandingan dengan 15 (lima belas) Kabupaten Kota di Provinsi
Sulawesi Utara (Lihat Tabel 3.10), pada tahun 2023 Persentasi penduduk
miskin di Kota Tomohon berada di angka kedua terendah setelah

Kota Kotamobagu.
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Tabel 3.11

Persentasi Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu
Jiwa), Tahun 2021 T 2023
2021

Kab. Bolaang Mengondow 7.58 7.04 7.37
Kab. Minahasa 7.67 7.05 6.87
Kab. Kepulauan Sangihe Talaud 11.02 10.50 11.01
Kab. Kepulauan Talaud 9.00 8.25 8.46
Kab. Minahasa Selatan 9.37 9.00 8.89
Kab. Minahasa Utara 7.11 6.60 6.65
Kab. Bolaang Mongondow Utara 8.03 7.31 7.90
Kab. Kep. Siau Tagulandang

Biaro 8.94 8.20 8.76
Kab. MinahasaTenggara 12.47 11.78 11.84
Kab. Bolaang Mongondow

Selatan 12.85 11.92 12.04
Kab. Bolaang Mongondow

Timur 6.10 5.85 5.80
Kota Manado 6.19 5.85 5.79
Kota Bitung 6.43 6.20 6.56
Kota Tomohon 5.69 5.26 5.60
Kota Kotamobago 5.74 5.19 5.03
SulawesiUtara 17.77 7.28 7.38

Sumber: BPSProvinsi SulawesiUtara, 2024
U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Perubahanrata-rata upah buruh per hari;
2) Pemerintah Kota Tomohon semakin gencar memberikan stimulan berupa
bantuan sosial bagi penduduk miskin;
3) Adanya perubahan harga eceran tertinggi (HET) beberapa komoditas
pokok, seperti penurunan harga beras, telur, ayam dan sebagainya; dan
4) Meningkatnya kuota penerima pelaksana program bantuan pangan non-
tunai (BPNT);
U Hambatan/Permasalahan  yang dihadapi
1) Hingga akhir tahun 2022 masih ada KPM yang belum mendapatkan

bantuan sosial BNPT;
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2) Meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan
kesempatan kerja; dan

3) Berkurangnya lapangan pekerjaan yang merupakan dampak dari adanya
pandemic COVID 19.

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Diberikan bantuan pangan dan bantuan pangan non tunai (BPNT), program
keluarga harapan (PKH), serta bantuan iuran jaminan kesehatan Kartu
Indonesia Sehat (KIS);

2) Peningkatan anggaran perlindungan dan jaminan sosial,

3) Peningkatanrehabilitasi sosial;

4) Mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan;

5) Melakukan pemberdayaan sosial dalam rangka peningkatan produktivitas
kelompok miskin dan rentan; dan

6) Pemerintah Kota Tomohon harus memberikan perhatian khusus kepada
masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan kualitas hidup
masyarakat melalui pendidikan dan program lainnya, menjaga upah
minimum untuk memenuhi kebutuhan taraf hidup masyarakat, menjaga
perkembangan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan, dan
melakukan banyak pelatihan tenaga kerja untuk mengembangkan

keterampilan.

U Analisis atas Efisiensi Sumberdaya
Dalam melaksanakan tugastugas dan fungsi yang berkaitan dengan
laju angka kemiskinan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang
berkompetensi. Sumber daya manusia dalam hal ini berasal dari unsur
Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon sebagai
pelaksana program dan kegiatan serta Badan Pusat Statistik Kota Tomohon
sebagai pengolah dan publikasi datadata pertumbuhan ekonomi Kota

Tomohon.
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U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Pemberdayaan Sosial
Pengembangan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial daerah
Kewenangan Kabupaten/Kota
2) Program Rehabilitasi Sosial
a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar
Panti Sosial
b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial
3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
a. PemeliharaanAnak-anak Terlantar

b. PengelolaanData Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupatern/Kota
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SASARAN

STRATEGIS 3:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran i Me ni n g k Kualitay alan

Tahun 2023

“MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA
SAING SDM”

daya saing SDM©o

Indeks

Pembangunan
manusia

Angka

7

76,86

99,82

76,72

77,44

100,94

76,81

78,10Y

101,68

77,14

101,24

Tingkat
Pengangguran
terbuka

75

8,84

82,13

7,02-
7,73

8,11

95,08

6,55-
7,05

8,529

79,15

5,05-5,55

46,49

3

Indeks

Pembangunan
Gender (IPG)

Angka

76,69

7

98,95

128,51

99,00

128,40

77,25

90

116.50

77,8

115,68

Sumber: YTomohon dalam Angka 2024, BPSKota Tomohon

JLKJIPTahun 2023, Dinas PemberdayaanPerempuandan Perlindungan Anak
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1. Indeks Pembangunan Manusia
. _______________________________________________________________________________________________|]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian
pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas
hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan
tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: umur panjang dan
hidup sehat (a long and healthy life); pengetahuan (knowledge); dan
standar hidup layak (decent standard of living). Selama hampir dua
dasawarsa, IPM terus digunakan dalam berbagai perencanaan
pembangunan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan
teknologi serta tantangan pembangunan, United Nation Develpoment
Programms (UNDP) mengembangkan gagasanbaru dalam penghitungan
pembangunan. Pada tahun 2010, UNDP secara resmi memperkenalkan
penghitungan IPM dengan metode yang baru. Metode ini menggunakan
indikator baru dalam penghitungan IPM. Indikator Angka Melek Huruf dan
gabungan Angka Partisipasi Kasar diganti dengan Indikator Harapan Lama
Sekolah dan RataRata Lama Sekolah. Indikator Produk Domestik Bruto
(PDB) per kapita juga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per
kapita. Indonesia mulai mengaplikasikan penghitungan IPM dengan
metode baru tahun 2014. Sejak saat itu, Indonesia telah meninggalkan
penghitungan IPM dengan metode lama. Indikator yang digunakan di
Indonesia sama dengan UNDP, kecuali PNB per kapita karena PNB per
kapita tidak tersedia pada tingkat kabupaten/kota. Indikator ini diproksi

dengan pengeluaran per kapita.

a. Angka harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Tomohon terus mengalami
peningkatan sepanjang tahun (Lihat Tabel 3.13), tercatat dari tahun
2021 sampai tahun 2023 terus bertambah hingga pada tahun 2023
menjadi sebesar 72,84 tahun. Dari 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara,
dari tahun 2021 sampai tahun 2023, Kota Tomohon memiliki angka

harapan hidup tertin ggi.
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Tabel 3.13
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Tahun 2021 i 2023

2021 2022 2023
Bolaang Mongondow 69.45 69.78 70.07
Minahasa 71.16 71.49 71.82
Kepulauan Sangihe 70.18 70.51 70.78
Kepulauan Talaud 70.24 70.57 70.91
Minahasa Selatan 70.01 70.35 70.71
MinahasaUtara 71.40 71.68 71.99
BolaangMongondow
Utara 67.73 68.05 68.33
Kepulauan Sitaro 70.87 71.27 71.59
MinahasaTenggara 70.21 70.52 70.86
BolaangMongondow
Selatan 64.49 64.74 64.95
BolaangMongondow
Timur 67.94 68.24 68.51
Kota Manado 71.90 72.18 72.50
Kota Bitung 71.10 71.38 71.68
Kota Tomohon 72.06 72.44 72.84
Kota Kotamobagu 70.60 70.98 71.34
SulawesiUtara 71.76 72.08 72.40

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2024

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di
masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap
bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk
yan bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saatini. HLS
dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat
digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di
berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan
(dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka
HLS Kota Tomohon sepanjang tahun 2021 sampai talun 2023 terus

mengalami peningkatan walaupun tidak besar (Lihat Tabel 3.14). Pada
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tahun 2023, HLS di Kota Tomohon meningkat menjadi 14,24 tahun dan
tertinggi dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulwesi Utara Hal ini juga
menunjukkan bahwa masyarakat Kota Tomohon masih memiliki kemauan

bersekolah yang tinggi.

Tabel 3.14
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Tahun 2021 - 2023

2021 2022 2023

Bolaangviongondow 11.53 11.61 11.63
Minahasa 14.15 14.17 14.18
KepulauarSangihe 12.47 12.59 12.60
Kepulauanralaud 12.59 12.65 12.66
MinahasaSelatan 12.83 12.98 12.99
MinahasaJtara 12.92 13.06 13.07
BolaangMongondow

Utacn gviong 1217 |12.34 |12.38
KepulauarSitaro 11.86 12.02 12.03
Minahasalenggara 12.43 12.44 12.45
gg:gfar;]gv'ongondow 1230 |1231 |1233
.Er;i(:r']i"‘rmgv'ongondow 1186 |11.88 |11.90
KotaManado 14.16 14.17 14.19
KotaBitung 12.62 12.65 12.66
KotaTomohon 14.21 14.23 14.24
KotaKotamobagu 12.88 12.89 12.90
SulawesUtara 12.94 12.95 12.96

Sumber: BPSProvinsi SulawesiUtara, 2024

c. Pengeluaran Perkapita
Rata 7T rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang
dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama
sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran
untuk kosumsi makanaan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan
konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik
konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke

dalam pengeluaran rata- rata sebulan. Sampai tahun 2023, pengeluaran
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per kapita di Kota Tomohon sebesar 12.488 (Ribu Rupiah) (Lihat Tabel
3.15). pengeluaran perkapita di Kota Tomohon tergolong besar jika

dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Utara. Secara
rinci, persentasi penduduk di Kota Tomohon dengan pengeluaran per
kapita sebulan lebih dari Rp. 1.500.000 sebesar 37% (Lihat Grafik 3.1).

Suatu anomali dengan garis kemiskinan Kota Tomohon pada tahun 2023
sebesar Rp. 508.251 (Lihat kembali Tabel 3.10). Sedangkan menurut
kelompok komoditas (Lihat Tabel 3.15), rata rata pengeluaran per kapita

sebulan di Kota Tomohon pada tahun 2023, untuk kelompok makanan

didominasi oleh pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi, padi T

padian dan ikan. Sedangkan untuk kelompok bukan makanan didominasi
oleh perumahan dan fasilitas rumah tangga dan aneka barang/jasa.

Tabel 3.15

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) Kabupaten/Kota
Tahun 2021 - 2023

2021 2022 2023
Bolaangviongondow 10220 10614 | 10915
Minahasa 12481 12690 13027
KepulauarSangihe 11524 | 11631 11946
Kepulauanralaud 8558 8869 9146
MinahasaSelatan 11554 11717 12090
Minahasaltara 11481 11593 11958
Bolaangviongondow
Utara 9143 9285 9652
KepulauarSitaro 8145 8401 8742
MinahasaTenggara 10479 | 10753 | 11034
BolaangMongondow
Selatan 8939 9238 9593
BolaangMongondow
Timur 9115 9390 9741
KotaManado 13991 | 14399 | 14822
KotaBitung 12271 | 12665 | 12954
KotaTomohon 11851 | 12268 | 12488
KotaKotamobagu 10848 11151 11452
SulawesUtara 10882 | 11179 | 11497

Sumber: BPSProvinsi SulawesiUtara, 2024
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Gambar 3.1
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan
di Kota Tmohon (%), Tahun 2023

0% 0% ’ 0% 4%

= < 150.000

= 150.000-199.999

« 200.000-299.999
300.000-499.999

= 500.000-749.999

= 750.000-999.999

= 1.000.000-1.499.999

= > 1.500.000

Sumber: Tomohon dalam Angka 2024, BPSKota Tomohon

Tabel 3.16
Rata i Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok

Komoditas (Rupiah) di Kota Tomohon, Tahun 2022 - 2023

@ @)

Makanan/Food
Padi-padian/Cereals 88.339 106.090
Umbi-umbian/Tubers 10.839 9.01m
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells 92.430 99.065
Daging/Meat 39.769 40.248
Telur dan susu/Eggs and milk 46.817 44,686
Sayur-sayuran/Vegetables 68.847 65.118
Kacang-kacangan/Legumes 10.700 11.074
Buah-buahan/fruits 34712 29.280
Minyak dan kelapa/0il and coconut 25.293 21723
Bahan minuman/Beverage stuffs 19.473 20.018
Bumbu-bumbuan/Spices 12.603 11.999
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items 10.177 8.537
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages 220.983 222.284
Rokok/Cigarettes 56.093 71.785

Jumlah makanan/Total food 642,613 737.075

Bukan makanan/Non-food
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities 376.391 388.549
Aneka barang dan jasa/Goods and services 178.892 183.710
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear 57.946 51.848
Barang tahan lama/Durable goods 100.704 57.896
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 62.99%4 61.075
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies 46.424 37.887

Jumlah bukan makanan/Total non-food 823.350 770.964

Sumber: Tomohon dalam Angka 2024, BPSKota Tomohon
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Berdasarkan datadata yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat
bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tomohon
menjelaskan bagaimana penduduk Kota Tomohon dapat mengakses
hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,
pendidikan dan sebagainya melalui i n di k at or angka harapan hidup,
harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan daya beli masyarakat yang
didekati dengan nilai pengeluaran perkapita. Indeks PembangunanManusiadi
Kota Tomohon (Lihat Tabel 3.17) tahun 2023 sebesar 78,10 berada pada
peringkat kedua di Provinsi Sulawesi Utara. Jika dibandingkan dengan
target dan realisasi, maka capaian untuk indikator kinerja IPM sebesar

101,68% dan dikategorikan i s an g at tinggi o.

Tabel 3.17
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
Tahun 2021 1 2023

2021 2022 2023
BolaangvViongondow 68.16 68.95 69.62
Minahasa 75.73 76.18 76.96
KepulauarSangihe 71.07 71.63 72.22
Kepulauanralaud 69.83 70.43 71.14
MinahasaSelatan 72.32 72.89 73.66
Minahasaltara 74.11 74.69 75.31
Bolaangviongondow
Utara 67.39 68.06 68.64
KepulauarSitaro 68.05 68.94 69.57
Minahasalenggara 71.06 71.48 71.93
BolaangMongondow
Selatan 65.42 65.90 66.40
BolaangViongondow
Timur 66.55 67.21 67.95
KotaManado 79.20 79.66 80.14
KotaBitung 74.20 74.70 75.11
KotaTomohon 76.86 77.44 78.10
KotaKotamobagu 73.47 73.96 74.43
SulawesUtara 73.30 73.81 74.36

Sumber: BPSProvinsi SulawesiUtara, 2024
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U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Kota Tomohon menyediakan unsur pendidikan berupa sarana dan
prasarana pendidikan, penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi, dan
renovasi ruang kelas; serta meningkatkan jumlah tenaga pengajar di Kota
Tomohon;

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Kota Tomohon menyelenggarakan pemberian Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP)
melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada peserta didik yang memiliki
latar belakang keluarga dengan tingkat pendapatan yang rendah, serta
pemberian bantuan pendidikan kepada siswa kurang mampui;

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Kota Tomohon melaksanakan kemitaan dengan
lembaga/organisasi penyelenggara pendidikan swasta;

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota
Tomohon menyediakan unsur Kesehatan, meningkatkan tenaga medis
seperti dokter, bidan dan perawat di setiap pusat-pusat layanan
Kesehaan; dan

5) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota

Tomohon membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan.

U Hambatan/Permasalahan yang dihadapi

1) Jumlah tenaga pendidik di Kota Tomohon yang belum memadai;

2) Pandemi COVID19 mengakibatkan adanya refocusing dan realokasi
anggaran sehingga terjadi pengurangan jumlah anggaran dan sasaran
dalam pembangunan, renovasi, dan revitalisasi satuan pendidikan;

3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketepatan usia anak
untuk memasuki jenjang SD yang sesuai dengan kesiapan dan

perkembangan psikologis anak;
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4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pelayanan
Kesehatan tidak dapat dijalankan dengan maksimal sehingga secara
umum akan mempengaruhi target-target yang telah ditetapkan; dan

5) Peningkatan angka pengangguran terbuka sebagai dampak dari pandemi
covid-19 sehingga menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan

menurunya tingkat perekonomian.

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Kota Tomohon meningkatkan efektifitas penyaluran dan
penggunaan dana BOS, serta memprioritaskan pemberian Kartu Indonesia
Pintar (KIP) melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada peseta didik
yang belum termasuk dalam penerima KIP;

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota
Tomohon melakukan peningkatan kemampuan dasar manusia terkait
derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, serta terpenuhinya
standar hidup layak;

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Kota Tomohon memperhatikan dan meningkatkan pembangunan
dan perbaikan sarana prasarana pendidikan seperti program ruang kelas
baru, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan pembangunan sarana pendidikan
lainnya;

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Kota Tomohon meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga
pendidik dan pembangunan fasilitas dan sarana Pendidikan;

5) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pendidkan dan Kebudayaan
Daerah Kota Tomohon meningkatkan koordinasi dengan
lembaga/organisasi penyelenggara pendidikan swasta untuk bersama
menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, mengingat sebagian

besar sekolah di Kota Tomohon dikelola oleh swasta;
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6) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota
Tomohon memperhatikan dan meningkatkan pembangunan fasilitas dan
sarana kesehatan agar lebih terjangkau dan memadai; dan

7) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kkta
Tomohon meningkatkan kulitas tenaga kesehatan dan pemerataan bagi

tenaga-tenaga kesehatan.

U0 Analisis atas Efisiensi Sumberdaya

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan
penunjang indikator Indeks Pembangunan Manusia berasal dari sumber daya
manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon sebanyak
45 Pegawai Negeri Sipil dan 26 Tenaga Kontrak, Tenaga Peadidik/Pengajar
(berdasarkan data dari DAPODIK Tahun 2022) sebanyak 742 guru Pegawai
Negeri Sipil dan 354 guru honorer, Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon,
tenaga kesehatan sebanyak 1074 orang, Dinas PemberdayaanPerempuan dan
Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon dan seluruh stakeholders yang

terlibat dalam pelaksanaan urusan ini.

U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
3) Program Non Formal
4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6) Program Standar Kompetensi Lulusan (Dana BOS)
7) Program Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8) Program Standar Saranadan Prasarana
9) Program Standar Pembiyaan Pendidikan
10) Program Standar Penilaian Pendidikan
11) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
a) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota
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- Pengelolaanpelayanan kesehatan ibu hamil
- Pengelolaanpelayananibu bersalin
- Pengelolaanpelayanan kesehatan balita
- Pengelolaanpelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Pengelolaanpelayanan kesehatan pada usia produktif
- Pengelolaanpelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- Pengelolaanpelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
- Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis
kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
- Pengelolaanpelayanan kesehatan lingkungan
- Pengelolaan surveilans kesehatan
- Pengelolaanpelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
- Pelayanankesehatan penyakit menular dan tidak menular
- Pengelolaanjaminan kesehatan masyarakat
- Penyelenggaraankabupetan/kota sehat
- Operasionallayanan rumah sakit
- Operasional pelayanan puskesmas
- Pelaksanaanakreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
b) PenyelenggaraanSistem Informasi Kesehatansecara Terintegrasi
- Pengelolaandata dan informasi kesehatan
- Pengelolaansistem informasi
12) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan
a) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai
standar
b) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber
Daya Manusia kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber
daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota

13) Program SediaanFarmasi, Alat Kesehatandan Makanan dan Minuman
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a) Pemberian izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal,
usaha mikro obat tradisional (UMOT)

- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
perizinan apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha
mikro obat tradisional (UMOT)

- Peneyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut
pengawasan perizinan apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan
optikal, usaha mikro obat tradisional (UMQOT)

14) Program PemberdayaanMasyarakat Bidang Kesehatan
a) Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta
masyarakat dan lintas ektor tingkat daerah kabupaten/kota
Peningkatan upaya promosi kesehatan, Advokasi, pemberdayaan,
kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat
b) Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraanpromosi kesehatan dan gerakan hidup bersih sehat
c) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka
adalah orang yang termasuk dalam kategori mereka yang tidak memiliki
pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan
dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan
tidak mencari perkerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat
pekerjaan. Sampai tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka di Kota
Tomohon sebesar 8,84 % dan menurun pada tahun 2022 sebesar8,11%,

tetapi pada tahun 2023 tejadi kenaikan menjadi 8,52% (Lihat Tabel
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3.18). Jika dibandingkan dengan target dan realisasi, maka capaian
untuk indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 79,15%

dandikategorikani't i nggi O.

Tabel 3.18
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Tahun 2021 1 2023

2023
BolaangViongondow 4.85 4.96 4.61
Minahasa 6.14 7.00 7.65
KepulauarSangihe 4.72 2.87 2.56
Kepulauanralaud 2.30 3.67 3.10
MinahasaSelatan 4.90 5.77 4.98
Minahasaltara 8.12 7.09 7.17
Bolaangviongondow
Utara 5.23 5.10 4.48
KepulauarSitaro 3.39 2.96 2.09
Minahasalenggara 3.39 3.43 2.84
Bolaangviongondow
Selatan 4.60 2.75 2.55
BolaangMongondow
Timur 5.99 6.19 5.35
KotaManado 12.17 10.47 8.85
KotaBitung 9.96 8.56 7.82
KotaTomohon 8.84 8.11 8.52
KotaKotamobagu 7.32 6.59 6.34
SulawesUtara 7.06 6.61 6.10

Sumber: BPSProvinsi SulawesiUtara, 2024

Dalam rangka mengurangi angka pengangguran, Pemerintah Kota
Tomohon masih perlu melakukan perluasan kesempatan kerja formal
maupun informal. Di samping itu, upaya peningkatan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan usaha mandiri melalui
optimalisasi fungsi dan pendayagunaan fasilitas yang ada harus menjadi
fokus perhatian pula. Strategi lain yang perlu dilakukan oleh Pemerintah
Kota Tomohon untuk mengurangi angka pengangguran yaitu dengan
menaikkan upah minimum. Dengan adanya peningkatan upah untuk menekan

tingkat pengangguran, tentunya pemerintah harus mengambil peran penting dalam
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melihat upah yang ada di Kota Tomohon, agar masyarakat dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya dengan upah yang didapatkan.

U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator
1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota
Tomohon menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan; dan
2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota
Tomohon memberikan pemahaman dan dorongan kepada para pencari
kerja untuk meningkatkan kompetens diri dengan mengikuti pelatihan -

pelatihan keterampilan yang diberikan.

U Hambatan/Permasalahan yang dihadapi

1) Pengangguran yang disebabkan jumlah angkatan kerja atau para pencari
kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu
menyerapnya. Jadi tingkat pengangguran tinggi, sumber daya menjadi
terbuang percuma dan tingkat pendidikan masyarakat merosot;

2) Penyebab pengangguran di Kota Tomohon juga dipengaruhi mutasi
pekerjaan, saat para pekerja pindah, para pekerja ini akan menganggur
sampai menemukan posisi di tempat baru;

3) Tingkat persaingan kerja tinggi dan kurangnya tenaga kerja yang memi liki
keterampilan khusus.

4) Pekerja Baru Memasuki Dunia Kerja yang berasal dari siswa lulusan
sekolah menengah, perguruan tinggi atau program gelar yang lebih tinggi.
Mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan
kualifikasi baru mereka. Itu adalah penyebab pengangguran di Kota
Tomohon oleh kaum muda; dan

5) Rendahnya tingkat upah, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan investasi di

Kota Tomohon.

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota
Tomohon melakukan kerjasama atau kemitraan dengan stakeholders untuk

penerimaan tenaga kerja;
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2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota
Tomohon membuka lapangan kerja sebagai tujuan mengurangi
pengangguran. Dengan adanya lowongan pekerjaan, maka orang yang
tadinya menganggur akan melamar lowongan tersebut. Jika lowongan
pekerjaannya banyak, maka peluang pencari kerja diterima juga semakin
tinggi;

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota
Tomohon melaksanakan program pelatihan dan pendidikan dengan tujuan
pembentukan keterampilan dan pengembangan potensi dapat membantu
mengurangi angka pengangguran. Tenaga kerja yang terampil akan
memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan
dibandingkan seseaang yang tidak memiliki keterampilan;

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota
Tomohon menyediakan platform penyedia info lowongan kerja. Dalam
memberikan informasi yang valid bagi pencari kerja, pemerintah bisa
bekerja sama dengan perusahaan penyedia info lowongan kerja dan
perusahaan yang masih membuka kesempatan berkarir lewat bursa kerja
online; dan

5) Pemerintah Kota Tomohon perlu menaikkan upah minimum untuk menekan
angka pengangguran agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

dengan upah yang didapatkan.

U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan indikator ini
terdiri dari dua yaitu :
1) PenggunaanSumber Daya Manusia
Upaya penggunaan Sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui multi
pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan Tenaga Ahli dan
Instruktur terlatih pada beberapa kegiatan,

2) PenggunaanSumber daya biaya
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Pada tahun 2023 realisasi biaya/belanja untuk semua program adalah
Rp. 7.119.190.733,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah
Rp. 7.008.981.145,- . Persentase ini belum tercapai.

U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Pelatihan Kerja dan Pneingka tan Produktivitas Tenaga
Kerja
- PelaksanaanPelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- PembinaanLembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Konsultasi Produktivitas pada PerusahaanKecil
- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Penempatan Tenaga Kerja
Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
3) Program Hubungan Industrial
- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
bersama untuk Perusahaan yang Beroperasi dalam Satu Daerah
Kabupaten/Kota
- Pencegahan dan Penyeleaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
4) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
Penatausahaan Izin Pemanfataan Langsung Panas Bumi dalam Daerah

Kabupaten/Kota.

3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
.|

Menurut BPS, IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar
pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan
gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan
menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk
mengungkapkan ketimpangan antara laki i laki dan perempuan. IPG dapat
digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki
dan perempuan. IPG memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam

kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi
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dan politik mencakup partisipasi berpolitik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan
keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi
IPG. Data dasar tersebut memiliki satuan yang berbeda. Untuk itu terlebih dahulu

dihitung nilai standarisasi agar mendapatkan agregasi guna mempermudah
menghitung rata-rata. Untuk perhitungan masing-masing komponen perlu dihitung

indeksnya terlebih dahulu sebagai dasa perhitungan IPG. Nilai IPG berkisar antara
0-100 persen, semakin mendekati 100 maka pembangunan gender semakin
seimbang atau merata, semakin menjauhi 100 maka pembangunan gender makin
timpang antar jenis kelamin.

IPG Kota Tomohon dilaksanakan oleh Pememtah Kota Tomohon melalui
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon.
Sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 (Lihat Tabel 3.19) IPG Kota Tomohon
mengalami kenaikan, walaupun kecil dan terlihat tinggi. Ini menunjukkan makin
meratanya pembangunan gender di Kota Tomohon. Pada tahun 2023, IPG Kota
Tomohon turun menjadi 90 (LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon), walaupun demikian Pemerintah Kota
Tomohon masih menunggu sumber resmi yang diterbitkan oleh BPS. Jika memang
terjadi penurunan, maka terdapat indikator penilaian yang dikoreksi cenderung
sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya. Harapannya, publikasi BPS akan
menunjukkan IPG Kota Tomohon yang semakin baik, yang sejalan dengan nilai IPM

yang semakin meningkat sampai tahun 2023.
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Tabel 3.19
Indeks Pembangunan Gender Kota Tomohon
Tahun 2021 -2022

2020 2021 2022

BolaangMongondow 88.29 88.41 88.52
Minahasa 96.53 96.02 96.30
KepulauarSangihe 95.23 95.94 95.94
Kepulauarralaud 97.90 98.09 98.09
MinahasaSelatan 88.74 88.78 88.80
MinahasaJtara 96.40 96.24 96.24
5?6'1?:”9\"0”90”‘10"" 86.77 | 87.02 | 87.35
KepulauarSitaro 88.40 88.87 88.87
MinahasaTenggara 91.88 92.08 92.36

BolaangMlongondow 79.70 80.09 80.42

Selatan

?%iar‘“gwongondow 90.84 | 90.98 | 91.10
KotaManado 96.23 96.41 96.42
KotaBitung 94.19 94.56 94.57
KotaTomohon 98.94 98.95 99.00
KotaKotamobagu 95.37 95.38 95.47
SulawesUtara 94.42 94.61 94.89

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)SulawesiUtara tahun 2023

Jika dibandingkan dengan target dan realisasi, maka capaian untuk
indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender sebesar 116,50% dan

dikategorikan i s a n gtaitngg i 0.

U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikato r

1) Adanya program Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan
perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, dan program
pencegahan kekerasan perempuan di Kota Tomohon;

2) Adanya keterlibatan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan
ekonomi; dan

3) Pemerintah Kota Tomohon memberikan perhatian yang serius terhadap
peningkatan  kesejahteraan  hidup  perempuan berbagai aspek
pembangunan, baik dalam akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat dari

pembangunan. Pembangunan Responsif Gender dengan strategi
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Pengarustamaan Gender (PUG) dilaksanakan di semua bidang
pembangunan serta selayaknya didukung oleh lembaga masyarakat,

perguruan tinggi dan institusi atau lembaga lainnya.

U Hambatan/Permasalahan  yang dihadapi

1) Masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan sehingga tidak mampu
untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan mitra sejajarnya;

2) Terbatasnyajumlah perempuan di lembaga legislatif;

3) Kurangnya ketersediaan anggaran untuk menyebarluaskan KIE tentang
Pengarusutamaan Gender maupun kegiatan yang berkaitan dengan
dengan Pengarusutamaan Gender;

4) Masih rendahnya peran perempuan dalam dunia kerja tidak lepas dari
budaya patriarki yang menganggap bahwa bekerja adalah tugas lakilaki,
sedangkan perempuan cukup berkutat pada masalah pekerjaan rumah
tangga; dan

5) Adanya kesenjangan upah pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan,
jam kerja, dan lapangan usaha. Semakin rendah tingkat pendidikan
perempuan, semakin besar kesenjangan upah yang diterima dibandingkan
laki-laki serta rendahnya minat berwirausaha perempuan untuk menambah

pendapatan.

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Bekerjasama dengan stakeholder terkait Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang Pengarusutamaan Gender maupun kegiatan yang
berkaitan dengan dengan Pengarusutamaan Gender, antara lain dengan
PKK Kota Tomohon, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan institusi
atau lembaga lainnya;

2) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang
pembangunan dan keterlibatan dan politik;

3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG);
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4) Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari tindak
kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan
melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan;

5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
dari berbagai tindak kekerasan;

6) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal;

7) Pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas, lansia, korban
bencana dan konflik;

8) Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan;

9) Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas
dalam rangka mendukung Pembangunan Manusia Berbasis Gender tumbuh
kembang dan kelangsungan hidup;

10) Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan,
penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi,
penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan

11) Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan
penunjang indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Tomohon
berasal dari sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon yang terdiri dari 19 Pegawai
diantaranya 6 Pejabat Struktural, 8 Pejabat Fungsional Tertentu dan 5
Fungsional Umum dan seluruh stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan

urusan ini.

U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi Sub kegiatan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
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SASARAN

STRATEGIS 4 : “MENINGKATKAN DERAJAT
KESEHATAN MASYARAKAT KOTA
TOMOHON”

Tabel 3.20

Capaian Kinerja Sasaran i Me n i n g k detajata kesehatan masyarakat Kota To mo hon o
Tahun 2023

Turunnya
1 | angka % 1,3 21,1 18,3 113.27 | 184 13,7 125.54 16 129 125 10 80

stunting

Umur

2 | harapan Tahun 71,93 71,94 72,06 100.17 | 71,95 72,44 100,68 | 72,1 72,847 | 101,03 72,35 100,68
hidup

Sumber:  YAngka proyeksi, Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon tahun 2024 (masih menunggu publikasi hasil Survei Status
GiziIndonesia (SSGI) Tahun 2023)
2 BPSProvinsi SulawesiUtara, 2024
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1. Turunnya angka stunting
e ————————————————————————

Permasalahan stunting pada usia dini terutama pada periode 1000
hari pertama kehidupan (HPK), akan berdampak pada kualitas
sumberdaya manusia. Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh
dan berkembang secara optimal. Stunting dimana kondisi balita memiliki
panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur.
Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak
faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada
bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Stunting adalah persoalan
multidimensional yang dampaknya berpengaruh pada masa depan
manusia. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah penambahan zat gizi
tertentu pada bahan pangan. Selama ini warga miskin mengalami
masalah hidden hunger, karena makanan harian yang mengenyangkan
ternyata miskin gizi mikro. Maka dari itu perlu pengayaan zat gizi pada
bahan makanan rakyat, seperti garam, tepung terigu, minyak goreng dan
beras.

Pencegahan stunting menyasar berbagai penyebab langsung dan
tidak langsung yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor
di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta

masyarakat. Terdapat 8 aksi konvergensi seperti Gambar 3.2 berikut ini.
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Gambar 3.2
Delapan Aksi Konvergensi Stunting dan Penanggungjawab

o000 0 0 0 00

Analisis Rencana Rembuk Perbup/Perwali Pembinaan Kader Sistem Pengukuran dan Reviu Kinerja
Situasi Kegiatan Stunting tentang Peran Pembangunan Manajemen Data Publikasi Data Stunting Tahunan
Desa Manusia

\ Qe = 200 -
% e " &

engel

PMD/BPMD

Sumber: Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan
Pencegahan Stunting, Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, 2018

Terkait dengan penanganan dan pencegahan stunting, Pemerintah Kota
Tomohon telah mengeluarkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 7
Tahun 2023 tentang Peran dan Kewenangan Kelurahan dalam
Penanganan dan Pencegahan Stunting. Sampai tahun 2024 ini,
Pemerintah Kota Tomohon telah melaksanakan tahapan aksi konvergensi

sampai pada aksi tiga, yaitu rembuk stunting.

Sesuai hasil SSGI (Lihat Tabel 3.20) prevalensi stunting pada tahun 2021
dan tahun 2022 untuk Kota Tomohon cenderung turun dan melampaui target
yang telah ditetapkan, bahkan pada tahun 2021 (sebesar 13,7%) telah
melampaui target nasional pada tahun 2024 sebesar 14%. Pada tahun 2023
target prevelensi stunting diproyeksikan sebesar 12%, nilai ini sambil
menunggu hasil resmi SSGI tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target
dan realisasi, maka capaian untuk indikator kinerja turunnya angka

stunting sebesar 125% dan dikategorikan i s a n g at tinggi oO.
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U0 Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Terlaksananya program-program dan kegiatan yang mendukung
penurunan permasalahan stunting di Kota Tomohon.

2) Kerjasama lintas sektor yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan stunting.

3) Fasilitas pelayanan kesehatan Kota Tomohon yang semakin menunjang
dan terakreditasi dengan baik

4) Tersedianyapelayanan kesehatan ibu hamil dan pelayanan persalinan bayi
baru lahir.

5) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang

bagi ibu hamil, bayi dan balita.

U Hambatan/Permasalahan  yang dihadapi

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan indikator Prevalensi
stunting paling sering dijumpai berasal dari faktor ibu dan pola asuh yang
kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada
anak juga menjadi penyebab anak stunting apabila ibu tidak memberikan
asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi,
bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada

pertumbuhan tubuh dan otak anak.

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Adanya pelatihan Pemberian Makanan Bayipada Anak (PBA) bagi petugas
dan kader, Sosialisasi dan Praktek PMBA di masyarakat, menurunkan
angka Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan Antenatal Care (ANC)
terpadu, Memberikan kelas ibu di tiap Puskesmas, dan mendorong
masyarakat untuk aktif dalam kegiatan KP ibu.

2) Pelaksanaan Edukasi dan Bncegahan Stunting dilakukan dari usia remaja
serta meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk pencegahan dan

penanggulangan stunting.
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U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu pendukung
dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan
dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahan 2021
diketahui bahwa sumber daya manusia kesehatan terdiri dari 163 orang
Tenaga Medis, 575 orang Tenaga Keperawatan, 117 orang Tenaga Kebidanan,
38 orang Tenaga Kesehatan Masyarakat, 21 orang Tenaga Kesehatan
Lingkungan, 25 orang Tenaga Gizi, 13 orang Tenaga Ahli Laboratorium Medik,
3 orang Tenaga Teknik Biomedika Lainnya, 19 orang Tenaga Keterapian Fisik,

25 orang Tenaga Keteknisan Medis, dan 75 orang Tenaga Kefarmasian.

0 Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

Kesehatan Masyarakat

a) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

b) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- Pengelolaanpelayanan kesehatan Ibu Hamil

- Pengelolaanpelayanan kesehatanibu bersalin

- Pengelolaanpelayanan kesehatan bayi baru lahir

- Pengelolaanpelayanan kesehatan balita

- Pengelolaanpelayanan kesehatan pada usia produktif

- Pengelolaanpelayanan kesehatan gisi masyarakat

- Pengelolaanpelayanan promosi kesehatan

- Operasional pelayanan puskesmas

- Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan

pemberdayaan masyarakat.
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2. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan
derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu
daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial
lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program
pemberantasan kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan
Pusat Statistik Daerah Kota Tomohon, Umur Harapan Hidup (UHH) Kota
Tomohon dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan (Lihat
kembali Tabel 3.13). Perlu ditegaskan lagi, bahwa sampai tahun 2023,
Kota Tomohon memiliki umur harapan hidup tertinggi dari 15
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, yang mana pada tahun 2023
nilainya mencapai 72,84 tahun. Ini berarti terjadi peningkatan terhadap
kesehatan masyarakat. Hal ini sangat berhubungan dengan ketersediaan
fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadp
pelayanan kesehatan. Secara langsung, nampak bahwa urusan kesehatan
merupakan prioritas masyarakat Tomohon. Jika dibandingkan dengan
target dan realisasi, maka capaian untuk indikator kinerja Umur Harapan

Hidup sebesar 101,03% dan dikategorikani s a n gtait nggi 0.

U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Tersedianya sumber daya manusia Tenaga kesehatan dalam kualitas dan
kuantitas yang memadai;

2) Tersedianyafasilitas yang lengkap dan canggih;

3) Tersedianyalayanan kesehatan untuk manula;

4) Kebiasaan masyarakat untuk hidup bersih dan displin, serta menerapkan
pola makan sehat; dan

5) Akibat dari penyebaran Covid19 yang belum bisa dihentikan, maka
beberapa kegiatan yang secara rutin dilaksanakan untuk mendukung
tercapainya target kinerja terkait dengan kesehatan masyarakat,

pengendalian dan pencegahan penyakit.
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U Hambatan/Permasalahan yang dihadapi

1) Persentase orang usia 15 i 29 tahun yang mendapatkan skrining
Kesehatan sesuai standard hingga tahun 2022 masih jauh dibawah target
yang ditetapkan. Realisasi indikator ini di tahun 2022 hanya pada angka
57,88% dari target 100%. Hal ini disebabkan oleh kar ena kondisi
pandemic Covid 19 sehigga menyebakan masyarakat Kota Tomohon
enggan datang memeriksakan diri ke Puskesmas karena adanya anggapan
dari masyarakat bahwa jika memeriksakan diri di Puskesmas akan di vonis
terkena Covid.

2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pelayanan
Kesehatantidak dapat dijalankan dengan maksimal sehingga secaraumum
akan mempengaruhi target-target yang telah ditetapkan.

3) Meningkatnya berbagai penyakit tidak menular seperti hypertensi, penyakit

jantung, diabetes, stroke dan lain-lain .

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon
meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialiasi pentingnya
pendidikan kesehatan.

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon
memperhatikan dan meningkatkan pembangunan fasilitas dan sarana
kesehatan agar lebih terjangkau dan memadai.

3) Meningkatkan kulitas tenaga kesehatan dan pemerataan bagi tenaga
tenaga kesehatan.

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon
melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat umum mengenai berbagai
penyakit yang mengakibatkan umur harapan hidup menurun.

5) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon
meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialiasi kesehatan yang
bersifat menyeluruh serta pentingnya hidup bersih dan sehat.

Ada beberapa cara memperpanjang Umur Harapan Hidup :

Mengkonsumsi Makanan Sehat Dengan Gizi .
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Mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang adalah salah
satu cara untuk membantu memperpanjang umur harapan hidup. Ada
beragam makanan sehat yang bisa dikonsumsi mulai dari buah dan
sayuran segar, kacangkacangan serta biji-bijian.

Sebaliknya, batasi konsumsi makanan yang mengandung banyak
lemak jenuh, tinggi gula, dan tinggi garam. Ketiga jenis makanan ini
beresiko tinggi memicu beragam penyakit yang dapat memperpendek
umur harapan hidup.

Tetap Aktif Bergerak

Studi membuktikan bahwa tetap aktif bergerak atau olahraga juga
dapat membantu menurunkan resiko terjadinya berbagai penyakit. Hal
itu tentu berdampak baik pada kualitas hidup seseorang, sehingga
bisa membantu memperpanjang umur harapan hidup. Oleh karena itu
disarankan untuk dapat berolahraga setidaknya 30 menit per har dan
tentunya dengan jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh.
Istirahat Yang Cukup

Studi menyebutkan bahwa orang yang tidurnya sering kurang dari 5-7
jam per malam memiliki resiko lebih besar untuk mengalami kematian
dini. Hal ini dikarenakan kurang tidur. Oleh karena itu, cukupilah
waktu tidur yaitu 7 -9 jam setiap malamnya.

Jangan Merokok dan Kurangi Konsumsi Minuma Beralkohol

Sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bahaya merokok dan
mengkonsumsi  alkohol berlebihan. Rokok dan alkohol bisa
meningkatkan resiko terjadinya berbagai penyakit. Semua penyakit itu
nantinya dapat memicu kematian lebih cepat.

Kelola Stres Dengan Baik

Pria dan wanita yang tidak mampu mengelola stres dengan baik maka

beresiko lebih tinggi untuk meninggal.
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U Analisis atas Efisiensi Sumberdaya

Sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu pendukung
dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan
dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Tahun2021
diketahui bahwa sumber daya manusia kesehatan terdiri dari 163 orang
Tenaga Medis, 575 orang Tenaga Keperawatan, 117 orang Tenaga Kebidanan,
38 orang Tenaga Kesehatan Masyarakat, 21 orang Tenaga Kesehatan
Lingkungan, 25 orang Tenaga Gizi, 13 orang Tenaga Ahli Labiratorium Medik,
3 orang Tenaga Teknik Biomedika Lainnya, 19 orang Tenaga Keterapian Fisik,

25 orang Tenaga Keteknisan Medis, dan 75 aang Tenaga Kefarmasian.

0 Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

Kesehatan Masyarakat

a) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaanpelayanan kesehatan ibu hamil
- Pengelolaanpelayananibu bersalin
- Pengelolaanpelayanan kesehatan balita
- Pengelolaanpelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Pengelolaanpelayanan kesehatan pada usia produktif
- Pengelolaanpelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- Pengelolaanpelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
- Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis

kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

- Pengelolaanpelayanan kesehatan lingkungan
- Pengelolaansurveilans kesehatan
- Pengelolaanpelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
- Pelayanankesehatan penyakit menular dan tidak menular
- Pengelolaanjaminan kesehatan masyarakat

- Penyelenggaraankabupetan/kota sehat
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- Operasionallayanan rumah sakit

- Operasional pelayanan puskesmas

- Pelaksanaanakreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota

b) PenyelenggaraanSistem Informasi Kesehatansecara Terintegrasi
- Pengelolaandata dan informasi kesehatan
- Pengelolaansistem informasi
2) Program Peningkatan Kapasitas  Sumber  Daya  Aparatur
Kesehatan
a) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai
standar

b) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber

Daya Manusia kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber
daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan
Minuman
a) Pemberian izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal,
usaha mikro obat tradisional (UMOT)

- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
perizinan apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha
mikro obat tradisional (UMOT)

- Peneyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut
pengawasan perizinan apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan
optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
a) Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta

masyarakat dan lintas ektor tingkat daerah kabupaten/kota
Peningkatan upaya promosi kesehatan, Advokasi, pemberdayaan,

kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat
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b) Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraanpromosi kesehatan dan gerakan hidup bersih sehat
c) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
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SASARAN “MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN

STRATEGIS 5: PEMBANGUNAN KOTA TERPADU, BERKUALITAS
BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN

BERKELANJUTAN"

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran i Me n i n g k mftagtraktur dan pembangunan Kota terpadu, berkualitas berwawasan
Lingkungan dan berkelanjutano
Tahun 2023

Indeks
1 Indeks 86,49 87 77,26 88,8 87,2 78,57 90,10 87,5 77,879 88,99 88,5 87,99

infrastruktur

Indeks kualitas

2 | Lingkungan Indeks 75 78 62,57 80,22 80 62,35 77,94 82 63,127 76,98 85 74,26
Hidup
Persentase

3 | Rumah Tinggal Persentase 95.52 96 95,82 99,81 97 95,81 98,77 98 96,263% 98.22 100 96,26

BersanitasiLayak

AksesAir Minum
4 | Layak Persentasg 85 20 48,93 54,37 92 49,43 53,73 93 50,109 | 53,87 95 52,74

Sumber: YData olahan dari LKJIPTahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang (PUPR)Daerah Kota Tomohon
2LKJIPTahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon
9KJIPTahun 2023, Dinas PUPRDaerah Kota Tomohon
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1. Indeks Infrastruktur
.|

Indeks infrastruktur merupakan parameter yang dapat digunakan untuk
mengukur layanan infrastruktur terhadap pembangunan di Kota Tomohon. Pada
tahun 2023, Indeks infrastruktur Kota Tomohon diukur melalui 3 (tiga) indeks
pengukuran, yaitu:

1) persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik,
diperoleh dari data survey kondisi jalan tahun 2023 yang merupakan
akumulasi dari hasil kegiatan fisik baik itu melalui pekerjaan pembangunan,
pemeliharaan maupun peningkatan jalan,
2) drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat,
3) rasio luas irigasi kota dalam kondisi baik.
Adapun formula perhitungan dari indikator penunjang persentase indeks

infrastruktur, adalah sebagai berikut:

1. PersentasePanjangjalan kota dalam kondisi baik

Tabel 3.22
Panjang Jalan Kota Tomohon

Persentase
Panjang
jalan kota
dalam 84% 86,79% 103% 84% 85.72% 102% 85.90% 80.29% 93.58%
kondisi baik
(indeks
Infrastruktur)

[N

Sumber: PLKJIPTahun 2023, Dinas PUPR DaerahKota Tomohon
Panjang jalan kota dalam kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat
dari data kondisi jalan tersebut dapat dihitung persentase panjang jalan kota dalam

kondisi baik dengan menggunakan rumus:
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Panjang jalan kota dalam kondisi baik (km)

x 100%
Panjang jalan kota seluruhnya
456,54 Km
- x 100%
568,58 Km
= 80,29%

Dari Capaian sampai dengan tahun 2023 tersebut diatas dimana dari
target yang direncanakan sebesar 85.90% atau sepanjang 488,41 km, dan yang
direalisasikan 80.29 % atau sepanjang 456,54 km dari total panjang jalan di Kota

Tomohon sepanjang 568.58 km, sehingga capaian kinerja sebesar 93.58 %.

Gambar 3.3
Program Penyelengaraan Jalan

Sumber: LKJIPThun 2023, Dinas PUPRDaerah Kota Tomohon
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Gambar 3.4
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Sumber: LKJIPTahun 2023, Dinas PUPRDaerah Kota Tomohon

2. Drainase dalam kondisi baik
Panjang drainase dalam kondisi baik/aliran tidak tersumbat dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut:

Tabel 3.23
Drainase dalam Kondisi Baik

Drainase dalam
kondisi
baik/pembuanga
1 | naliran air tidak 87% 90% 103% 90% 91% 101% 94% 92,85% 98,77%
tersumbat
(indeks
infrastruktur)

Sumber: PLKJIPTahun 2023, Dinas PUPRDaerah Kota Tomohon
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan
Tahun 2023 untuk indikator drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak
tersumbat memunyai realisasi sebesar 92,85% dan capaian 98,77. Realisasi tersebut

diperoleh dengan menggunakan rumus :

Panjang drainase dalam kondisi baik (km)

X 100%
Panjang seluruh drainase kota (km)
65 Km
x 100%
70 Km
= 92,85%
Gambar 3.5

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Sumber: LKJIPTahun 2023, Dinas PUPRDaerah Kota Tomohon
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3. Persentaseluas irigasi kota dalam kondisi baik
Persentaseluas irigasi kota dalam kondisi baik dalam dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 3.24

Luas Irigasi Kota Tomohon dalam Kondisi Baik

| e | e

Luas irigasi
Kota dalam
1 kondisi baik 73 % 55 % 75.34% | 76.5 % 59% 77.12% 75 % 60,48% 80,64%

(indeks

infrastruktur)

Sumber : PLKJIPTahun 2023, Dinas PPUPRDaerah Kota Tomohon

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kinerja Tahun 2023 untuk indikator luas
irigasi kota dalam kondisi baik terealisasi 60,48% dari target 75% dengan capaian 80,64%.

Luas irigasi kota dalam kondisi baik termasuk dihitung dengan menggunakan rumus:

Luas irigasi kota dalam kondisi baik (ha) x 100%
Luas irigasi kota (ha)
252,80 ha
_— X 100%
418 ha
= 60,48%
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Capaian indikator luas irigasi kota dalam kondisi baik yang terealisasi sebesar
59% dengan capaian 77,12% mengalami peningkatan 1,78 % dibandingkan tahun
2021.

Gambar 3.6
Irigasi di Kota Tomohon

s 153

Sumber : LKJIPTahun 2023, Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon

Berdasarkan 3 (tiga) indeks pengukuran di atas, maka diperoleh formula

perhitungan untuk mengetahui persentase Indeks infrastruktur sebagai berikut:

Dari formula perhitungan di atas maka dapat di peroleh persentase indeks

infrastruktur sebagai berikut :

80,29 +92,85+ 60,48
3

x 100% = 77,87%
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Berdasarkan hasil di atas maka dapat terlihat bahwa realisasi indikator indeks
infrastruktur berada pada angka 77,87% dengan capaian 88,99% sehingga

memperoleh predikat pencapaianindikator kinerjafi t i nggi 0

a Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Adanya komitemen Pemerintah Kota Tomohon dan stakeholders dalam
mendukung aksesibiltas jalan untuk menjamin masyarakat sampai pada
tempat asal-tujuan dengan aman dan nyaman.

2) Pemeliharaan jalan telah mendapat perhatian cukup besar tergambar
dengan tersedianya alokasi anggaran yang cukup besar.

3) Komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam pendanaan pembangunan
infrastruktur drainase dan sarana pejalan kaki (pedestrian).

4) Adanya perhatian yang cukup besar dari Pemerintah Kota Tomohon dan
stakeholders terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan tergambar dengan
tersedianya alokasi anggaran yang cukup besar.

5) Adanya ketepatan dalam penentuan tujuan dan sasaran melalui program-
program dan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon.

6) Adanya peraturan-peraturan dan sikap kepatuhan terhadap aturan yang
berlaku yang disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

7) Dengan adanya TIFF yang saat ini diselenggarakan setiap tahun
berdampak positif terhadap jaminan meningkatnya kualitas jalan.

8) Tersedianya pembiayaan anggaran lain yang didapatkan dari DAU, DAK,
dan PEN yarg bisa menambahkan anggaran untuk memperbanyak
program khususnya jalan yang akan di perbaiki atau dipelihara serta
sumberdaya manusianya yang memadai dan melaksanakan tugas serta
kewajiban yang harus pelaksana jalankan.

9) Komitmen Pemerintah kota Tomohon untuk pemenuhan kebutuhan
pangan khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan irigasi untuk

menunjang pertanian.
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U Hambatan/Permasalahan yang dihadapi

1) Penerapan terhadap NSPK (Norma, Standar, Pedoman, Kriteria) di sektor
pemeliharaan jalan dan jembatan belum maksimal.

2) Pemutakhiran database jalan dan jembatan belum secarareguler.

3) Kegiatan inspeksi kondisi infrastuktur jalan tidak rutin dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

4) Dimensi saluran drainase yang telah dibangun terkadang tidak lagi mampu
menampung volume air hujan yang cukup tinggi pada saat hujan turun.

5) Kebiasaan buruk masyarakat dengan membuang sampah pada saluran
drainase, menggunakan saluran drainase untuk kepentingan lain sehingga
menghambat fungsi dari drainase itu.

6) Adanya Refocussing anggaran karena pandemi COVID19 sehingga ada
beberapa kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
tidak bisa di relisasikan.

7) Pergeseran anggaran menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan
program pembangunan infrastruktur Kota Tomohon.

8) Faktor cuaca, bila faktor cuaca tidak mendukung disaat melaksanakan
pemeliharaan maka akan menghambat untuk jalan diperbaiki dan akan

menjadi lama dalam prosesnya

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang melakukan evaluasi berkala atau inspeksi secara rutin terradap
kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik
maupun keuangan.

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang menyiapkan pemetaan jaringan jalan yang ter-update sesuai
kebutuhan.

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang melakukan perencanaan strategi agar penerapan NSPK dapat

berjalan secara optimal dan terpadu di sektor infrastruktur.
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4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas PekerjaanUmum dan Penataan
Ruang melaksanakan koordinasi baik ditingkat Perangkat Daerah maupun
tingkat Kota untuk penyediaan anggaran perbaikan dan pembangunan
infrastruktur guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Penataan Ruang.

5) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang mencoba pro aktif dalam melibatkan semua perangkat daerah
terkait dan Stakeholdersdalam pelaksanaan program dan kegiatan.

6) Menguji kembali kelayakan desain saluran drainase yang ada agar dapat
berfungsi secara maksimal.

7) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan fungsi penting dari
keberadaan saluran drainase baik tingkat kelurahan maupun kecamatan
yang melibatkan instansi teknis.

8) Kebijakan anggaran dari Pemerintah Kota untuk terus mengalokasikan
anggaran bagi pembangunan saluran irigasi guna menunjang pertanian

sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan.

U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai Tujuan dalam
meningkatkan indeks infrastruktur yakni Sumber Daya Manusia yang
kompeten, Sumber Dana yang mencukupi dan Sarana dan Prasarana yang
memadai. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan seluuh
program kegiatan dalam rangka pencapaian indeks infrastruktur berasal dari
unsur Pemerintah Kota Tomohon dengan perangkat daerah terkait dan

seluruh stakeholders yang terlibat.

U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Cakupan Pen gelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder
pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu)

Daerah kabupaten/Kota
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2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung dengan  Sungai  dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung
langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten / kota

3) Program Penyelenggaraan Jalan

PenyelenggaraanJalan Kota

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi
awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada
lingkup dan periode tertentu. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dapat
dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program pengelolaan lingkungan.
Perhitungan IKLH dengan mempertimbangkan tiga faktor, yaitu Indeks Kualitas Air
(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Pada
Tahun 2023 (Lihat Tabel 3.25), Indeks Kualitas Udara di Tomohon sebesar 92,64.
Terdapat juga Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD) Program Langit Biru yang
menggambarkan respon Pemerintah Daerah tethadap capaian target IKLH dimana
untuk tahun 2023 IRKD Kota Tomohon sebesar 8,36. Sesuai dengan data LK|IP
Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon tahun 2023, IKLH Kota Tomohon pada
tahun 2023 sebesar 63,12 yang naik jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 62,35.
Jika dibandingkan dengan target dan realisasi, maka capaian untuk
indikator  kinerja IKLH sebesar 76,98% dan dikategorikan At i nggi 0.
Realisasi IKLH Tahun 2023 diperoleh berdasarkan formulasi sebagai
berikut.

IKLH = (0,376 X IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)
(0,376 x 43,75) + (0,405x 92,64) + (0,219 x 41,80)
16,45 + 37,52 + 9,15

63,12
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Tabel 3.25

Indeks Kualitas Udara dan Indeks Respon Program Langit Biru 2023

Indeks
Provinsi Kabupaten/Kota Kualitas lng;o;zm

Udara
Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow 95,87 14,86
Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 97,04 13,5
Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 97,24 -
Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 95,57 -
Sulawesi Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe )] 11
Sulawesi Utara Kabupaten Kepulavan Siau Tagulandang Biaro 98,57 -
Sulawesi Utara Kabupaten Kepulauan Talaud 96,36 16,21
Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa 93,48 10,71
Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Selatan 89,67 -
Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Tenggara 94,2 36,89
Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Utara 90,67 5
Sulawesi Utara Kota Bitung 90,97 35
Sulawesi Utara Kota Ketamobagu 90,88 29,32
Sulawesi Utara Kota Manado 89,58 -
Sulawesi Utara Kota Tomohon 92,64 836

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Direktorat Pengendalian dan Pencemaran
Udara dan Kerusakan Lingkungan

Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Tomohon melakukan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan RI untuk pelaksanaan pengujian kualitas udara Kota
Tomohon.

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Tomohon telah memiliki dan melaksanakan metode yang jelas dalam
peningkatan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kota Tomohon.

3) Kesuburan tanah merupakan suatu nilai kualitas dari kemampuan tanah
untuk menyediakan hara bagi pertumbuhan suatu jenis tanaman dalam
jumlah yang memadai dan seimbang.

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Tomohon melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan
iklim melalui kampung iklim yang terdiri dari kelompok masyarakat yang

berpartisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan aksi lokal untuk
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meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan

pengurangan emisi gas rumah kaca.

U Hambatan/Permasalahan yang dihadapi

1) Faktor sosial yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi salah satu
faktor penghambat peningkatan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
Kota Tomohon.

2) Faktor teknologi yang kurang memadai menyebabkan peningkatan atau
pelaksanaan program dan kegiatan penunjang IKLH (Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup) Kota Tomohon.

3) Perbedaan target IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kota Tomohon
di dokumen RPJMD dengantarget di Perangkat Daerah mengakibatkan
capaian perangkat darah tidak mampu mencapai 100%.

4) Pencemaran udara sebagai dampak dari kemajuan transportasi dan
industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri
menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan Kualitas Udara.

5) Rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tomohon sehingga pelu
ditingkatkan sesuai dengan Undangundang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang mengamanatkan ketersediaan Ruang Terbuka
Hijau 30% dari luas wilayah kota.

6) Semakin Tingginya alih fungsi lahan produktif ke lahan terbangun.

7) Semakinrendahnya ketersediaan sumber air baku belum memadai.

8) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan
dankesehatan lingkungan.

9) Pencemaran udara sebagai dampak kemajuan transportasi dan
industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri dan
limbah rumah tangga.

10) Kurangnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
berpotensimenimbulkan pencemaran lingkungan.

11) Sistem Drainase yang tidak baik sehingga berdampak terjadinya banijir
ketika hujan.

12) Saranadan prasaranapersampahan yang belum optimal.
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13)Sistem pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih
menggunakan sistem open dumping berdampak tidak baik terhadap

kesehatan lingkungan di sekitar TPA.

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Tomohon memperbaiki kebijakan dan regulasi terkait IKLH
(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kota Tomohon

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Tomohon melakukan identifikasi dan analisis sumber pencemar pada air
permukaan di Kota Tomohon.

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Tomohon melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala dan
berkelanjutan serta memasyarakatkan car free day, mengupayakan
adanya angkutan masal (Bus Rapid Transportation).

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Tomohon menyelenggarakan sosialisasi lebih lanjut dan intensif kepada
masyarakat disekitar badan air tentang perilaku hidup bersih dan sehat.

5) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Tomohon melaksanakan pembangunan IPAL Komunal pada lokasi yang
nilai fecal coli dan coliform melebihi baku mutu.

6) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Tomohon meningkatkan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air,
termasuk pembuatan sumur resapan, embung, lubang resapan biopori.

7) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Tomohon memberikan sosialisasi kepadamasyarakat luas tentang dampak
perubahan iklim.

8) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Tomohon mengupayakan pengelolaan sampah pada skala lingkungan

(rumah tangga).

106



U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan salah satu pendukung dalam
peningkatan terkait IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kota Tomohon.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk peningkatan terkait IKLH Kota
Tomohon, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon memiliki sumber
daya manusia sebanyak 23 pegawai bersama dengan stakeholders yang
terlibat dalam pelaksanaan indikator ini serta 139 petugas kebersihan. Sarana
prasarana yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon
antara lain 2 gedung kantor dan 1 gedung Laboratorium Pengujian Kualitas

Air, 11 unit truk sampah, dan 7 Unit Bank Sampah di setiap Kecamatan.

U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
a. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
kabupaten/Kota
b. Penanggulanganpencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
kabupaten/kota
2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATIA)
Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota
3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup PPLH
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan
yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah
4) Program Penanganan Pengaduan Lingk ungan Hidup Pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
5) Program Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan Sampah
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2. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak
. _______________________________________________________________________________________________|]

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi
terhadap jumlah rumah tinggal dihitung dengan membandingkan antara Jumlah
penduduk yang terlayani dengan tangki septik / MCK dibagi dengan jumlah seluruh
penduduk. Dalam perhitungan persentase rumah tinggal bersanitasi ini diasumsikan
sama dengan Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan
pengolahan air limbah domestik.

Jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik / MCKdalam perhitungan
yang dilakukan adalah menjumlahkan Jumlah rumah yang memiliki akses
pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT
+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD.
Untuk jumlah seluruh penduduk di hitung dengan asumsijumlah seluruh rumah yang
ada.

Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Daerah Kota Tomohon dalam pelaksanaan indikator Frsentase Rumah
Tinggal bersanitasi Layak memperoleh realisasisebesar 98,22 dari target 98% yang
ditetapkan untuk tahun 2023. Dari realisasi ini, diketahui jumlah unit rumah yang
terfasilitasi akses sanitasi sebanyak 21.876 rumah dari keseluruhan jumlah rumah
yang ada di Kota Tomohon tahun 2023 yakni 22.726 unit. Realisasi ini diperoleh

berdasarkan formula perhitungan sebagai berikut.

Berdasarkan formula perhitungan di atas, dapat dikatakan Persentase jumlah
rumah tinggal bersanitasi layak termasuk dalam kategori capaianii s a n gtaitn g gi 0
Realisasi dan capaian kinerja DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 3.26
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak Tahun 2023

Persentase
rumah
tinggal 95,82% 95,81% 98,77% 96,26%" | 98,22%
bersanitasi
layak

Sumber: YLKJIPTahun 2023, Dinas PUPRDaerah Kota Tomohon

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja di atas, membuktikan bahwa
indikator Persentase Rumah Tinggal bersanitasi Layak Kota Tomohon tahun 2023

memperoleh predikat indikator kinerjafi s a n gtaitn ggi 0.

Gambar 3.7

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Sumber: LKJIP Tahun 2023,Dinas PUPRDaerah Kota Tomohon
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U Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Adanya komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam pendanaan
pembangunan infrastruktur drainase.

2) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing
penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah
ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022.

3) Adanya perhatian khusus oleh Pemerintah melalui program bantuan bedah
rumah terhadap masyarakat Kota Tomohon yang belum memiliki rumah
tempat tinggal.

4) Adanya koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan
dan penganggaran untuk pencapaian indikator ini, yang telah melibatkan
perangkat daerah lainnya serta adanya pelaksanaan yang dilakukan secara

swakelola oleh masyarakat.

5) Adanya pelibatan dari pemrakarsa usaha/perusahaan dan masyarakat
melalui kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum untuk mendukung pencapaian
target untuk sanitasi yang layak.

6) Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan
program dari Kementerian PUPR, seperti pmbinaan dan pengawasan
peningkatan kualitas rumah swadaya, peningkatan kualitas kawasan

permukiman, dan pembangunan PSU.

U Hambatan/Permasalahan  yang dihadapi

1) Masih terdapat keluarga yang belum memiliki rumah layak tinggal, hal ini
menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah karena Kebutuhan akan rumah
layak huni dan kesehatan lingkungan yang baik menjadi salah satu
kebutuhan utama masyarakat.

2) Dimensi saluran drainase yang telah dibangun terkadang tidak lagi mampu
menampung volume air hujan yang cukup tinggi p ada saat hujan turun.

3) Kebiasaan buruk masyarakat dengan membuang sampah pada saluran
drainase, menggunakan saluran drainase untuk kepentingan lain sehingga

menghambat fungsi dari drainase itu.
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U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Daerah Kota Tomohon menguji kembali kelayakan desain saluran
drainase yang ada agar dapat berfungsi secara maksimal.

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Daerah Kota Tomohon melaksanakan sosialisaskepada masyarakat
akan fungsi penting dari keberadaan saluran drainase baik tingkat
kelurahan maupun kecamatan yang melibatkan instansi teknis.

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penaian
Ruang Daerah Kota Tomohon melakukan pendataan kembali kebutuhan
rumah tangga bersanitasi yang diharapkan warga sehingga tidak terjadi

salah sasaran dari program yang akan diturunkan ke masyarakat.

U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai Tujuan dalam
meningkatkan Persentase Rumah Tinggal bersanitasi Layak yakni Sumber
Daya Manusiayang kompeten, Sumber Dana yang mencukupi dan Saranadan
Prasarana yang memadai. Sumber daya manusia yang mendukung
pelaksanaan seluruh program kegiatan dalam rangka pencapaian Persentase
Rumah Tinggal bersanitasi Layak berasal dari unsur Pemerintah Kota
Tomohon dengan perangkat daerah terkait dan seluruh stakeholders yang

terlibat.

U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase
Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung
langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten / kota
2) Program Pengembangan pemukiman
Penyelengaraan Infrastruktur pada Pemukiman di kawasan strategis

daerah kabupaten / kota
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3. Akses Air Minum Layak
. _______________________________________________________________________________________________|]
Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Daerah Kota Tomohon dalam pelaksaan indikator Akses Air Minum Layak
melalui indikator kinerja perangkat daerah yaitu Persentase Penduduk Berakses Air

Minum. Persentase Indikator ini diperoleh melalui formula perhitungan sebagai

berikut:
Jumlah Rumah Tangga pengguna Air Bersih
gga pengg x 100%
Jumlah Seluruh Rumah Tangga

11.386

x 100%
22.726

= 50,10%

Berdasarkan formula perhitungan di atas, diketahui bahwa Persentase
penduduk berakses air minum pada tahun 2023 terealisasi sebesar 50,10% atau
sebanyak 11.386 rumah tangga yang memiliki akses air minum layak. Namun pada
tahun 2022 jumlah keseluruhan rumah tangga mencapai 22.726 rumah tangga, hal
ini mengindikasikan bahwa realisasi persentase penduduk berakses air minum pada
tahun 2023 belum mampu mencapai target 93% dengan capaian 53,83% sehingga
capaian indikator kinerja ini masih tergolong dalam kategori i r e n d a dpabila
mengacu pada target yang ditetapkan dalam RPJMD. Namun apabila realisasi ini
berpatokan pada target yang diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Daerah Kota Tomohon selaku unsur pelaksana indikator kinerja ini, diketahui
realisasi 50,10% mampu mencapai angka 62,63% target 80% yang ditetapkan.
Persentase penduduk berakses air minum layak belum mampu mecapai target
diakibatkan oleh besarnya tingkat kebocoran sehinga pekerjaan fisik yang diarahkan

bagi peningkatan jaringan perpipaan.
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Gambar 3.8
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1 >

Sumber: LKJIPTahun 2023, Dinas PUPRDaerah Kota Tomohon

Tabel 3.27
Realisasi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Tahun 2022 i 2023

1. ﬁ‘:;::A”M'””m 50.94% | 54.37% | 92% | 49.43% | 5373% | 93% | 5010%° | 5387%

Sumber: PLKJIPTahun 2023, Dinas PUPRDaerah Kota Tomohon
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U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator
1) Adanya komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam pendanaan program
dan kegiatan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Tomohon.
2) Adanya perhatian khusus oleh Pemerintah melalui program Cakupan
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum terhadap masyarakat Kota

Tomohon.

U Hambatan/Permasalahan  yang dihadapi

1) Masih tingginya tingkat kebocoran air akibat kerusakan jaringan perpipaan
infrastruktur air minum yang terbangun telah lama dengan usia
produktivitas yang menurun.

2) Maraknya pencurian air oleh masyarakat yang mengakibatkan daerah
aliran air tidak bekerja secara maksimal dengan tingkat kebocoran hingga
30% 1 40 %.

3) Kurangnyakesadaranmasyarakat (p e o p bebadi@) tentang infrastruktur
air bersih hal ini terlihat dengan maraknya penebangan pohon serta
membuang sampah secara sembarangan di daerah resapan air.

4) Menyesuaikan Kemampuan keuangan daerah dalam menunjang program
kegiatan infrastruktur air bersih. Kemampuan pencapaian keterlaksanaan
setiap kegiatan tentunya tidak lepas dengan ketersediaan dana kabupaten

/ kota tersebut.

U Strategi/solusi pemecahan masalah
1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Daerah Kota Tomohon menguji kembali kelayakan akses air minum
layak yang ada agar dapat berfungsi secara maksimal.
2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Pengaan
Ruang Daerah Kota Tomohon melaksanakan sosialisaskepada masyarakat
akan fungsi penting dan pentingnya akses air minum layak baik tingkat

kelurahan maupun kecamatan yang melibatkan instansi teknis.
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3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Daerah Kota Tomohon Meningkatkan kesadaran masyarakat
mengenai pentingnya pemeliharaan Sumber Mata air.

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Daerah Kota Tomohon mengangarkan biaya peneliharaan terhadap
jaringan perpipaan guna menekann angka kebocoran

5) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Daerah Kota Tomohon memberikan sanksi terhadap pelangaran
pencurian air melalui jaringan perpipaan tanpa sepengetahuan Pemda.

6) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Daerah Kota Tomohon Meningkatkan kesadaran masyarakat
mengenai pentingnya pemeliharaan Sumber Mata air melalui kegiatan

sosialisasi.

U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai Tujuan dalam
meningkatkan akses air minum layak yakni Sumber Daya Manusia yang
kompeten, Sumber Dana yang mencukupi dan Sarana dan Prasarana yang
memadai. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan sduruh
program kegiatan dalam rangka akses air minum layak berasal dari unsur
Pemerintah Kota Tomohon dengan perangkat daerah terkait dan seluruh

stakeholders yang terlibat.

U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Pengelolaan dan Pen  gembangan Sistem penyediaan Air
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
a. Peningkatan SPAMjaringan perpipaan di kawasan perkotaan

b. Operasidan pemeliharaan SPAMdi kawasan perkotaan
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SASARAN

STRATEGIS 6 “MENINGKATNYA KUNJUNGAN
WISATAWAN DAN PEMAJUAN BUDAYA
LOKAL”
Tabel 3.28
Capaian Kinerja Sasaran i Me n i n g k Bunjongam Wisatawan Dan Pemajuan Budaya Lo k al 0
Tahun 2023

Peningkatan
PAD dari Juta

sektor Rupiah
pariwisata

582,64 1000 510 51 1.050 348,23 33,16 | 1.155 | 322,515" | 27,92 1.537 20,98

Lama
tinggal
2 | wisatawan Hari 0 2 2 100 2 2 100 3 3Y 100 4 75
(length of
stay)

Sumber : YLKJIPTahun 2023, Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon
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1. Peningkatan PAD dari sektor pariwisata
. _______________________________________________________________________________________________|]

Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi
penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan
daerah. Sebagai sektor unggulan di Kota Tomohon, pariwisata ditargetkan mampu
memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendagpatan Asli Daerah (PAD) Kota
Tomohon sebesar Rp. 1.150.000.000 namun realisasinyakontribusi sektor pariwisata
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon masih sangat kecil.
Berdasarkan data dari tahun ke tahun sampai tahun 2023, Peningkatan PAD dai
sektor cenderung berkurang. Hal ini perlu dikaji lebi jauh lagi mengingat investasi
Pemerintah Kota dalam pengembangan pariwisata dalam 20 tahun ini sngat besar,
mempertimbangkan juga dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) pada talap 20 tahun berikutnya tetap mempertimbangkan Tomohon
sebagai wisata dunia. Perlunya arah kebijakan dalam RPJPD yang berfokus kepada
pengembangan pariwisata sebagai faktor kunci inovasi daerah yang mampu
mengangkat daya saing daerah. Jika dibandingkan dengan target dan
realisasi, maka capaian untuk indikator kinerja Peningkatan PAD sektor

pariwisata sebesar 27,92% dan dikategorikan i sangatendaho.

Realisasi Penerimaan Pendapatan pariwisata

X 100
Target penerimaan pendapatan pariwisata
Rp. 322.515.000
X 100
Rp. 1.150.000.000
= 27,92%

U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Adanya komitmen dari pimpinan dan pegawai di Dinas Pariwisata Kota
Tomohon untuk menjalankan program dan kegiatan yang menunjang

keberhasilan indikator Peningkatan PAD dari sektor pariwisata.
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2) Terciptanya kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Dinas Pariwisata
Kota Tomohon dengan stakeholders pariwisata lainnya, untuk
mempromosikan dan memasarkan destinasi daya tarik pariwisata di Kota

Tomohon.

U Hambatan/Permasalahan  yang dihadapi
1) Dampak Pandemi Covid1l9 bagi sktor pariwisata masih terasa sampai
tahun 2023. Hal ini juga berdampak pada jumlah pengunjung hotel dan
penginapan di Kota Tomohon sehingga mengakibatkan PAD di sektor
Pariwisata tidak mampu mencapai target.
2) Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan destinasi

wisata dan pelaksanaan kemitraan pariwisata.

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Melakukan pendataan ulang terhadap wajib  pajak, dalam
rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah.

2) Menjalin kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun
pemungutan pajak daerah.

3) Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah.

4) Mendorong investasi melalui pengembangan destinasi wisata dan
pengembangan kawasan wisata berbasis partispasi masyarakat,
pembinaan masyarakat yang sadar wisata, diversifikasi produk wisata yang
bisa menjadi ciri khas daerah dibanding daerah lainnya,

5) Menumbuhkan gerakan sadar wisata, melestarikan budaya lokal sebagai
keunikan wisata dan peningkatan promosi dan publikasi destinasi wisata.

6) Percepatanpenyelesaianproyek infrastruktut.

7) Mendorong perkembangan atraksi wisata.

8) Memperkuat promosi wisata melalui penyelenggaraan eventevent
kepariwisataan.

9) PelaksanaanTomohon Internasional Festival (TIFF).
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U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam aspek sumber daya, dinilai belum optimal karena kekurangan
SDM untuk bidang pemasara pariwisata dan bidang pengembangan destinasi,
dan juga minimnya anggaran untuk pengembangan destinasi serta pemasaran

pariwisata.

U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
a) Pengelolaandaya tarik wisata kabupaten/kota
Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata
kabupaten/kota
b) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam
pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota
c) Pengelolaandestinasi pariwisata kabupaten/kota
- Pengembangandestinasi pariwisata kabupaten/kota
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata
kabupaten/kota
2) Program Pemasaran Pariwisata
a) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan
kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
- Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media
lainnya baik dalam dan luar negeri
- Fasilitasi kegiatan pemasaan pariwisata baik dalam dan luar negeri

pariwisata kabupaten/kota
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2. Lama Tinggal Wisatawan (length of stay )

Meningkatnya lama tinggal wisatawan akan berpengaruh pada perekonomian di
Kota Tomohon karena semakin lama tinggal wisatawan akan semakin banyak juga
pengeluaran dari wisatawan. Rata-rata lama tinggal wisatawan ini dihitung dari
tingkat rata-rata lamanya wisatawan berada disuatu daerah untuk satu Kkali
kunjungan. Data ini diperoleh dari pendataan rutin yang dilakukan Dinas Pariwisata
Daerah Kota Tomohon terhadap hotel/ penginapan yang tersebar di Kota Tomohon
dimana indikator rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Tomohon apabila dilihat
dari jumlah kamar yang terjual di seluruh hotel/ penginapan yaitu 29.415 room,
dengan lama tinggal selama 3 hari, dengan demikian realisasi lama tinggal
wisatawan ini mampu memenuhi target yang ditetapkan sehingga capaian indikator

kinerja ini dikategorikan is angat tinggi O.

U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Tersedianya website baik milik pemerintah maupun swasta untuk
bisa mengakses dan menyebarluaskan potensi dan perkembangan
pariwisata Kota Tomohon

2) Kerja sama dan koordinasi antar faktor terkait terjalin relatif cukup
bagus

3) Tersedianyahotel atau penginapan untuk para wisatawan

4) Adanya tempat-tempat wisata yang bisa menarik wisatawan untuk
tetap lama tinggal di Kota Tomohon

5) Pengemban

6) gan dan peningkatan fasilitas daya tarik wisata

U Hambatan/Permasalahan  yang dihadapi
1) SDMyang ada belum berjalan secara optimal
2) Pemahaman terhadap peran serta dunia kepariwisataan dalam
peningkatan kesadaran masyarakat masih rendabh;
3) Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya

tarik wisata bagi pramuwisata
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4) Belum secara berkala pengelola obyek wisata dan rekreasi hiburan
umum (RHU) dan maupun hotel / rumah makan melaporkan
kunjungan wisata

5) Masihterbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataan

6) Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan destinasi
wisata dan pelaksanaan kemitraan pariwisata.

7) Masihdalam proses pemulihan covid-19.

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Menambah sarana dan prasarana di obyek wisata

2) Memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada sebagai obyek
wisata

3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar dan pengelola obyek
wisata tentang arti penting sarana dan prasarana serta lingkungan

4) Menyediakan sistem informasi berbasis teknologi, e Government dalam
rangka mendukung percepatan pencapaian target kinerja

5) Prioritas pada pembenahan destinasi

6) Penguatan Regulasimasuknya Wisatawan Mancanegara

7) Mengoptimalkan pengguna platform/promosi pariwisata digital untuk
meningkatkan distribusi produk

8) PelaksanaanTomohon Internasional Festival (TIFF).

U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam mempertahankan indikator lama tinggal wisatawan, Pemerintah
Kota Tomohon melalui Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon memiliki

sumber daya manusia dan fasiitas penunjang parwisata yang memadai.

U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
a) Pengelolaandaya tarik wisata kabupaten/kota
Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata

kabupaten/kota
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b) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam
pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota

c) Pengelolaandestinasi pariwisata kabupaten/kota

- Pengembangandestinasi pariwisata kabupaten/kota
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata

kabupaten/kota

2) Program Pemasaran Pariwisata
a) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan
kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
- Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media
lainnya baik dalam dan luar negeri
- Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri

pariwisata kabupaten/kota

3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
a) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata
dan ekonomi kreatif tingkat dasar
- Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
tingkat dasar
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan
kemitraan pariwisata
- Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan

pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)

125



SASARAN

STRATEGIS 7 - “MENINGKATNYA PRODUKSI

KOMODITAS PERTANIAN”

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Sasaran i Me ni n g k Brodokgi akomoditas Per t ani ano
Tahun 2023

Produktivitas
1 | bahan Kwa/ha 60 61 60 98 62 60 96,77 63 60Y° 95,24 66 90,91

pangan

Sumber: YLKJIPTahun 2023, Dinas Pertanian dan PerikananDaerah Kota Tomohon
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1. Produktivitas Bahan Pangan

Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
Kota Tomohon dalam mewujudkan indikator produktivitas bahan pangan
menggunakan teknologi dan inovasi unggul untuk
meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Tomohon. Realisasi indikator ini pada
tahun 2023 tercatat sama dengan tahun 2022 sebesar 60 Kwa/ha dari target 63
Kwa/ha yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah produksi
pangan padi mengalami penurunan dari 8.405 ton pada tahun 2022 menjadi 8.223
ton pada tahun 2023. Ini disebabkan karena adanya iklim elnino yang
berkepanjangan sehingga lahan sawah tadah hujan tidak bisa ditanami padi.

Tabel 3.29
Jumlah Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Bahan Pangan Jenis
Padi sampai Tahun 2023

2022 8.405 1.401 60

2023 8.223 1.371 60
Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon, Tahun 2024

Nilai produktivitas bahan pangan padi Tahun 2023 dihitung berdasarkan
formula realisasi produksi padi angka 8.223 ton dibagi jumlah luas panen 1.371
dikalikan 100% berada pada angka 60 Kwa/Ha (600 Ton). Jika dibandingkan
dengan target dan realisasi, maka capaian untuk indikator kinerja
produktivitas bahan pangan sebesar 5,24% dan dikategorikan isangat

tinggi O.
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Gambar 3.9
Tanaman Padi di Kota Tomohon

-ér,‘;’ i A Bl

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon

U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pertanian dan Perikanan telah
mengambil kebijakan dengan menganggarkan bantuan benih dan pakan
kepada pokdakan.

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pertanian dan Perikanan telah
menganggarkan bantuan pengadaan saranabagi Kelompok Pengolah dan
Pemasar perikanan melalui Dana Insentif Daerah.

3) Adanya kebijakan dalam hal koordinasi secara vertikal maupun horizontal
dengan stakeholder bidang perikanan untuk mendapatkan bantuan.

4) Adanya kebijakan penguatan kelembagaan melalu penyuluhan oleh

tenaga aparatur perikanan kepada kelompok perikanan binaan.
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5) Adanya ketersedian fasilitas produksi bahan pangan tepat guna

6) Adanyapenanganan bencana pertanian (bahan pangan)

7) Adanya pendampingan kelompok tani

8) Adanya peningkatan pertumbuhan produksi bahan pangan diukur dari
jumlah produksi hasil budidaya jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu,
dan ubi jalar serta penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana

pertanian

U Hambatan/Permasalahan yang dihadapi
1) Adanya ahli fungsi lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat
pemukiman dan tempat pariwisata
2) Pengaruh iklim dan cuaca terhadap stabilitas ketahanan pangan Kota

Tomohon

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Dalam menuju kemandirian pangan, produktivitas pangan dilakukan
dengan penggunaan teknologi dan inovasi yang unggul.

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah
Kota Tomohon mengajak petani memanfaatkan semua program kaitan
pengembangan pertanian sehingga dapat mengembangkan hasil-hasil
pertanian.

3) Melaksanakanpanen raya di Kota Tomohon.

4) Pengembangan hilirisasi dan inovasi jagung hibrida untuk mendorong
gerakan bakobong (berkebun) dalam rangka memanfaatkan lahan lahan
tidur di tengah masyarakat hingga menjadi produktif untuk mewujudkan

ketahanan dan kedaulatan pangan.

U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Penggunaan sumber daya Manusia di Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota
Tomohon dapat dijabarkan sebagai berikut, jumlah ASN yang mendukung pelaksanaan

Tugas Pokok dan Fungsi dalam tahun 2022, sebanyak 88 pegawai.

129



U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
a. PengawasanPenggunaan Sarana Pertanian
b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan
Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
c. PengembanganPrasaranaPertanian
d. PembangunanPrasaranaPertanian PengadaanBenih/Bibit Ternak yang
sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
2) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Pengendaliandan PenanggulanganBencanaPertanian Kabupaten/Kota
3) Program Penyuluhan Pertanian

PelaksanaanPenyuluhan Pertanian
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SASARAN

“MENINGKATNYA KETAHANAN
STRATEGIS 8:

PANGAN”

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran i Me ni n g k Ketahapasm Pangano
Tahun 2023

Cadangan
beras

1 | Pemerintah ton 3,55 3 3,621 120,7 3 3,591 119,7 37 11,8Y 31,89 37 31,89
Kota

Pola Pangan
Harapan

. skor 85,77 88,8 89,74 101,06 87,1 91,45 104,99 87,6 91,45Y 104,39 89,1 102,64
Ketersediaan

Sumber : YLKJIPTahun 2023, Dinas PanganDaerah Kota Tomohon
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1. Cadangan Beras Pemerintah Kota
. _______________________________________________________________________________________________|]

Penyediaan cadangan pengan utama dalam hal ketersediaan beras wajib
disiapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi apabila dsuatu
wilayah atau sulitnya pasokan bahan pangan dari suatu wilayah akibat adanya
gangguan/bencana pada daerah pemasok beras, hal ini juga sejalan dengan
peraturan menteri pertanian tentang cadangan beras pemerintah kabupaten/kota.
Penguatan cadangan pangan yang dimaksudkan adalah penyediaan cadangan
pangan beras pemerintah/cadangan beras pemerintah kota (CBPK). Parameter yang
digunakan untuk menghitung kebutuhan cadangan pangan suatu daerah/kabupaten
kota adalah:

80% x cadangan beras total

propinsi x ratio jumlah penduduk
Penguatan Cadangan Pangan = )
Kota Tomohon terhadap jumlah

penduduk propinsi

Berdasarkan formula perhitungan di atas, diperoleh penguatan cadangan
beras Pemerintah Kota Tomohon pada tahun 2023 dari target 37 Ton terealisasi 12
Ton dengan capaian kinerja 32,43% dengan predikat kriteria penilaian realisasi
kinerja fsangat r e n d a. #aian kegiatan yang terlaksana belum mencapaitarget
yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 namun telah mencapai
target Cadangan Beras Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Badan Pangan
Nasional Nomor 15 tahun 2023. Untuk penyaluran cadangan pangan belum dapat
dilaksanakan karena belum ada aturan pelaksanaan yang ditetapkan. Aturan yang
menjadi dasar pelaksanaan penyaluran masih dalam proses pembahasan dengan
Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 untuk cadangan pangan
pemerintah daerah dengan menggunakan target nasional yaitu 0,49% dengan
jumlah target Cadangan beras Nasional 2,4 juta ton dan jumlah realisasi 11,8 ton.
Target Nasional tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional
Nomor 02/HK.02.05/K/1/2023 tentang Jumlah, Standar Mutu dan Harga Pembelian

dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2023.
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Capaiankinerja Tahun 2023 ditambahkan dengan stok akhir Cadanganberas capaian
berdasarkan standar nasional berjumlah 1,61%.

Stok akhir = 27,03 ton

PengadaanTahun 2023 = 11,8 ton

Total keselurahan Cadanganberas = 38,8 ton

Target Nasional = 2,4 juta ton

Gambar 3.10
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Sumber: Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon

U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Adanya sikap kooperatif dan terbuka dari pihak pemberi data pada saat
pelaksanaan kegiatan pendataan dan permintaan data Cadangan beras
Pemerintah Kota Tomohon;

2) Sumber data Cadangan beras Pemerintah Kéa Tomohon yang di ambil
dapat dipercaya tingkat kebenarannya; dan

3) Adanya dukungan pemerintah melalui anggaran untuk memenuhi
kebutuhan pengadaan cadangan beras serta kerja sama yang baik antara
pimpinan dan pelaksana kegiatan pengadaan cadangan baik DinasPangan

maupun Pihak ketiga (bulog).
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U Hambatan/Permasalahan yang dihadapi

1) Penyebab terjadinya penurunan kinerja pada indikator Cadangan Beras
Pemerintah Kota adalah adanya pergeseran anggaran Tahun 2023 serta
belum adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan
penyaluran Cadangan pangan pemerintah Kota Tomohon, sehingga
optimalisasi anggaran disesuaikan dengan prioritas yang lain. Dengan total
realisasi sepanjang 3 tahun berjalan periode renstra Pemerintah Kota
Tomohon telah berkontribusi sebesar 1,61 % pada pencapaian target
Ketersedian Cadangan Beras Nasional Tahun 2023.

2) Terbatasanya petugas pendataan cadangan beras Pemerintah Kota
Tomohon atau enumerator di lapangan;

3) Data cadangan beras Pemerintah Kota Tomohon yang dibutuhkan sebagai
bahan analisis seringkali tidak lengkap; dan

4) Terbatasnya waktu terhadap kebutuhan data cadangan beras Pemerintah

Kota Tomohon dengan ketersediaan data yang masih terlambat.

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon
melakukan penyediaan pangan di Kota Tomohon harus dibangun atas
dasar kemampuan produksi dalam daerah melalui optimalisasi seluruh
potensi yang ada di dalam daerah, mencakup sumber daya alam lahan dan
air, teknologi, dan sumber daya manusia;

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon
membentuk tim kerja dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan
peningkatan cadangan beras Pemerintah Kota Tonohon;

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon
melakukan penguatan unit organisasi pelaksanaan kegiatan melalui
bimbingan teknis dan pelatihan; dan

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon
melakukan evaluasi rutin dalam rangka peningkatan pemberdayaan fungsi

manajemen organisasi.
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U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Hasil analisis pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya Manusia di
Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon dalam melaksanakan program Indikator
Cadangan Beras Pemerintah Kota, dari Capaian Kinerja Sasaran sebesar
31,89% dengan capaian penggunaan anggaran sebesar 99,6% berarti
penggunaan sumber daya belum efisien karena capaian kinerja belum
memenuhi target yang ditetapkan dengan efisiensi sumber daya hanya

mencapai 32%.

U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator

1) Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan

dan kemandirian pangan

a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan
sesuai kewenangan kabupaten/kota;

b. Penyediaaninfrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;

c. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur
logistik;

d. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai
dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota daam rangka stabilisasi
pasokan dan harga pangan;

e. Penyediainformasi harga pangan dan neraca bahan makanan;

f. Pemantauanstock, pasokan dan harga pangan;

g. Pengelolaandan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota;

h. Pengadaancadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;

i. Penyusunan dan penetapan target komsumsi pangan per kapita per
tahun; dan

j. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi
pangan berbasis sumber dayalokal.

2) Program penanganan kerawanan pangan
a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;

dan
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b. Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan

kerentanan pangan.
3) Program pengawasan keamanan pangan

a. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah
kabupaten/kota;

b. Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah
kabupaten/kota; dan

c. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan

pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota.

2. Pola Pangan Harapan Ketersediaan
L _____________________________________________________________________________________|

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pemerintah Kota Tomohon diperoleh
melalui formula perhitungan sebagai berikut:
Skor Pola Pangan Harapan = Persentse AKG x Bobot Masing -masing

Kelompok Bahan

Berdasarkan formula perhitungan di atas, diperoleh realisasi skor pola pangan
harapan ketersediaan Pemerintah Kota Tomohon tahun 2023 sebesar 91,45 dari
target 87,6. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Tomohon berhasil
mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 104,39% dan termasuk
dal am predikat kriteri asereqat ai ahmualgimgdagl i sasi
membuktikan bahwa tingkat ketersediaan terhadap bahan pangan di pasaran cukup
tersedia.

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan di dpat dari 2 (dua) alat analisis
sebagai dasar perhitungan, yakni (1) Analisis Neraca Bahan Makanan, dan (2)
Analisis Pola Pangan Harapan Ketersediaan, produk akhir dari 2 jenis alat analisis
adalah Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 91,45 Angka Kecukupan Gizi:

U Ketersediaan Energy per Kapita per Hari : 2416 Kkal/Kapita/Hari
0 Ketersediaanprotein per Kapita per Hari : 159,24 Gram/Kapita/Hari

136



U Analisis Skor PPHKetersediaan
Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan
atas proporsi keseimbangan energy dari 10 (Sepuluh) kelompok bahan pangan,
teridiri dari kelompok padi padi - padian, umbi i umbian, hewani, minyak dan
lemak, buah/biji berminyak, kacang i kacangan, gula, buah dan sayur, lainnya
dengan skor 91,45. Kegunaan dari skor pola pangan harapan ketersediaan
adalah untuk membandingkan kontribusi konsumsi/ketersediaan energi (%
AKG) aktual dengan komposisi energi harapan, hasil analisis untuk Kota
Tomohon Tahun 2023. Skor Pola Pangan Harapan 91,45 artinya untuk

2.416 Kkl/perkapita/hari

Kecukupan Gizi (AKG) 91,45. Secara ringkas dapat digambarkan pada tabel

ketersediaan energi dengan prosentase Angka

berikut ini:

Tabel 3.31
Perbandingan Tareget dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Berdasarkan Indikator Tujuan/Sasaran

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
1) ) ©) 4 ®)
Skor PolaPanganHarapan
Konsumsi
1 | Konsumsienergi per kapita | 5104 o | 2335,2 Kkal 111,2%
per hari
2 Konsumsn protein per kapita 57 Gram 76,3 Gram 133,8%
per hari
Pola Pangan Harapan (PPH) 0
3 KONSUMSi 92.5 skor 90,7 skor 98%
4 Wilayah ~ ketahanan  dan 1 dokumen 1 dokumen 100%
kerentanan pangan
Penguatan CadanganPangan
1 Cadanganberas pemerintah 37 ton 11.8 ton 31.89%
kota
Stabilitas Harga Pangan Pokok
(CV Harga Pangan)
1 Komoditi Beras 5% 4,65 % 93%
2 Komoditi Cabai Rawit 25 % 56 % 224%
3 Bawang Merah 20 % 16,1 % 80,5%
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Makanan (NBM)

4 Telur Ayam Ras 10 % 6,72 % 67,2%
5 Daging Ayam Ras 10 % 3,64 % 36,4%
Skor PolaPanganHarapan
Ketersediaan

1 | Ketersediaan —energi per | /44 | 2416 Kkal 100,66%
kapita per hari

5 Ket(_arsedlaan _ protein  per 63 Gram 159,24 252.75%
kapita per hari Gram

g |Analisis  Skor PPH I g7 6 qior | 91.45 skor 104,39%
Ketersediaan

4 Analisis — Neraca  Bahan 1 Dokumen | 1 Dokumen 100%

Sumber: LKJIPTahun 2023, Dinas PanganDaerah Kota Tomohon

U Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

Analisis Neraca Bahan Makanan digunakan untuk mengukur dan mengetahui

kemampuan ketersediaan bahan pangan dalam suatu daerah/wilayah ditinjau

dari; aspek kebutuhan, aspek ketersedian, dan aspek keterjangkauan. Hasil

analisis berdasarkan data yang tersedia untuk Kota Tomohon Tahun 2023

ketersediaan bahan pangan ditinjau dari aspek ketersediaan, kebutuhan, dan

keterjangkaiuan, cukup tersedia dengan gambaran hasil analisis dapat dilihat

pada tabel berikut:
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Tabel 3.32
Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan Terhadap Ketersediaan
Kalori -Protein -Lemak Tahun 2023

KALORI PROTEIN LEMAK
(Kkal/Hari) (Gram/Hari) (Gram/Hari)
1) (@) (€) 4) (©)

1 Padii Padian 934 41,5 9,98
2 Makanan Berpati 413 5,48 14,2
3 Gula 250 0,01 0,02
4 Buah/Biji Berminyak 113 54,12 49,49
5 Buahi Buahan 49 1,1 2,19
6 Sayur1 Sayuran 130 21,14 5,49
7 Daging 119 18,4 40,52
8 Telur 49 3,67 3,45
9 Susu 24 1,17 1,27
10 lkan 37 12,21 1,91
11 Minyak dan Lemak 298 0,44 63,17
TOTAL 2416 159,24 191,69

Sumber Nabati 2187 123,78 144,54
Sumber Hewani 229 35,45 47,15

Sumber: Dinas PanganDaerah Kota Tomohon

U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Penyebab keberhasilan dalam pelaksanaan analisis pola pangan harapan
ketersedian adalah Data dan Sumber daya. Data yang benar akurat dan
lengkap serta sumber daya yang memadai adalah penunjang keberhasilan
indikantor ini. Baik pihak pemberi data yang bersikap terbuka, Sumber
data yang akurat serta pengelola data yang kompeten sangat menunjang
keberhasilan indikator pola pangan harapan ketersedian.

2) Adanya sikap kooperatif dan terbuka dari pihak pemberi data pada saat
pelaksanaan kegiatan pendataan dan permintaan data pola pangan
harapan ketersediaan pangan di Kota Tomohon;

3) Sumber data pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kota Tomohon
yang di ambil dapat dipercaya tingkat kebenarannya;

4) Pejabat pengolah data pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kota
Tomohon memiliki kompetensi sesuai tugas dan fungsi; dan

5) Sumber daya yang memadai adalah penunjang keberhasilan indikantor ini.
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U Hambatan/Permasalahan yang dihadapi
1) Terbatasanya petugas pendataan pola pangan harapan ketersediaan
pangan di Kota Tomohon atau enumerator di lapangan;
2) Data pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kota Tomohon yang
dibutuhkan sebagai bahan analisis seringkali tidak lengkap; dan
3) Terbatasnya waktu terhadap kebutuhan data pola pangan harapan
ketersediaan pangan di Kota Tomohon dengan ketersediaan data yarg

masih terlambat.

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon
membentuk tim kerja dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan
peningkatan pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kota Tomohon;

2) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon
melakukan penguatan unit organisasi pelaksanaan kegiatan melalui
bimbingan teknis dan pelatihan;

3) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon
melakukan evaluasi rutin dalam rangka peningkatan pemberdayaan fungsi
management organisasi;

4) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon
melakukan peningkatan kapasitas sumber daya penganalisis ketahanan
pangan; dan

5) Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daeah Kota Tomohon
melakukan penganggaran dana dan sumber dana pendukung

pelaksanaan kegiatan.

U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi didefinisikan sebagi suatu hubungan antara hasil (output)
yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk
mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam

pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.
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KINERJA ANGGARAN TQ;ZN
INDIKATOR SATUAN
KINERJA EFISIENSI
TARGET | REALISASI % TARGET REALISASI % SUMBER
DAYA
mfainga" SKOR 87.6 91.45 104.39 Rp Rp
) 10,000,000 9,716,300 | 97,16 107,44%
Ketersediaan

Dalam pelaksanaan indikator ini efesien sumber daya sangat efisien
yaitu 107,44%, karena capaian realisasi kinerja 104,39% sedangkan capaian

anggaran hanya 97,16% artinya efisiensi sumber daya sangat baik.

U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator

1) Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan

dan kemandirian pangan

a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan
sesuai kewenangan kabupaten/kota;

b. Penyediaaninfrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;

c. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur
logistik;

d. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai
dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota daam rangka stabilisasi
pasokan dan harga pangan;

e. Penyediainformasi harga pangan dan neraca bahan makanan;

—h

Pemantauan stock, pasokan dan harga pangan;

Pengelolaandan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota;

= «Q

Pengadaancadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;

Penyusunan dan penetapan target komsumsi pangan per kapita per
tahun; dan
j. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi
pangan berbasis sumber daya lokal.
2) Program penanganan kerawanan pangan
a. Penyusunanpeta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
b. Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan

kerentanan pangan.
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3) Program pengawasan keamanan pangan

a.

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah
kabupaten/kota;
Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah
kabupaten/kota;
Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan

pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota.
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SASARAN “MELAKSANAKAN REFORMASI

BIROKRASI DAN MEWUJUDKAN TATA
KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK”

STRATEGIS 9:

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Sasaran i Me | a k s a Redokneagi Birokrasi Dan Mewujudkan
Tahun 2023

Tata Kelola Pemerintah Yang Bai k 0

1 :;i‘:oekkrzge“ormas' Nilai 54,12 58-61 5509 | 9498 | 6164 58,68 | 9619 | 64-67 | 64,58" 100,9 >75 86,11
Opini BPK

2 | terhadap laporan WTP WTP WTP WTP 100 WTP WTP 100 WTP WTP) 100 WTP 100
keuangan

3 | Indeks SPBE Nilai 1,65 2 1,67 83,5 25 1.76 70,4 3 33 100 338 78,95
Skor Kinerja

4 | penyelenggaraan Skor 3,1543 34 3,5660* 104,88 3,45 2,5406 73,64 3,8 2,5406 66,85 4,25 81,79
Pemerintah Daerah

5 | Nilai SAKIPKota Nilai 62,99 65-67 64,01 98,47 67-71 64,45 96,19 | 71-74 64,719 91,14 >80 80,89
Sumber:  YSurat Kementrian PendayagunaanAparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Inondesia Nomor: B/570/RB.06/2024 Perihal Hasil

EvaluasiPelaksanaanReformasi Birokrasi Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2024

2 Badan PengelolaanKeuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon
¥ Surat Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Inondesia Nomor 13 Tahun 2024

“)Laporan hasil EvaluasiSAKIPKota Tomohon Tahun 2023

®Merupakan capaian sampai tahun 2022, karena mengacu pada realisasi tahun 2022
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1. Indeks Reformasi Birokrasi
.|

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi
pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang
bertujuan padapemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN,dan
memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Hasil penilaian pelaksanaan
Reformasi Birkorasi (Lihat Tabel 3.33) sepajang tahun 2021 sampai
tahun 2023 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Ini berarti
Pemerintah Kota  Tomohon dari tahun ke tahun  terus
melaksanakan dan meningkatkan reformasi birokrasi. Jika sampai
tahun 2022 indeks reformasi birokrasi masih dikategorikan CC,
maka pada tahun 2023 telah dikategorikan B, dengan nilai 64,58,
capaian 100,90% predikat i s a n gtaitng gi O .
Mulai tahun 2023 dilakukan penajaman terhadap indikator
pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan indikator yang terdapat dalam
Rencana Aksi Roformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik
sehingga tidak lagi menggunakan indikator pada 8 (delapan) Area
Perubahan. Tujuan yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum
penaj aman adal ah APemerintahan yang baik
dari Road Map RB 20202024 setelah penajaman adal a
bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan
pel ayanan publ i ko. Tujuan RB harus diara
utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah
terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan
kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas
KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara

lainnya. Hasil evaluasi ssecara rinci seperti pada Gambar 3.11.
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Gambar 3.11
Laporan Hasil Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Tomohon Tahun 2023

. b KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
‘ DAN REFORMASI BIROKRASI
. REPUBLIK INDONESIA
G l'b JALAN JENDE RAL SUOITOAAN IV 68, JAARTA 12150
o e vose. TELEFON (C21) 7305181 - 7330302, FAKSINILE (0210 72823323, SITUS Btiociwww.menpan 9o st

e —
v s

Nomor B/STO'RB,06/2024 1 Februzan 2024

Hal . Hasll Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Yth. Sekretaris Daerah Kota Tomohon
di
lempat

Sesuai dergan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand
Desgn  Reformasi  Birokrasi  Tebun  2010-2025 dan  Paraturan  Menterl
Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRS) Nomar
3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024,
Tim Penilai Nasional {TPN) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan refarmass
birokras: pada Pemerintah Kota Tomohon, Petaksanaan evaluasi berpedoman pada
Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Evaliasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menterl PANRE Namor
739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Tekms Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023,
Perubahan mendasar dan pedoman tersebut adalah penekanan pada raformasi
birokrasi berdampaic dan kolabarstif.

Tujuan evaluasi unfuk menlai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birckrasi
({RB) dalam rangka mencapai sasaran Terciptanys tata Kelola pemeriniahan digasl
yang efektif, lincah, dan Kolaboralif serta ferciptanys budaya birokrasi BerAKHLAK
dengan ASN yang profesional. Selain itu, evaluasi ini jupa bertujuan unuk
memberkan saran parbaikan dalam rengka meningkatkan kualitas RE di lingkungan
Pamedntah Kota Tomohan.

Bardasarkan evaluasi yang telah dilsksansken, kesimpulan hasil evaluasi
adalah sebagai barikut:

Indeks RE Pemarintah Kota Toemohon lahun 2023 adalah 64,58 dengan kategori “B".
Rincian has# evaluasi tarsabut adalah sebagai berikut:

RB General
B | RB Tomatik 20 7,42
C |Indeks RB = 120 64,58
B

Sumber: LHEPelaksanaanRB Tahun 2023

146



0 Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Adanyakomitmen pimpinan untuk membuat program pendukung indikator
RB General dan RB Tematik;

2) Rencana aksi pada indikator RB General dan RB Tematik telah
dilaksanakan oleh PD pengampu melalui implementasi program dan
kegiatan;

3) Menyempurnakan indikator kinerja individu;

4) Memperkuat pelaksanaanagen perubahan;

5) Meningkatkan pengendalian internal,

6) Meningkatkan pembangunan Zona Integritas; dan

7) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ui Hambatan/Permasalahan yang dihadapi
1) Kurangnya pemahaman terkait penajaman RB General dan RB Tematik;
2) Keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Tomohon;
3) Terdapat Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan
Rencana aksi pada indikator RB General dan RB Tematik dikarenakan
keterbatasan anggaran; dan

4) Kurangnya pelaksanaanmonitoring dan evaluasi.

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Dalam menyusun road map Reformasi Birokrasi tahun 2021-2024 harus
memperhatikan hasil reviu terhadap kekurangan road map periode
sebelumnya, mengintegrasikan dengan RPJMD Kota Tomohon dan
menindaklanjuti Rencana Aksi pembangunan RB General dan RB Tematik;

2) Melaksanakan Bimbingan Teknis terkait Penajaman Rencana AKsi
pembangunan RB General dan RB Tematik terhadap seluruh PD;

3) Pemerintah Kota Tomohon perlu menganggarkan dana yang
diperuntukkan untuk pembuatan inovasi-inovasi dalam Rencana AKksi

pembangunan RB General dan RB Tematik; dan
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4) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi

pembangunan RBGeneral dan RB Tematik Pemerintah Kota Tomohon.

U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang mendukung
tercapainya indikator aksi reformasi birokrasi general dan tematik tahun 2023
didukung program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan reformasi

birokrasi Kota Tomohon.

U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
Keberhasilan indikator ini didukung oleh Program Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi

dan Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

2. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) terhadap
penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon dijadikan indikator
dalam menilai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan
daerah dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis
efektif dan transparan. Dalam laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan provinsi
Sulawesi Utara terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon
Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan pada Tahun 2024, B/ Rl memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kel0 kali secara berturut-turut. BPK telah
memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon yang terdiri atas
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember. Menurut Opini BPK, Laporan
keuangan Pemerintah Kota Tomohon disajikan secara Wajar dalam semua hal yang
material. Hal ini menunjukkan predikat pencapaian indikator kinerja sampai

dengan tahun 2023 termasuk dalam kategori isangtat nggi oO.
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Terget Kinerja tahun 2024 yang ingin dicapai adalah kembali meraih opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesebelas kali guna menjagakepercayaan
publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, dan didukung oleh penyampaian
laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP. Disadari bahwa opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) bukan lagi merupakan sebuah prestasi melainkan sebuah
kewajiban yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota
Tomohon melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bersama
sama dengan seluruh Perangkat Daerah yang ada dan Instansi terkait, bertekat akan

terus bekerja keras untuk mempert ahankan Opini yang diberikan oleh BPK RI.

U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Adanya sosialisasi Peraturan walikota Tomohon Nomor 1 tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerabh;

2) Komitmen Pimpinan untuk mempertahankan Opini WTP dengan
melaksanakan Evaluasi dan pengawasan secara berjenjang;

3) Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah untuk
mewujudkan tata  kelola pemerintahan yang baik (Good

Govenrnance);

U Hambatan/Permasalahan yang dihadapi
1) Belum efisiennya penyerahan Laporan Keuangan oleh perangkat daerah
karena laporan tersebut diserahkan secara manual (tidak secara online)
oleh masing-masing perangkat daerah sehingga terjadinya
keterlambatan penyerahan laporan keuangan perangkat daerah itu
sendiri; dan
2) Masih kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

U Strategi/solusi pemecahan masalah
1) Mendayagunakan komitmen dari setiap Perangkat Daerah untuk taat

waktu dalam penyerahan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
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2) Meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK
melalui kegiatan rekonsiliasi antar bidang;

3) Meningkatkan komitemen koordinasi yang baik antara Perangka
Daerah;

4) Mendayagunakanide-ide dalam pengembangan sarana dan prasarana;

5) Pemanfaatan lembaga diklat dan penyesuaian penyusunan laporan
keuangan; dan

6) Menciptakan produk hukum sebagai acuan sistem pengendalian intern;

7) Melakukan perbaikan berkelanjutan disetiap OPD dalam setiap tahap
pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan sampai dengan
pertanggungjawaban;

8) Mentaati aturan yang berlaku;

9) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan;

10)Pengembangan SDM yang berkesinambungan;

U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam melaksanakan tugastugas dan fungsi yang berkaitan dengan
Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon
dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkompetensi. Sumber daya
manusia dalam hal ini berasal dari unsur Pemerintah Kota Tomohon melalui
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sebagai

pelaksana program dan kegiatan.

U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasiKinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- PenyediaanJasaPenunjang Urusan Pemerintah Daerah
- PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- Koordinasi dan PenyusunanRencanaAnggaran Daerah
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- Koordinasidan PenyusunanRencanaAnggaran Daerah

- Koordinasidan PelaksanaanAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- Penunjang Urusan Kewenangan PengelolaanKeuangan Daerah

- Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Lingkup Keuangan Daerah

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
PengelolaanBarang Milik Daerah
4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah

3. Indeks SPBE

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada Pengguna yaitu instansi pusat, pemerintah daerah,
pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak
lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas,
dan keamanan. Nilai Indeks SPBEadalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat
pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif
dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain. Hasil
audit Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Brokrasi terhadap tingkat penerapan SPBE Kota Tomohon tahun 2023
sebesar 3,00 dengan kategori baik (lihat Tabel 3.34). Ini sesuai terget yang
ditetapkan Pemerintah Kota Tomohon pada tahun 2023, sehingga realisasinya

sebesar 100% dengan kategorii s angat git o ng
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Tabel 3.34

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah

Sulawesi Utara Tahun 2023

1 | Pemerintah Provinisi SulawesiUtara 2.30 Cukup
2 | Pemerintah Kab. Minahasa 1,81 Cukup
3 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow 3,52 Sangat Baik
4 | Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe 2,29 Cukup
5 | Pemerintah Kab. Minahasa Selatan 2,19 Cukup
6 | Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud 2,18 Cukup
7 | Pemerintah Kab. Minahasa Utara 2,68 Baik
8 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara 2,19 Cukup
9 | Pemerintah Kab. Siau Tagulangdang Biaro 2,15 Cukup
10 | Pemerintah Kab. MinahasaTenggara 2,83 Baik
11 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2,34 Cukup
12 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur 2,46 Cukup
13 | Pemerintah Kota Manado 2,95 Baik
14 | Pemerintah Kota Bitung 2,83 Baik
15 | Pemerintah Kota Tomohon 3,00 Baik
16 | Pemerintah Kota Kotamobagu 2,73 Baik
Sumber: SKMenpan RBNomor 13 Tahun 2024
U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon telah
menghasilkan inovasi i inovasi Pelayanan Publik bahkan Inovasi Layanan
Pemerintahan yang berbasis elektronik bahkan secara online yang telah
dilaunching ke publik;

2) Perlu melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE

3) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan pemerintah

4) Menerapkan manajemen keamananinformasi yang terpadu
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U Hambatan/Permasalahan yang dihadapi
1) Inovasi Layanan Pemerintahanyang berbasis elektronik belum didukung
dengan kebijakan / aturan mengikat terhadap pelaksanaan layanan;
2) Belum dilakukan monitoring dan evaluasi SPBEsecararutin
3) Masih kurangnya manajemen dan teknologi layanan SPBEyang tepat
guna dan tepat sasaran.
4) Kurangnya harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah

dan pimpinan instansi;

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Peningkatan kualitas SDM yang ditunjang dengan komitment Pimpinan
untuk membangun sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang
handal;

2) Membuat kebijakan terkait pengelolaan Pemerintahan yang berbasis
elektronik serta kebijakan terkait layanan internal Pemerintah maupun
layanan Publik;

3) Melakukan perbaikanperbaikan dan pembenahan disetiap domain dan
aspekyang dinilai seperti kebijakan internal definitive, adanya tim
pengarah SPBE, rencana induk SPBE, kebijakan integrasi data dan
integrasi aplikasi pemerintah

4) Melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE

5) Meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan

masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;

U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugastugas dan fungsi yang berkaitan dengan Indeks
SPBE Kota Tomohon dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang
berkompetensi. Sumber daya manusia dalam hal ini berasal dari unsur
Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah
Kota Tomohon sebagai pelaksana program dan kegiatan dan Tim Penyelenggara

SPBE Pemerintah Daerah Kota Tomohon sebagai pengolah.
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U Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
1) Program Aplikasi Informatika
- Pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Egovernment di lingkup Pemerintah daerah
kabupaten/kota
2) Program Informasi dan Komunikasi Publik
- Perumusankebijakan teknbis bidang informasi dan komunikasi publik

- Layanan hubungan media

4. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang
disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat
capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah
memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah
(LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Penyusunan LPPD
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan da Ealuasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis penyusunan LPPD tahun 2023
telah diberikan pedoman dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
100.2.2.7/8697/OTDA tanggal 1 Desember 2023 perihal Penyampaian Pedoman
Penyusunan Laporan Penyetnggaraan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Adapun hasil yang diperoleh Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2023 belum ada, karena LPPD
tahun 2023 pengerjaannya masih dalam tahapan perampungan di tahun 2024 ini.
Sebagai bahan evaluasi diambil realisasi pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,5406
(sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tomohon). Jika mengacu
pada target tahun tersebut maka capaiannya sebesar 73,64% dan dikategorikan

fcedango
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Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variabel, yaitu:
indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi (IKM)
dengan bobot 5%.

Pengelompokanprestasi capaian kinerja:

» Skor 3 < ST < 4 artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST)
» Skor 2 < T < 3 artinya berprestasi Tinggi (T)

- Skor 1 < S < 2 artinya berprestasi Sedang (S)

» Skor 0 £ R £ 1 artinya berprestasi Rendah (R).

U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator

1) Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan Perangkakt Daerah
terhadap penyusunan LPPD;

2) PenyusunanLPPDtelah dilaksanakan secaraelektronik (E-LPPD);

3) Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka  penyusunan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Tomohon dengan
seluruh perangkat Daerah;

4) Mengidentifikasi urusan pemerintahan dan indikator capaian kinerja yang
masih rendah, sebagai bahan untuk kebijakan pengalokasian anggaran
yang lebih baik; dan

5) Tingkat pemahaman tim penyusun LPPDsudah baik.

U Hambatan/Permasalahan yang dihadapi

1) Beberapa perangkat daerah tidak menyampaikan data secara tepat
waktu;

2) Hasil EKPPD belum sepenuhnya menjadi bahan penetapan target capaian
kinerja dalam perencanaan perangkat daerah maupun RKPD;

3) Beberapa perangkat daerah tidak menyampaikan data secara tepat
waktu;

4) Penyajian data pendukung belum terpilah secarabaik dan rapih; dan

5) Kesalahanpersepsidalam menentukan data pendukung yang dibutuhkan.
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U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Mengidentifikasi urusan pemerintahan dan indikator capaian kinerja yang
masih rendah, sebagai bahan untuk kebijakan pengalokasian anggaran
yang lebih baik;

2) Menyelenggarakan bimbingan teknis atau workshop bersama pemerintah
pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara intensif dalam rangka
mengoptimalkan pemahaman terhadap metode dan cara penghitungan
capaian kinerja, serta menyusun data dukung akurat, jelas, rapih, baik dan
dapat dipertanggungjawabkan; dan

3) Memberikan batas waktu penyampaian data pendukung LPPD kepada

Perangkat Daerah.

U Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang mendukung
tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023
didukung oleh Tim Penyusun PenyelenggaraanPemerintah Daerah Pemerintah
Kota Tomohon yang termuat dalam Surat Keputusan Walikota Tomohon
Nomor 42 tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan
Pertanggungjaaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Tahun 2023.

U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indik ator
Keberhasilan indikator ini didukung oleh Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:
1) Administrasi Umum Perangkat Daerabh;
2) PengelolaanAdministrasi Kewilayahan;
3) FasilitasiPelaksanaanOtonomi Daerabh;
4) Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
5) FasilitasiKerjasama Luar Negeri;

6) Fasilitasikerja sama daerah.
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5. Nilai SAKIP Kota
————————————————————————————

Sasaran Strategis 3 (tiga) ini merupakan upaya untuk mencapai Misi ke-5
yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026, vyaitu
AMewujudkan Pel ayanan Pemerintah yang Bersilt
satu indikator pendukung keberhasilan misi ke-5 melalui Nilai SAKIP yang diperoleh
oleh Pemerintah Kota Tomohon. Pemberian nilai evaluasi SAKIP kepada Pementah
Daerah bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban
atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya
pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government) serta
memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi ini diberikan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk piagam penghargaan dan
Laporan Hasil Evaluasi kepada Kepala Daerah atas capaian temsbut.

Evaluasi AKIP dilakukan dengan tujuan:

1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem
akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).

2) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja
dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

3) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan
kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Gambar 3.12
Trend Nilai SAKIP Kota Tomohon Sampai Tahun 2023

Nilai SAKIPKota Tomohon

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Sumber: Data olahan
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Adapun capaian kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Tomohon
menunjukkan hasil yang baik, penilaian tahun 2016 dengan kategori CC, penilaian
tahun 2017 dengan nilai 60,03 (kategori B) , penilaian tahun 2018 dengan nilai
62,17 (kategori B) , penilaian tahun 2019 dengan nilai 62,99 (kategori B) ,
penilaian tahun 2020 dengan nilai 64,01 (kategori B) , penilaian tahun 2021
dengan nilai 63,09 (kategori B), penilaian tahun 2022 dengan nilai 63,93
(kategori B) , dan penilaian tahun 2023 dengan nilai 64,45 (kategori B)
Sedangkan capaian kinerja tahun 2024 untuk penilaian kinerja tahun 2023 adalah
64,71 (kategori B) . Secara lengkap hasil evaluasi SAKIP Kota Tomohon untuk
tahun 2023 termasuk dalam kategori kinerja i sanga't 0 sepegi gambar

berikut.

Gambar 3.13
Hasil Evaluasi SAKIP Kota Tomohon Tahun 2023

3. Hasil Evaluasi
Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tomohon menunjukkan
bahwa nilai sebesar 64,71 dengan predikat “B". Hal tersebut menunjukkan bahwa
implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik
pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu
adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai

Komponen Yang Dinilai Bobot 2022 2023
a. | Perencanaan Kinerja - 30 21,48 21,47
b. | Pengukuran Kinerja 3 | 2106 21,18
c. | Pelaporan Kinerja 15 9,18 ‘ 9,32
d. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 12,73 ' 12,74
Nilai Hasil Evaluasi IR 100 64,45 64,71

Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B

Sumber: Laporan Hasil EvaluasiSAKIPKota Tomohon Tahun 2023

U Faktor -faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Indikator
1) Melakukan penyempurnaan keselarasan penjabaran kinerja baik dari
sasaran strategis sampai ke indikator yang telah ada sampai ke level
individu;
2) Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran

dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran;

158



3) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Perangkat
Daerah, serta kualitas evaluasi program;

4) Adanya peningkatan dari Perangkat Daerah Dalam penyusunan LKjIP
walaupun disadari masih banyak kekurangan;

5) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas
dan manajemen kinerja serta melakukan inovasi i inovasi, baik inovasi
percepatan pelayanan publik maupun inovasi peningkatan kinerja pegawai;

6) Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP;

7) Tetap menjaga sinergitas birokrasi dan meminimalisasi ego sektoral yaitu
bekerja secara tim bukan Superman tetapi Supertim;

8) Terus menerus melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah
tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), sehingga diharapkan Perangkat Daerah secara bertahap lebih
paham terhadap SAKIP dan manfaat dari implementasi SAKIP.

U Hambatan/Permasalahan  yang dihadapi

1) Sistem pengumpulan data/informasi di perangkat daerah belum optimal;

2) Kurangnya pemahaman sumber daya manusia pengelola SAKIP Perangkat
Daerah dalam metode dan sistematika penyusunan SAKIP;

3) Belum optimalnya akurasi data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pelaporan sebagai bahan penyusunan SAKIP Kota Tomohon;

4) Perangkat Daegah belum memahami cara menetapkan Indikator yang baik
dan belum mengerti dalam menentukan Indikator Eselon II, eselon Il dan
eselon 1V;

5) Pelaksanaan manajemen kinerja yang masih berorientasi pada i out put 0
daripadafiout c o me 0 ;

6) Kualitas perencanaan kinerja yang belum menggambarkan alur logika
program dan kinerja yang logis;

7) Penetapan kinerja baik kinerja utama maupun kinerja sasaran atau kinerja
program yang belum berorientasi hasil (outcome);

8) Belum optimalnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan serta dibahas
dalam SAKIP; dan
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9) Belum dimanfaatkannya SAKIP dalam penyusunan rencana dan

pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.

U Strategi/solusi pemecahan masalah

1) Memperbaiki Dokumen Perencanaanseiring dengan Perubahan RPJMDdan
Renstra;

2) Penguatan komitmen. Penguatan komitmen merupakan keniscayaandalam
rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tomohon;

3) Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah secara
berkala;

4) Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional;

5) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SAKIP kepada seluruh
perangkat daerah;

6) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Perangkat
Daerah, serta kualitas evaluasi program;

7) Melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif terhadap capaian
kinerja, baik di tingkat Kota maupun di PD masing-masing, sebagai dasar
penerapan pemberian reward and punishment, dalam rangka semakin
mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan
Pemerintah Kota Tomohon;

8) Mengoptimalkan evaluasikinerja Internal; dan

9) Memberikan batas waktu penyampaian data pendukung SAKIP kepada

Perangkat Daerah.

U Analisis Efisiens i Penggunaan Sumber Daya
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang mendukung
meningkatnya Nilai SAKIP Pemerintah Kota Tomohon, Tahun 2024 didukung
oleh Tim Penyusun SAKIP Pemerintah Kota Tomohon bersama dengan
pengelola SAKIP Perangkat Daerah yang suanan tugas dan keanggotaannya
ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 17 Tahun 2024
tentang Pembentukan Tim PenyusunLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota

Tomohon Tahun 2023 dan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
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U Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Indikator
Keberhasilan indikator ini didukung oleh Program Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi,

dan Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
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B. REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 23 indikator

sebagaimana yang telah ditetapkan maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk
setiap sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.35. Total anggaran Pendapatan Daerah
sebesar Rp.632.808.516,000,00 dengan realisasi sebesar Rp.616.085.641.555,93,
capaian 97,36%. Total anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.676.237.054.062,00
dengan realisasi sebesar Rp.638.650.110.939,00, capaian 94,44%. Total anggaran
Pembiayaan Daerah sebesar Rp.56.948.235.162,00 denga realisasi sebesar
Rp.56.948.235.162,44, capaian 100%. Sedangkan untuk total anggaran Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebesar Rp.391.999.049.593,00
dengan realisasi sebesar Rp.373.176.155.616,00. capaian 95,20%. Anggaran
realisasi dan capaian Program lainnya seperti pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35
Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tomohon
Menurut Organisasi dan Program
Tahun Anggaran 2023

URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
PENDAPATAN DAERAH 632.808.516.000,0
0| 616.085.641.55593 97,36%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR 11.375.000.000,00 8.626.315.977,00 75,84%
REHE AL 10.375.000.000,00 8.134.666.137,00 78,41%
NONPROGRAM 10.375.000.000,00 8.134.666.137,00 |  78,41%
PIERERUR AL DA PR [RLUANE 1.000.000.000,00 491.649.840,00 49,16%
NONPROGRAM 1.000.000.000,00 491.649.840,00 | 49,16%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
2RSS PANIRISNIE A AHEEA AN AN DA 2.800.000.000,00 1.462.255.545,00 52,22%
e 2.000.000.000,00 1.081.057.600,00 54,05%
NONPROGRAM 2.000.000.000,00 1.081.057.600,00 |  54,05%
PERALEL TR 750.000.000,00 319.971.945,00 42,66%
NON PROGRAM 750.000.000,00 310.971.94500 |  42,66%
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ST I 122,45
NON PROGRAM 50.000.000,00 61.226.000,00 | 122,45%
s 2.500.000.000,00 322.515.000,00 12,90%
PARIR AT 2.500.000.000,00 322.515.000,00 12,90%
NONPROGRAM 2.500.000.000,00 322.515.000,00 |  12,90%
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URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

616.133.516.000,0

0| 605.674555.03393 98,30%
KEUANGAN 616.133.516.000,0
0| 605.674555.03393
NON PROGRAM
616.133.516.000,00 605.674.555.033,93 |  98,30%
BELANJA DAERAH 676.237.054.062,0
0| 638.650.110.939,00 94,44%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
339.768.498.151,0
DENSA FEESTANAN DASAR 0| 318163.485.058,00 93,64%
PENDIDIKAN 129.699.381.997,0
0| 123.733.250.894,00 95,40%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 93.495.303.903,00 89.300.303.250,00 |  95,51%
PROGRAMPENGEMBANGAKEBUDAYAAN 738.407.200,00 656.095.140,00 |  88,85%
PROGRAMPENGELOLAARENDIDIKAN 28.800.512.404,00 27.390.770.658,00 |  95,11%
PROGRANPENGEMBANGAKESENIAN
TRADISIONAL 20.000.000,00 20.000.000,00 |  100,00%
PROGRAMPENDIDIKDAN TENAGAKEPENDIDIKAN 6.501.338.190,00 6231.009.046.00 | 95.86%
PROGRAMPEMBINAANSEJARAH 25.227.300,00 23.242.000,00 |  92,13%
PROGRANPELESTARIANDANPENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA 118.593.000,00 110.930.800,00 |  93,54%
KESEHATAN
117.480.408.478,0
0| 108.941.972.532,00 92,73%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 61.494.068.403,00 57.677.675.822,00 |  93,79%
PROGRAMPEMENUHANJPAY AKESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT 54.287 548.975,00 49.777.191.759,00 |  91,69%
PROGRANPENINGKATANKAPASITASSUMBER
el Sl S s 242.449.100,00 167.693.600,00 |  69,17%
PROGRANSEDIAANFARMASI ALATKESEHATAN
DAN MAKANAN MINUMAN 400.342.000,00 274811.351,00 |  68,64%
PROGRAMPEMBERDAYAANASYARAKABIDANG
KESEHATAN 1.056.000.000,00 1.044.600.000,00 |  98,92%
HIERERA AT LA B SRR RS 38.830.808.019,00 33.312.497.487,00 85,79%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 10.049.650.930,00 8.935.707.87800 |  88,92%
PROGRAMPENGELOLAASUMBEFRDAYAAIR
(SDA) 1.786.956.135,00 1778.766.372,00 |  99,54%
PROGRANPENGELOLAARANPENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 4.144.524.191,00 1.294.399.027,00 |  31,23%
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAARERSAMPAHAREGIONAL 850.000.000,00 552.240.000,00 |  64,97%
PROGRAMPENGELOLAABANPENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH 1.357.246.500,00 1.311.976.500,00 |  96,66%
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PROGRAMPENGELOLAARANPENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE

1.488.087.393,00 1.477.498.780,00 |  99,29%
PROGRAMPENGEMBANGARERMUKIMAN 467.366.122,00 467.366.000,00 | 100,00%
PROGRAMPENATAANBANGUNANSEDUNG 286.278.500,00 204.648.742,00 | 7847%
PROGRAMPENATAANBANGUNANDAN
LINGKUNGANNYA 90.000.000,00 - 0,00%
PROGRAMPENYELENGGARAAMLAN 17.291.351.823,00 16.577.443.551,00 95,87%
PROGRAMPENYELENGGARAAPNENATAANRUANG 1.019.346.425,00 69245063700 | 67.93%
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN 11.224.204.399,00 10.724.374.627,00 95,55%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 7.258.803.086,00 6.894.090.820,00 |  94,98%
PROGRAMPENGEMBANGARERUMAHAN 50.923.100,00 35.536.000,00 |  69,78%
PROGRAMKAWASANPERMUKIMAN 3.361.800,00 1.453500,00 |  43,24%
PROGRAMPERUMAHANDANKAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH 1.154.300.400,00 1.149.079.000,00 |  99,55%
PROGRAMPENINGKATANPRASARANSARANA
DAN UTILITAS UMUM (PSU) 2.756.816.013,00 2.644.215.307,00 |  95,92%
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 25.155.148.697,00 24.649.743.838,00 97,99%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 9.736.189.755,00 9.408.275.208,00 |  96,63%
PROGRAMPENINGKATANKETENTRAMANDAN
KETERTIBAN LUMUM 14.561.385.932,00 14.424.148.130,00 |  99,06%
PROGRAMPENANGGULANGABENCANA 817.122.900,00 781.870.200,00 95,69%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAKEBAKARANDANPENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
40.450.110,00 35.450.300,00 |  87,64%
SOSIAL 17.378.546.561,00 16.801.645.680,00 96,68%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 4.297.367.871,00 4.063.860.797,00 |  94,57%
PROGRAMPEMBERDAYAAROSIAL 637.479.500,00 581.729.232,00 |  91,25%
PROGRAMENANGANANVARGANEGARAMIGRAN
KORBAN TINDAK KEKERASAN 2.008.000,00 ] 0.00%
PROGRAMREHABILITASISOSIAL 694.950.100,00 668.285.13500 |  96,16%
PROGRAMPERLINDUNGANDAN JAMINANSOSIAL 11.166.031.070,00 10.914.364.20000 |  97,75%
PROGRAMPENANGANARBENCANA 579.957.620,00 572.656.316,00 |  98,74%
PROGRAMPENGELOLAANAMANMAKAM
PAHLAWAN 752.400,00 750.000,00 | 99,68%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
71.341.131.180,00 67.783.731.692,00 95,01%
TENAGA KERJA 7.119.190.733,00 7.006.837.440,00 98,42%
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PROGRAMPENUNJAN®RUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA

3.350.141.633,00 3.258.116.840,00 |  97,25%
PROGRAMPELATIHANKERJADAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 209.868.100,00 195.180.400,00 |  93,00%
PROGRAMPENEMPATANENAGAKERJIA 203.623.500,00 201.882.20000 |  99,14%
PROGRAMAUBUNGANNDUSTRIAL 3.351.663.500,00 3.347.948.000,00 |  99,89%
PROGRAMPENGELOLAARNERGBARU
TERBARUKAN 3.894.000,00 3.710.000,00 |  95,27%
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK 3.941.958.488,00 3.718.191.578,00 94,32%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 3.059.560.721,00 2.960.389.200,00 |  96,76%
PROGRAMPENGARUSUTAMAAGENDERDAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 44.993.650,00 35.562.300,00 |  79,04%
PROGRAMPERLINDUNGANPEREMPUAN 35.456.400,00 30.737.800,00 |  86,69%
PROGRAMPENINGKATANKUALITASKELUARGA 268.319.450,00 245.533.078.00 | 9L51%
PROGRAMPENGELOLAASISTEMDATAGENDER
DAN ANAK 10.867.597,00 8.977.500,00 |  82,61%
PROGRAMPEMENUHANHAK ANAK(PHA) 488.781.280,00 413.976.700,00 |  84,70%
PROGRAMPERLINDUNGANKHUSUSANAK 33.979.390,00 23.015.000,00 |  67,73%
PANGAN 3.940.348.806,00 3.831.073.898,00 97,23%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 3.350.499.111,00 3.254.023.792,00 |  97,12%
PROGRAMPENGELOLAASUMBERDAYA
EKONOMIUNTUKKEDAULATANDAN
KEMANDIRIAN PANGAN 2.000.000,00 1.757.200,00 |  87,86%
PROGRAMPENINGKATANDIVERSIFIKASDAN
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 509.398.885,00 497.361.906,00 |  97,64%
PROGRAMPENANGANANERAWANANPANGAN 16.871.300.00 16.630.50000 | 98.79%
PROGRAMPENGAWASAKEAMANANPANGAN 56.579.510.00 58.300.500.00 |  99.529%
LINGKUNGAN HIDUP 9.714.542.349,00 9.517.599.816,00 97,97%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 4.342.061.117,00 4.209.673.64300 |  96,95%
PROGRAMPERENCANAANINGKUNGANHIDUP 149.854.292.00 130.403.00000 | 93.03%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAUKERUSAKANINGKUNGANHIDUP 117.730.000,00 11737330000 | 99.70%
PROGRAMPENGELOLAAKEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI) 30.187.000,00 30.000.000,00 |  99,38%
PROGRAMPENGHARGAANINGKUNGANHIDUP
UNTUK MASYARAKAT 38.132.933,00 29.464.000,00 |  77.27%
PROGRAMPENGELOLAAIRERSAMPAHAN 5.036.577.007,00 4.991.685.873,00 |  99,11%
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL 3.840.455.507,00 3.625.516.623,00 94,40%
PROGRAMPENUNJANGIRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 3.392.978.006,00 3.188.476.49300 |  93,97%
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PROGRAMPENDAFTARANRENDUDUK

118.596.651,00 118.174.200,00 |  99,64%
PROGRAMPENCATATANSIPIL 143.956.962,00 134.274.380,00 |  93.27%
PROGRAMPENGELOLAANFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 168.009.967,00 167.728.200,00 |  99,83%
PROGRAMPENGELOLAARROFILKEPENDUDUKAN 16.913.921,00 16.863.350.00 | 99.70%
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA 6.529.878.280,00 6.196.273.287,00 94,89%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 3.219.115.080,00 3.087.326.288,00 |  9591%
PROGRAMPENGENDALIANPENDUDUK 1.987.463.400,00 1.863.948.269,00 |  93,79%
PROGRAMPEMBINAANKELUARG/BERENCANA
(KB) 387.865.000,00 370.894.100,00 |  95,62%
PROGRAMPEMBERDAYAANANPENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA (KS) 935.434.800,00 874.104.630,00 |  93,44%
AN 6.465.251.677,00 5.764.433.719,00 89,16%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 4.704.398.727,00 4211.287.989,00 |  89,52%
PROGRAMPENYELENGGARAAMLULINTASDAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.760.852.950,00 1553.145.730,00 |  88,20%
AOLAURIEG Sl D IRCIRL AT 9.332.321.277,00 8.514.041.091,00 91,23%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 4.975.264.840,00 4683.717.212,00 |  94,14%
PROGRAMNFORMASIDAN KOMUNIKASIPUBLIK 2.704.378.900,00 2.695.014.005.00 |  99.65%
PROGRAMPENYELENGGARAMTATISTIK
SEKTORAL 511.710.500,00 18.220.500,00 3,56%
PROGRAMAPLIKASIINFORMATIKA 1.140.967.037,00 1.117.089.374,00 |  97,91%
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.866.833.919,00 3.730.027.094,00 96,46%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 2.912.490.419,00 2.795.562.891,00 |  95,99%
PROGRAMPENDIDIKANDANPELATIHAN
KOPERASI 177.525.600,00 17425410000 |  98,16%
PROGRAMPEMBERDAYAANSAHAMENENGAH,
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 584.973.500,00 581.122.003,00 |  99,34%
PROGRAMPENGEMBANGANMKM 191.844.400,00 179.088.100,00 |  93,35%
PENANAMAN MODAL 4.898.586.140,00 4.705.180.488,00 96,05%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 3.915.903.288,00 3.778.058.586,00 |  96,48%
PROGRAMPENGEMBANGANMLIM PENANAMAN
MODAL 505.170.000,00 471.720502,00 |  93,38%
PROGRAMPROMOSPENAMANMODAL 46.855.852,00 44.795.000,00 |  95,60%
PROGRAMPELAYANANPENANAMANODAL 50.000.000,00 3820410000 | 76.41%
PROGRAMPENGENDALIARELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL 365.200.000,00 361.745.200,00 |  99,05%
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PROGRAMPENGELOLAARATADANSISTEM
INFORMASI PENANAMAN MODAL

15.457.000,00 10.657.100,00 |  68,95%
Akl DR Ol 8.109.831.733,00 7.742.761.467,00 95,47%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 3.372.624.707,00 3.299.612.557,00 |  97,84%
PROGRAMENGEMBANGAKAPASITADAYA
SAING KEPEMUDAAN 253.236.900,00 208.076.350,00 |  82,17%
PROGRAMPENGEMBANGAKAPASITADAYA
SAING KEOLAHRAGAAN 4.172.279.326,00 3.924.841.260,00 |  94,07%
PROGRAMENGEMBANGAKAPASITAS
KEPRAMUKAAN 311.690.800,00 310.231.300,00 |  99,53%
KEARSIPAN 3.581.932.271,00 3.431.795.191,00 95,81%
PROGRAMPENUNJAN®RUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 3.202.130.421,00 3.087.139.646,00 |  96,41%
PROGRAMPENGELOLAANRRSIP 20.232.750,00 20.154.600,00 |  99,61%
PROGRAMPEMBINAANPERPUSTAKAAN 310.000.000,00 278.991.340,00 |  90,00%
PROGRAMPERLINDUNGANDAN PENYELAMATAN
ARSIP 49.569.100,00 45.509.605,00 |  91,81%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 28.048.993.978,00 26.268.734.991,00 93,65%
PARIWISATA 8.279.828.677,00 7.903.162.443,00 95,45%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 4.330.115.427,00 4032.174.930,00 | 93,12%
PROGRAMPENINGKATNDAYATARIK DESTINASI
PARIWISATA 1.056.662.130,00 1.000.486.018,00 |  94,68%
PROGRAMPEMASARANPARIWISATA 2.128.346.400,00 2.118574.713,00 |  99,54%
PROGRAMENGEMBANGASUMBERDAYA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 764.704.720,00 751.926.782,00 |  98,33%
PERTANIAN 15.917.094.797,00 14.687.666.326,00 92,28%
PROGRAMPENUNJAN®RUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 11.639.261.414,00 10.921.838.720,00 |  93,84%
PROGRAMPENYEDIAANDAN PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN 3.434.469.983,00 2.994.638.62300 |  87,19%
PROGRAMPENYEDIAANDAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN 109.538.100,00 77.609.320,00 |  70,85%
PROGRAMPENGENDALIAKESEHATANHEWAN
DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 211.061.600.00 161.391.00000 | 90.68%
PROGRAMPENGELOLAARERIKANANBUDIDAYA §7.620.000,00 85.079.53100 |  97.10%
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGABENCANAPERTANIAN 47.225.300,00 3812400000 |  80.73%
PROGRAMPENYULUHANPERTANIAN 387.918.400,00 378.985.132,00 |  97,70%
PERDAGANGAN 3.852.070.504,00 3.677.906.222,00 95,48%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 3.167.169.033,00 3.039.656.73500 |  95,97%
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PROGRAMPERENCANAARANPENGEMBANGAN
INDUSTRI

369.282.894,00 360.476.031,00 |  97,62%
PROGRAMPENINGKATANSARANADISTRIBUSI
PERDAGANGAN 550.000,00 540.000,00 |  98,18%
PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG
KEBUTUHANPOKOKDANBARANGPENTING 129.406.950,00 124.703.850,00 |  96,37%
PROGRAMPENGELOLAABISTEMINFORMASI
INDUSTRI NASIONAL 27.386.750,00 26.237.150,00 |  95,80%
PROGRAMPENGEMBANGABKSPOR 41.841.227,00 40.890.600,00 |  97,73%
PROGRAMSTANDARDISASDANPERLINDUNGAN
KONSUMEN 89.842.900,00 59.870.306,00 |  66,64%
PROGRAMPENGGUNAADAN PEMASARAN
PRODUK DALAM NEGERI 26.590.750,00 25.531.550,00 |  96,02%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 101.619.042.970,0
0| 96.208719.992,00 94,68%
e 60.973.088.088,00 58.746.198.079,00 96,35%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 48.750.391.193,00 46.813.632.12800 |  96,03%
PROGRAMPEMERINTAHADANKESEJAHTERAAN
RAKYAT 10.592.772.735,00 10.360.909.834,00 |  97,81%
PROGRAMPEREKONOMIAIAN PEMBANGUNAN 1.629.924.160,00 1571.656.117,00 |  96,43%
SEKRETARIAT DPRD 40.645.954.882,00 37.462.521.913,00 92,17%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 20.370.137.732,00 18.837.070.971,00 |  92,47%
PROGRAMDUKUNGANPELAKSANAANUGASDAN
FUNGSI DFRD 20.275.817.150,00 18.625.450.942,00 |  91,86%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 57.605.590.856,00 53.615.458.832,00 93,07%
PERENCANAAN 8.719.414.668,00 7.983.948.872,00 91,57%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 6.438.621.108,00 6.094.618.778,00 |  94,66%
PROGRAMPERENCANAANPENGENDALIADAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.379.397.050,00 122029311400 |  88,47%
PROGRAMPENELITIANDAN PENGEMBANGAN
DAERAH 492.080.000,00 351.730.700,00 |  71,48%
PROGRAMKOORDINASDANSINKRONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 409.316.510,00 317.306.280,00 |  77,52%
KEUANGAN 41.633.298.015,00 38.712.173.343,00 92,98%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 18.123.127.298,00 17.009.064.719,00 |  93,85%
PROGRAMPENGELOLAAKEUANGANDAERAH 19.620.264.858,00 18.039.512.549,00 |  91,94%
PROGRAMPENGELOLAABARANGMILIK DAERAH 844.916.100,00 628.284.125.00 |  98.03%
PROGRAMPENGELOLAARENDAPATANDAERAH 3.044.989.759,00 2.835.311.950,00 |  93,11%
KEPEGAWAIAN 7.252.878.173,00 6.919.336.617,00 95,40%
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PROGRAMPENUNJAN®RUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA

5.689.667.873,00 5.505.473.789,00 |  96,76%
PROGRAMKEPEGAWAIANDAERAH 1.480.275.300,00 1.331.126.189,00 |  89,92%
PROGRAMPENGEMBANGASUMBEFDAYA
MANUSIA 82.935.000,00 82.736.639,00 |  99,76%
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN S R EAT D AT 5
HEEAelRal 7.359.560.667,00 7.039.224.010,00 95,65%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 6.278.792.867,00 6.135.719.553,00 |  97,72%
PROGRAMPENYELENGGARAANENGAWASAN 649.869.800,00 545.982.149,00 |  84,01%
PROGRANPERUMUSAKEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 430.898.000,00 357.522.308,00 |  82,97%
UL IR AT A 56.833.290.409,00 56.018.340.254,00 98,57%
ECA AN 56.833.290.409,00 56.018.340.254,00 98,57%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 33.666.801.712,00 33.327.494.050,00 |  98,99%
PROGRANPENYELENGGARAAEMERINTAHAN
DAN PELYANAN PUBLIK 14.085.727.597,00 13.908.023.289,00 |  98,74%
PROGRANPEMBERDAYAANASYARAKADESA
DAN KELURAHAN 9.072.054.700,00 8.777.322.91500 |  96,75%
PROGRANKOORDINASKETENTRAMANDAN
KETERTIBAN UMUM 4.476.400,00 2.750.000,00 |  61,43%
PROGRANPENYELENGGARAABRUSAN
PEMERINTAHAN UMUM 4.230.000,00 2.750.000,00 |  65,01%
UG PEIERIIIA B AT 13.660.945.851,00 13.552.416.110,00 99,21%
RESITLARN Bt DR FOlnrl 13.660.945.851,00 13.552.416.110,00 99,21%
PROGRAMPENUNJANGRUSANPEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA 3.416.411.918,00 3.366.112.331,00 |  98,53%
PROGRANPENGUATANDEOLOGIPANCASILA
DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.543.601.736,00 151823522500 |  98,36%
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLIT
DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKANPOLITIK DAN PENGEMBANGABTIKA
SERTA BUDAYA POLITIK 5.230.317.316,00 5.217.498.954,00 99,75%
PROGRANPEMBERDAYAANANPENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN 49.074.500,00 49.074.500,00 | 100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHANANEKONOMI,SOSIAL, DANBUDAYA 1.054.280.700,00 1.054.072.500,00 |  99,98%
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONALDAN PENINGKATANKUALITASDAN
FASILITAS| PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
2.367.259.681,00 2.347.422.600,00 |  99,16%
PEMBIAYAAN DAERAH 100,00
56.948.235.162,00 56.948.235.162,44 %
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN T R 10000
100,00

KEUANGAN

56.948.235.162,00

56.948.235.162,44

%
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‘ ‘ ‘ ‘ NONPROGRAM ‘ 56.948.235.162,00 ‘ 56.948.235.162,44 ‘ 100,00%
Sumber: BadanPengelolahKeuangandan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2024
(unaudited)
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C.

prestasi

Capaian Prestasi dan Penghargaan

Pemerintah Kota Tomohon telah mendapatkan beberapa penghargaan dan

yang diraih  meliputi

bidang pemerintahan,

pembangunan dan

kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 3.36

Daftar Penghargaan Pemerintah Kota Tomohon

Tahun 2023

1 | PenghargaanKota Layak Anak Nindya Menteri Pemberdayaan
Perempuandan Perlindungan
Anak
2 | PenghargaanManggalaKarya Kencanaatas KepalaBKKBNRI
komitmen tinggi Pemkot Tomohon dalam
menggerakkan program pembangunan
keluarga, Kependudukan & KB serta
Percepatan Penurunan Stunting
3 | Sertifikat Adipura dalam pengelolahan sampah Menteri LHKRI
dan RTH Wilayah Kota
4 | UniversalHelth Coverage(UHC) Award 2023 Diserahkan Mendagri RI
sebagai komitmen Pemkot Tomohon
mendukung program JKNdi Tomohon
5 | Anugrah Meritokrasi KASN 2023 atas KASNRI
keberhasilan menerapkan sistem merit dalam
manajemen ASN di Pemkot Tomohon
6 | ApresiasiBunda PAUDTIngkat Nasional 2023, Diserahkan Bunda PAUD
yakni dr g. Je-Karundkdgar c Nasionallriana Joko Widodo
7 | Anugrah Mapalus Pendidikan2023 atas Gubernur Sulut
dukungan publikasi program prioritas
Kemendikbudristek
8 | Sukses meraih WTP Pengelolaan Keuangan BPK
Daerah dan memepertahankan WTP 10 kali
berturut turut
9 | Apresiasi atas kepatuhan pelayanan publik Ombudsman RI
mencapai nilai 92,93 dengan predikat kualitas
tertinggi
10 | PenghargaanKota PeduliHAM 2023 Kanwil Kumham Provinsi Sulut
11 | PenghargaanAnubhawa Sasana2023 bagi 5 Kanwil Kumham Provinsi Sulut
Kelurahan sadar hokum
12 | Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya Kementrian PPPARI
2023 sebagai bentuk pengakuan atas
komitmen dan peran Pemkot Tomohon dalam
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upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender melalui strategi pengarusutamaan
gender (PUG)

13 | Menparekraf Dr. Sandiaga melakukan visitasi Kementrian Parekraf RI
dan meresmikan desa wisata KakaskasenDua
kategori kelembagaan desa wisata, menjadi
sebagai 75 besar Anugerah Desa Wisata
Indonesia (ADWI) 2023. Pada 19 Desember

2023, Tomohon lewat kampung wisata
KakaskasenDua tersertifikasi SNI CHSE.

14 | PenghargaanAnugerah Parahita Ekaparya Kementrian PPPARI
Tingkat Madya Tahun 2023 dalam
pembangunan reponsif gender.

15 |[Bunda PAUD Kota Tomohc Kemendikbudristek RI
Senduk-Karundeng meraih Apresiasi Bunda
PAUD Tingkat Nasional 2023 atas kinerja dan
kepedulian yang tinggi dalam mendukung
pendidikan anak usia dini di Indoensia melalui
NRnGerakan Transi si PAUTIL
Menyenangkaro .

16 | Penghargaan Paritrana Award 2023 terbaik IV Gubernur SulawesiUtara
untuk dukungan Pemerintah Kota Tomohon
terhadap implementasiPerlindungan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan kategori
kabupaten/kota tingkat Propinsi SulawesiUtara

17 | Kota Tomohon menjadi daerah terendah
PrevalenziStunting di Provinsi SulawesiUtara
dan menjadi Pilot Project Zero Stunting

18 | Kota Tomohon mendapat apresiasi bidang Kemendikbudristek RI

pendidikan melalui Lembaga Penjamin Mutu

Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Utara

dengan meraih penghargaan dalam kategori:

- Progrespemanfaatan platform Merdeka
Belajar,

- Bunda PAUDinspiratif,

- PesertaSulingjar terbanyak

- Sekolahsehat (SD GMIM IV Tomohon)

19 | Anugerah kebudayaan Maestro Seni Tradisi Kemendikbudristek RI
kepada penggiat budaya dari Kota Tomohon:
Yulin Pangemanan sebagai Maestro Seni
Tradisi, Penutur Seni Tradisi Maengket dan
Mahozani (Zazanian at g

Sumber: ProgressReport Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023
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LAMPIRAN

1. Beberapa Dokumentasi Penghargaan yang Diterima Pemerintah Kota
Tomohon Tahun 2023

Penghargaan

Apresiasi
5 Bunda PAUD
Tingkat Nasional
Tahun 2023

-~
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Ditahun 2023 Walikota Tomohon menerima penghargaan “Paritrana Award" Terbaik ke IV untuk
dukungan Pemerintah Kota Tomohon terhadap implementasi Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan kategori kabupaten Kota tingkat Propinsi Sulawesi Utara, diserahkan oleh
Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey,SE. Ini tak lepas dari kerja keras dan sinergitas
semua pihak untuk menjamin kebutuhan warga masyarakat diberbagai profesi kehidupan.
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Pemerintah Kota Tomohon mendapatkan Penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Riset dan Teknolegi Republik Indonesia melalui Lembaga Penjamin Mutu
Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu, (22/11/2023) di Hotel Luwansa Manado.
Kegiatan yang berjudul penghargaan "Anugerah Mapalus Pendidikan” Tahun 2023, yang
diserahkan oleh Kepala LPMP Sulut Febry H. J Dien ST, M. Inf (Tech). Man.
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Penghargaan \nugrah Parahita ['kaprava
Tingkat Madva Tahun 2025

Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan utk Pemerintah
Kota Tomohon dalam Pembanguan Responsif Gender
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